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BAB I   
PENDAHULUAN 

 

A. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan 
Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, 

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) wajib menyususun Laporan Keuangan 

SKPD, sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala SKPD atas pelaksanaan 

APBD. 

Laporan Keuangan SKPD terdiri dari : 

1. Laporan Realisasi Anggaran; 

2. Neraca; 

3. Laporan Operasional; 

4. Laporan Perubahan Ekuitas; 

5. Catatan atas Laporan Keuangan. 

Catatan atas Laporan Keuangan, merupakan satu kesatuan dengan Laporan 

Keuangan SKPD. 

Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Keuangan adalah : 

1. Sarana pertanggungjawaban dari Kepala SKPD, dalam pelaksanaan 

Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah. 

2. Memberikan informasi tentang Laporan Keuangan bagi pengguna Laporan 

Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. 

3. Wujud akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah, 

untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. 

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan 

informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan 

akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, 

dengan: 

1. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, 

dan ekuitas dana pemerintah; 

2. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, 

kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah; 
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3. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber 

daya ekonomi; 

4. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya; 

5. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai 

aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya; 

6. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai 

penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; 

7. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan 

entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya. 

Laporan keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan 

prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya 

sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, sumberdaya 

yang dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan, serta risiko dan ketidakpastian 

yang terkait. Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna 

mengenai: 

1. Indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan 

anggaran; dan 

2. Indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan 

ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh DPR/DPRD. 

Untuk memenuhi tujuan umum ini, laporan keuangan SKPD menyediakan 

informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal: 

1. Aset; 

2. Kewajiban; 

3. Ekuitas dana; 

4. Pendapatan; 

5. Belanja. 

B. Periode Pelaporan Keuangan 
Periode Laporan Keuangan ini adalah tahun kalender yang dimulai pada tanggal 

1 Januari 2024 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.  Transaksi yang 

terkait dengan Laporan Keuangan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan 

Pertanahan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024 ini, sangat mungkin 

terjadi pada tahun anggaran 2025, hal tersebut tidak menjadi bagian dari Laporan 
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Keuangan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi 

Kepulauan Riau tahun 2024, namun hanya merupakan peristiwa kemudian 

(Subsequent Event) yang mempunyai hubungan/kaitan dengan Laporan 

Keuangan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi 

Kepulauan Riau tahun 2025.  Atas peristiwa/transaksi tersebut, kami menyajikan 

pada tahun anggaran 2025. 
 

C. Penanggungjawab Laporan Keuangan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan 
Ruang dan Pertanahan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau 
Laporan Keuangan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan 

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024, adalah tanggungjawab Dinas 

Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Pemerintah Provinsi 

Kepulauan Riau, dalam hal ini adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan 

Ruang dan Pertanahan. 
 

D. Dasar Hukum Penyusunan Laporan Keuangan 
Dasar hukum penyusunan Laporan Keuangan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan 

Ruang dan Pertanahan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, mengacu pada : 

1. Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945, pasal 23; 

2. Undang-undang nomor 17 tahun 2003, tentang Keuangan Negara; 

3. Undang-undang nomor 1 tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara; 

4. Undang-undang nomor 15 tahun 2004, tentang Pemeriksaan Keuangan dan 

Tanggungjawab Pengelolaan Keuangan Negara; 

5. Undang-undang nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah; 

6. Undang-undang nomor 33 tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan 

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, tentang Pelaporan Keuangan 

dan Kinerja Instansi Pemerintah; 

8. Peraturan Pemerintah nomor 65 tahun 2010, tentang Sistem Informasi 

Keuangan Daerah; 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010, tentang Standar Akuntansi 

Pemerintahan; 

10. Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019, tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah; 
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11. Peraturan Pemerintah nomor 37 tahun 2023, tentang Pengelolaan Transfer 

Ke Daerah; 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; 

13. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah; 

14. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 10 Tahun 2024 tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan 

RiauTahun 2024 

15. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2024 tentang 

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi 

Kepulauan RiauTahun 2024. 

16. Peraturan Gubernur Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 57 Tahun 

2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024. 

17. Peraturan Gubernur Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 40 Tahun 

2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024. 

18. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 48 Tahun 2024 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 75 Tahun 2022 tentang 

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah. 

 
E. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan 

Sistematika penulisan catatan atas Laporan Keuangan Dinas Pekerjaan Umum, 

Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut: 

Bab I Pendahuluan 

A. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan; 

B. Periode Pelaporan Keuangan 

C. Penanggungjawab Laporan Keuangan Dinas Pekerjaan Umum, 

Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau 

D. Dasar Hukum Penyusunan Laporan Keuangan; 

E. Sistematika Penulisan Laporan Keuangan 

Bab II Profil SKPD 
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   A. Sumber Daya Manusia 

   B. Strategi dan Arah Kebijakan  

   C. Program dan Kegiatan 
 

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan Tahun 2024 

A. Ikhtisar Pencapaian Target Kinerja Keuangan Tahun anggaran 

2024 

B. Hambatan dan Kendala yang Dijumpai Dalam Pencapaian Target 

Realisasi Anggaran yang telah Ditetapkan 
 

Bab IV Kebijakan Akuntansi 

A. Entitas Akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah 

B. Asumsi Dasar Laporan Keuangan 

C. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan 

Pemerintah Daerah 

D. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan 

Keuangan 

E. Kebijakan Akuntansi Pendapatan 

F. Kebijakan Akuntansi Belanja 

G. Kebijakan Akuntansi Persediaan 

H. Kebijakan Akuntansi Aset Tetap 

I. Kebijakan Akuntansi Kewajiban 
 

Bab V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan 

A. Laporan Realisasi Anggaran; 

B. Neraca; 

C. Laporan Operasional; 

D. Laporan Perubahan Ekuitas; 
 

Bab VI Penjelasan Atas Informasi non Keuangan 

A. Domisili dan Bentuk Hukum Entitas Pelaporan 

B. Sifat Organisasi dan Kegiatan Pokok Entitas Pelaporan 
 

Bab VII Penutup 



Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 2-1 

BAB II 
PROFIL SKPD  

A. Sumber daya SKPD 

Jumlah seluruh pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi 

Kepulauan Riau sampai dengan Tahun 2024 adalah 245 orang yang terdiri dari 76 

orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 169 orang Pegawai Non PNS, dengan 

rincian sebagai berikut : 

1) Berdasarkan Tingkat Pendidikan 
a) Sumber Daya Manusia Berdasarkan Tingkat Pendidikan, 2024 

Tabel 2.1 Rincian Sumber Daya Manusia Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

No Tingkat Pendidikan Jumlah (Orang) 

1 Pasca Sarjana(S2) 23 

2 Sarjana (S1) 99 

3 Diploma III 9 

4 SMA 72 

5 SMP 9 

6 SD 25 

7 TIDAK SEKOLAH 8 

JUMLAH 245 
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Gambar 2.1 Diagram SDM Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

 
Berdasarkan tingkat pendidikan formal pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Tata 

Ruang yang dapat dilihat secara lebih jelas pada tabel dan gambar di atas, tingkat 

pendidikan pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang masih didominasi 

oleh tingkat pendidikan Sarjana (S1) yang berjumlah 99 orang atau sebesar 41 

persen dan tingkat pendidikan Pasca SMA yang berjumlah 72 orang atau sebesar 

29 persen. 

2) Berdasarkan Pangkat dan Golongan 
 

Jumlah jabatan struktural sesuai dengan Pergub SOTK bahwa Dinas Pekerjaan 

Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan. Adapun rincian jumlah jabatan yang 

dimaksud adalah sebagai berikut : 

Tabel 2.1 Sumber Daya Manusia Berdasarkan Pangkat dan Golongan, 2024 

No Pangkat & Golongan Jumlah ( Orang) 

1 Pembina Utama Madya (IV.d) 1 

2 Pembina Tk. 1 (IV.b) 3 

3 Pembina (IV.a) 12 

4 Penata Tk. 1 (III.d) 29 

Pasca Sarjana (S2)
9%

Sarjana (S1)
41%

Diploma III
4%

SMA
29%

SMP
4%

SD
10%

TIDAK SEKOLAH
3%

Pasca Sarjana (S2) Sarjana (S1) Diploma III SMA SMP SD TIDAK SEKOLAH
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No Pangkat & Golongan Jumlah ( Orang) 

5 Penata (III.c) 12 

6 Penata Muda Tk. 1 (III.b) 10 

7 Penata Muda (III.a) 6 

8 Pengatur (II.c) 1 

9 PPPK GOL IX 1 

10 PPPK GOL VII 1 

11 Pegawai Non PNS  169 

  Jumlah 245 

 

 
Gambar 2.2 Diagram SDM Berdasarkan Pangkat dan Golongan 

Berdasarkan diagram di atas, jumlah PNS dengan pangkat dan golongan Penata 

(III.d)  adalah pegawai dengan jumlah terbanyak yaitu 29 pegawai atau persentase 

sebesar 11.8%. Sedangkan untuk Pegawai Non PNS berjumlah 169 orang atau 

persentase sebesar 69%. 

0,4%

1,2%

4,9% 11,8%

4,9%
4,1%
2,4%

0,4%
0,4%

0,4%

69,0%

Pembina Utama Madya (IV.d) Pembina Tk. 1 (IV.b)

Pembina (IV.a) Penata Tk. 1 (III.d)

Penata (III.c) Penata Muda Tk. 1 (III.b)

Penata Muda (III.a) Pengatur (II.c)

PPPK GOL IX PPPK GOL VII

Pegawai Non PNS
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3) Berdasarkan Jenis Kelamin 
Tabel 2.2 Sumber Daya Manusia Berdasarkan Jenis Kelamin, 2024 

No 
Pangkat & 
Golongan 

Jumlah 
(Orang) 

LAKI-LAKI PEREMPUAN 

1 
Pembina Utama 

Madya (IV.d) 
1 1 - 

2 Pembina Tk. 1 (IV.b) 3 3 - 

3 Pembina (IV.a) 12 10 2 

4 Penata Tk. 1 (III.d) 29 23 6 

5 Penata (III.c) 12 7 5 

6 
Penata Muda Tk. 1 

(III.b) 
10 6 4 

7 Penata Muda (III.a) 6 3 3 

8 Pengatur (II.c) 1 1 - 

9 PPPK GOL IX 1 1 - 

10 PPPK GOL VII 1 1 - 

11 Pegawai Non PNS  169 124 45 

Jumlah 245 180 65 
 

Adapun total pegawai Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan 

Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan jenis kelamin adalah 180 orang berjenis 

kelamin Laki-Laki dan 65 Orang berjenis kelamin Perempuan. 

 
B. Strategi dan Arah Kebijakan 

a) Strategi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan 
Strategi merupakan cara yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran jangka 

menengah. Strategi menjadi rujukan penting dalam perencanaan pembangunan 

daerah. Rumusan strategi tersebut berupa pernyataan yang menjelaskan 

bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan 

serangkaian arah kebijakan. Sementara itu arah kebijakan merupakan pedoman 

untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam 

mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan 

arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai 
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dengan pengaturan pelaksanaannya. Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah 

Provinsi Kepulauan Riau disusun dengan memperhatikan kekuatan, kelemahan, 

peluang, dan tantangan serta memperhatikan tahapan RPJPD Provinsi Kepulauan 

Riau. 

 

Selanjutnya Dinas Pekerjaan Umum, Pentaan Ruang dan Pertanahan untuk 

melihat keterkaitan antara arahan RPJMD Perubahan Provinsi Kepulauan Riau 

dengan tujuan, sasaran yang akan dicapai (seperti yang telah diuraikan diatas). 

Strategi Dinas Pekerjaan Umum, Pentaan Ruang dan Pertanahan dalam 

mendukung pencapaiaan agenda pembangunan Provinsi Kepulauan Riau adalah 

mengacu kepada RPJMD Perubahan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021 – 2026. 

 

Rumusan strategi jangka menengah Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang 

dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau dikelompokkan berdasarkan tujuan yang 

akan dicapai adalah sebagai berikut: 

 

Tujuan ke-1: Peningkatan ketersediaan dan kemudahan akses serta efisien 
pemanfaatan air untuk memenuhi kebutuhan domestik, peningkatan 
produktivitas pertanian, dan pengurangan risiko/kerentanan bencana alam. 
 
Sasaran:  
Meningkatnya ketersediaan dan kemudahan akses serta efisien pemanfaatan air 

untuk memenuhi kebutuhan domestik, peningkatan produktivitas pertanian, dan 

pengurangan risiko/kerentanan bencana alam 

 

Strategi: 

1. Melaksanakan Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai lintas 
kabupaten/kota, termasuk Cekungan Air Tanah pada Wilayah Sungai tersebut; 

2. Mengelola, kawasan lindung Sumber Air pada Wilayah Sungai lintas kabupaten/ 
kota 

3. Menjamin penyediaan Air baku yang memenuhi kualitas untuk pemenuhan 
kebutuhan pokok minimal sehari-hari masyarakat pada Wilayih Sungai lintas 
kabupaten / kota 
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4. Mengembangkan dan mengelola sistem irigasi sebagai satu kesatuan sistem pada 
daerah irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi 

5. Melaksanakan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi dan Hidrogeologi di 
Provinsi Kepulauan Riau 
 
Arah Kebijakan: 

1. Studi penanganan banjir di Provinsi Kepulauan Riau 
2. Inventarisasi dan Pemetaan Kawasan Dampak Abrasi Pantai di Provinsi 

Kepulauan Riau 
3. Pembangunan Embung dan penampung air lainnya 
4. Pembangunan Tanggul Sungai 
5. Pembangunan Bangunan perkuatan tebing 
6. Pembangunan seawall dan bangunan pengaman pantai lainnya 
7. Normalisasi/ restorasi sungai 
8. Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan 
9. Pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi dan Hidrogeologi di 

Provinsi Kepulauan Riau 
 
Tujuan ke-2: Peningkatan cakupan layanan infrastruktur dasar bidang cipta 
karya 
Sasaran:  

1. Meningkatnya cakupan pelayanan air minum layak. 
2. Meningkatnya pelayanan pengolahan limbah domestik 
3. Meningkatnya pelayanan drainase perkotaan 

 
Strategi: 

1. Mengembangkan dan mengelola Sistem Penyediaan Air Minum lintas daerah 
kabupaten/ kota;Meningkatnya pelayanan pengolahan limbah domestik; 

2. Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik regional; 
3. Mewujudkan penyelenggaraan sistem drainase perkotaan; 
4. Menciptakan lingkungan permukiman yang sehat dan bebas genangan 

 
Arah Kebijakan: 

1. Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan 
2. Perluasan SPAM Jaringan perpipaan 
3. Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan 
4. Pemeliharaan SPAM Lintas Kabupaten/Kota 
5. Penyediaan Lahan untuk Pengembangan SPAM Lintas Kabupaten/Kota 
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6. Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik 
7. Pembangunan/Peningkatan/ Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan 
8. Penyediaan Sistem Drainase Perkotaan 
9. Penyediaan Drainase Perkotaan dan Sarana Pendukungnya 

 
Tujuan ke-3: Penataan  Infrastruktur  bangunan  lingkungan  dan  bangunan  
gedung  untuk kepentingan Straregis Daerah Provinsi 
 
Sasaran: 

1. Terwujudnya tertib penyeleggaraan bangunan gedung untuk kepentingan 
strategis daerah provinsi  

2. Terwujudnya tertib penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan di 
Kawasan Strategis Daerah Provinsi 
 
Strategi: 

1) Mewujudkan bangunan gedung yang fungsional dan sesuai dengan tata 
bangunan gedung yang serasi dan selaras dengan lingkungannya; 

2) Mewujudkan tertib penyelenggaraan bangunan gedung yang menjamin 
keandalan teknis bangunan gedung dari segi keselamatan, kesehatan, 
kenyamanan, dan kemudahan 

3) Melaksanakan penataan dan pemeliharaan bangunan dan lingkungan 
 
Arah Kebijakan: 

1) Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi 
2) Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk 

Kepentingan Strategis Daerah Provinsi 
3) Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan 

Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi 
4) Pelaksanaan Pengelolaan Rumah Negara Penataan Bangunan dan Lingkungan 

Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan 
Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya 

5) Pembinaan Penataan Bangunan dan Lingkungan kepada Pemerintah 
Kabupaten/Kota 
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Tujuan ke-4: Peningkatan kelancaran konektivitas dan akses jalan yang lebih 
merata 
Sasaran:  
Meningkatnya kelancaran konektivitas dan akses jalan yang lebih merata 
 
Strategi: 

1) Meningkatkannya kondisi mantap jalan dan jembatan Provinsi, sehingga mampu 
meningkatkan akses mobilitas barang dan jasa 

2) Pembangunan dan pengembangan simpul transportasi udara dan laut sehingga 
tercipta keterpaduan antarmoda dalam menciptakan kemudahan aksesibilitas; 

3) Mengembangkan Pulau Dompak sebagai pusat pemerintahan Provinsi 
Kepulauan Riau; dan 

4) Mengembangkan kegiatan-kegiatan pelayanan perkotaan untuk mendukung 
pengembangan fungsi-fungsi utama wilayah Kota Batam (pemerintahan, 
perdagangan dan jasa, industri, alih muat angkutan laut, pariwisata, dan lain-lain) 

5) Pembangunan infrastruktur antar pulau untuk mengintegrasikan dan 
mempercepat pembangunan kawasan pesisir 
 
Arah Kebijakan: 

1) Pembangunan/ peningkatan/ rekontruksi jalan untuk mendukung sistem pusat 
perkotaan Provinsi Kepulauan Riau 

2) Pemeliharaan rutin dan berkala jalan dan jembatan 
3) Pembangunan Jembatan untuk  mendukung konektivitas antar pulau 
4) Pembangunan infrastruktur berupa jalan pada kawasan pesisir, KPN, dan PPKT 

untuk peningkatan kualitas ekonomi 
5) Pembangunan Flyover untuk mengurai kemacetan 

 
Tujuan ke-5: Peningkatan pembinaan SDM untuk pemenuhan kebutuhan 
SDM bidang konstruksi yang kompeten dan profesional 
 
Sasaran: 
Meningkatnya pembinaan SDM untuk pemenuhan kebutuhan SDM bidang 
konstruksi yang kompeten dan profesional 
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Strategi: 

1) Peningkatan kapasitas dan kualitas sistem, sumber daya, dan tata kelola dalam 
menghasilkan kebijakan dan rencana pembinan konstruksi agar efektif, 
terintegrasi dan berkelanjutan; 

2) Peningkatan pembinaan untuk mewujudkan BUJK yang berkualifikasi besar, 
sumber daya manusia (SDM), dan masyarakat konstruksi yang unggul, mandiri, 
profesional, berdaya saing tinggi; 

3) Peningkatan penerapan sistem manajemen keselamatan konstruksi dan tertib 
penyelenggaraan konstruksi infrastruktur, dan pelaksanaan pengujian 
laboratorium pekerjaan konstruksi yang tepat dan handal; 

4) Peningkatan pengkajian, penyebarluasan, dan penerapan inovasi teknologi, 
investasi, dan ekonomi konstruksi yang berkelanjutan. 
 
Arah Kebijakan: 

1) Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi 
2) Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi 
3) Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi 
4) Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi 
5) Kebijakan Khusus terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi 

 
 
Tujuan ke-6: Perwujudan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan 
berkelanjutan melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan 
ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. 
 
Sasaran: 
Terwujudnya ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan 
melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan 
pengendalian pemanfaatan ruang. 
 
Strategi: 

1) Meningkatkan peningkatan, pembinaan dan pengawasan bidang penataan ruang 
2) Memperkuat regulasi terkait penataan ruang 
3) Menyebarkan luaskan informasi terkait penataan ruang 
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Arah Kebijakan: 

1) Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Provinsi 
2) Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang  
3) Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan 

Ruang 
4) Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan 

Ruang 
5) Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang 
6) Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) 

Bidang Penataan Ruang 
 
 
Tujuan ke 7: Perwujudan  pengadaan  lahan,  Penyelesaian  Masalah  Ganti  
Kerugian  dan  Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah 
Daerah Provinsi. 
 
Sasaran: 

1) Terwujudnya pengadaan lahan untuk kepentingan umum 
2) Terwujudnya Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk 

Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi 
 
Strategi: 
- Melaksanakan inventarisasi pertanahan 
- Melaksanakan penetapan pengadaan tanah untuk kepentingan umum 
- Melaksanakan Koordinasi       dan       Sinkronisasi Penataan             Akses             

dalam Pemanfaatan  Redistribusi  Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota 
 
Arah Kebijakan: 
- Pelaksanaan inventarisasi tanah 
- Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana 

Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan 
Umum 

- Koordinasi       dan       Sinkronisasi Penataan             Akses             dalam 
Pemanfaatan  Redistribusi  Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota 
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Tujuan ke 8: Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Transparan dan 
Akuntabel 
 
Sasaran: 
Terwujudnya Tata Kelola Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan 
Pertanahan yang transparan dan akuntabel. 
 
Strategi: 
- Meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM)  
- Melaksanakan evaluasi, monitoring dan pelaporan kegiatan 
- Mendukung kinerja dengan sarana dan prasarana yang memadai 
 
 
Arah Kebijakan: 

- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 
- Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) 

 
b) Arah Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan 

1) Arah Kebijakan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau 

Adapun usulan rencana kegiatan strategis Dinas Pekerjaan Umum, Penataan 
Ruang dan Pertanahan Tahun 2023 oleh Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih 
untuk masing-masing wilayah provinsi, dan kabupaten/kota adalah sebagai 
berikut: 

1. Kota Tanjungpinang 

Usulan rencana kegiatan strategis Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan 
Pertanahan Tahun 2023 oleh Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih untuk Kota 
Tanjungpinang adalah sebagai berikut: 

a. Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kota Tanjungpinang (Penataan 
Bangunan di Kawasan Gurindam 12, Rehabilitasi Gedung Yayasan BP3KR; 

b. Pelaksanaan Pengelolaan Rumah Negara di Kota Tanjungpinang  ( Gedung 
Dekranasda dan Gedung LAM); 

c. Rehabilitasi Masjid Nur-Ilahi, Dompak; 
d. Pembangunan Jalan Lingkar Pesisir Kota Tanjungpinang; 
e. Pembangunan Jalan untuk mendukung sistem pusat perkotaan Provinsi Kepri 
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f. Pemeliharaan Jalan di Kota Tanjungpinang; 
g. Pemeliharaan Jembatan di Kota Tanjungpinang; 
h. Pengendalian Banjir di Kota Tanjungpinang; 
i. Penataan Kawasan Kota Lama Tanjungpinang 
j. Peningkatan cakupan pelayanan air minum 

2. Kabupaten Bintan 

Usulan rencana kegiatan strategis Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan 
Pertanahan Tahun 2023 oleh Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih untuk 
Kabupaten Bintan adalah sebagai berikut: 

a. Penataan Desa Wisata Sungai Enam Kijang; 
b. Pembangunan Jalan di P. Tambelan (Lanjutan), Kab. Bintan 
c. Pemeliharaan Rutin dan Berkala Jalan di Kabupaten Bintan; 
d. Pembangunan Bangunan Pengendalian Banjir Kampung Pisang dan Kuala 

Lumpur Kelurahan Kijang Kota Kecamatan Bintan Timur Kabupaten Bintan 

3. Kota Batam 

Usulan rencana kegiatan strategis Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan 
Pertanahan Tahun 2023 oleh Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih untuk Kota 
Batam adalah sebagai berikut: 

a. Peningkatan Jalan Provinsi (Jalan Muka Kuning - Tg. Piayu, Kota Batam) 
b. Pelaksanaan Pengelolaan Rumah Negara di Kota Batam (Pembangunan 

Gedung Dirkrimsus Polda Kepri (Lanjutan). 
 

4. Kabupaten Karimun 
Usulan rencana kegiatan strategis Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan 
Pertanahan Tahun 2023 oleh Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih untuk 
Kabupaten Karimun adalah sebagai berikut: 

a. Pelaksanaan Pengelolaan Rumah Negara (Pembangunan Gedung Workshop 
BLK Karimun) ; 

b. Pembangunan jalan pada PPKT di Kabupaten Karimun 
 

5. Kabupaten Lingga 
Usulan rencana kegiatan strategis Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan 
Pertanahan Tahun 2023 oleh Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih untuk 
Kabupaten Lingga adalah sebagai berikut: 

a. Pembangunan Jalan untuk mendukung sistem pusat pelayanan di Kota Lingga; 
b. Pembangunan jalan pada PPKT di Kabupaten Lingga; 
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c. Pelaksanaan Pengelolaan Rumah Negara di Kabupaten Lingga. 

 
6. Kabupaten Natuna 

Usulan rencana kegiatan strategis Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan 
Pertanahan Tahun 2023 oleh Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih untuk 
Kabupaten Lingga adalah sebagai berikut: 

a. Peningkatan konektivitas antara pulau; 
b. Pembangunan Jalan untuk mendukung sistem pusat pelayanan di Kabupaten 

Natuna; 
c. Pembangunan jalan pada PPKT di Kabupaten Natuna; 

 
7. Kabupaten Kepulauan Anambas 

Usulan rencana kegiatan strategis Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan 
Pertanahan Tahun 2023 oleh Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih untuk 
Kabupaten Lingga adalah sebagai berikut: 

a. Peningkatan konektivitas antara pulau; 
b. Pembangunan Jalan untuk mendukung sistem pusat pelayanan di Kabupaten 

Anambas; 
 

2) Arah Pengembangan Wilayah 
 
A. Arahan Rencana Tata Ruang Wilayah 

Sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau, prioritas 

pemanfaatan ruang dititikberatkan pada hal-hal sebagai berikut: 

a. Perwujudan Struktur Ruang Provinsi melalui perwujudan sistem perkotaan, 
transportasi darat-laut-udara, jaringan energi, telekomunikasi, sumberdaya 
air dan jaringan lainnya; 

b. Perwujudan Pola Ruang Provinsi melalui pengendalian pemanfaatan 
kawasan lindung dan budidaya darat; 

c. Perwujudan Pola Ruang Laut melalui perlindungan dan pengawasan 
kawasan laut, serta pengembangan dan pemanfaatan sumber daya laut; dan  

d. Perwujudan Kawasan Strategis Provinsi, meliputi: (1) Kawasan Strategis 
Provinsi  di Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Istana Kota Piring, 
Kota Tanjungpinang; (2) Kawasan Strategis Provinsi di Kabupaten 
Kepulauan Anambas; (3) Kawasan Strategis Provinsi di Kabupaten Lingga; 
dan (4) Kawasan Strategis Provinsi di Kabupaten Natuna 
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B. Pengembangan Kawasan Strategis Nasional di Provinsi Kepulauan 
Riau 

Di Provinsi Kepulauan Riau ditetapkan 2 (dua) Kawasan Strategis Nasional, yaitu: 
Kawasan Perbatasan Laut RI termasuk 19 pulau kecil terdepan yang terletak di 
Provinsi Kepulauan Riau (Pulau Sentut, Tokong Malang Biru, Damar, Mangkai, 
Tokong Nanas, Tokong Belayar, Tokong Boro, Semiun, Sebetul, Sekatung, 
Senua, Subi Kecil, Kepala, Iyu Kecil/Tokong Hiu Kecil, Karimun Kecil/Karimun 
Anak, Nipa, Pelampong, Batu Berhanti/Batu Berantai, dan Nongsa/Putri) dengan 
negara Malaysia/Vietnam/Singapura; dan Kawasan Batam, Bintan, dan Karimun 
sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. 

 
C. Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi 

Arah pengembangan wilayah disusun berdasarkan potensi dan keunggulan 
wilayah masing-masing kabupaten/kota dengan fokus utama pengembangan 
wilayah kabupaten/kota sebagai berikut: 
a. Pengembangan pusat wisata maritim (Wisata Pantai dan Pulau) di 

Kabupaten Kepulauan Anambas, Kabupaten Bintan, dan Kabupaten Natuna;  
b. Pengembangan Pusat wisata budaya dan religi di Kabupaten Lingga dan 

Kota Tanjungpinang;  
c. Pengembangan Pusat perdagangan dan jasa, di Kota Batam, Kabupaten 

Karimun, dan Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan;  
d. Pengembangan pusat produksi perikanan tangkap dan industri 

pengolahan perikanan di Kabupaten Natuna, Kepulauan Anambas, dan 
Lingga;  

e. Pengembangan pusat produksi pertanian, peternakan, dan perikanan 
budidaya di Kabupaten Lingga;  

f. Pengembangan pusat distribusi hasil produksi pertanian, peternakan, 
dan perikanan di Kota Batam, dan  

g. Pengembangan pendukung utama pertahanan dan keamanan nasional di 
Kabupaten Natuna. 

 
D. Strategi dan Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Per 

Kabupaten/Kota 
Kota Tanjungpinang 
a. Gambaran Umum Wilayah Kota Tanjungpinang 
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Kota Tanjungpinang memiliki potensi produk pertanian hortikultura, 

peternakan yang tidak memerlukan lahan luas. Potensi lahan kosong di 

sekitar permukiman pinggiran kota masih ada menjadi peluang untuk 

peningkatan produksi perkebunan dan hortikultura untuk memasok 

kebutuhan penduduk kota. Peluang penyerapan hasil produk pertanian 

holtikultura (buah dan sayuran) di kota cukup tinggi. Permasalahan yang 

ditemui yaitu pemanfaatan lahan kosong terutama di kawasan pinggiran kota 

arah Kijang, Senggarang dan pulau Dompak yang belum optimal, dan 

terbatasnya pengetahuan dan keterampilan penduduk untuk bercocok tanam 

memanfaatkan lahan produktif di perkotaan.  

Di sektor perikanan, potensi berupa ikan segar hasil budidaya sebagai bahan 

makanan untuk wisata kuliner di Kota Tanjungpinang serta untuk industri 

olahan hasil perikanan (ciri khas oleh-oleh dari Kota Tanjungpinang). 

Permasalahan yang dihadapi yaitu belum berkembangnya kegiatan budidaya 

ikan pada kawasan daratan maupun perairan di kota Tanjungpinang, skala 

produksi olahan perikanan masih terbatas (skala rumah tangga) karena 

keterbatasan modal, serta kontinuitas bahan produksi yang belum terjamin.  

b. Tujuan dan Sasaran Pengembangan Wilayah Kota Tanjungpinang 

Pengembangan wilayah di Kota Tanjungpinang ditujukan untuk 

dikembangkan sebagai pusat pemerintahan, pendidikan, wisata Budaya 

Melayu dan industri halal. 

c. Kebijakan Pengembangan Wilayah Kota Tanjungpinang 

Kebijakan pengembangan wilayah Kota Tanjungpinang diuraikan sebagai 

berikut: 

1. Pembangunan dan penataan Pulau Dompak; 

2. Fasilitasi dan pengembangan sarana dan prasarana pendidikan; 

3. Pembangunan sarana air bersih dan Pembangunan Bendungan 

Dompak; 

4. Penataan, pembangunan, perluasan jalan dan drainase; 

5. Integrasi Pelabuhan di Tanjungpinang (Sri Bintan Pura, Pelabuhan 

Penyengat, Tanjung Mocoh & Sri Payung Batu 6); 

6. Pengembangan Jalan Lingkar antar KPBPB di Tanjungpinang-Bintan; 
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7. Peningkatan Integrasi Pariwisata Tanjungpinang-Bintan; 

8. Pengembangan Pulau Penyengat sebagai pusat Budaya Melayu; 

9. Pendirian Museum Melayu Center; 

10. Pengembangan insustri halal dan industri produk perikanan di 

Tanjungpinang; dan 

11. Fasilitasi dan pengembangan UMKM dan ekonomi kreatif. 

Kabupaten Bintan  

a. Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Bintan 

Kabupaten Bintan menjadi bagian dari Kawasan Perdagangan Bebas dan 

Pelabuhan Bebas sebagai salah satu Kawasan Strategis Nasional yang 

ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2007 Tentang 

Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan. Cakupan 

wilayah meliputi sebagian dari wilayah Kabupaten Bintan serta seluruh 

Kawasan Industri Galang Batang, Kawasan Industri Maritim Bintan Timur, 

dan Pulau Lobam, Sebagian dari wilayah Kota Tanjungpinang yang meliputi 

Kawasan Industri Senggarang dan Kawasan Industri Dompak Darat. 

Penetapan Bintan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan 

Bebas tersebut diharapkan mampu mengembangkan perekonomian 

Kabupaten Bintan.  

Kawasan perkebunan tersebar di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten 

Bintan. Pemanfaatan lain adalah kawasan pariwisata dengan kondisi yang 

ada di Wilayah Kecamatan Teluk Sebong dengan objek wisata Lagoi 

mencapai luas sebesar 23.000 Ha, Pantai Trikora di Kecamatan Gunung 

Kijang, dan Pantai Mapur di Bintan Timur seluas 5.243,74 Ha. Pada kawasan 

industri pemanfaatannya sebesar 7.285,69 Ha terdapat di Kecamatan Bintan 

Timur, Gunung Kijang dan Kecamatan Seri Kuala Lobam. Sedangkan 

kawasan pertambangan tersebar merata di Kabupaten Bintan di antaranya di 

Kecamatan Bintan Timur, Bintan Utara, Kecamatan Teluk Sebong, 

Kecamatan Teluk Bintan, dan Kecamatan Gunung Kijang. 

Pemanfaatan budidaya laut berupa budidaya perikanan laut pada umumnya 

terdapat disepanjang perairan di wilayah Kabupaten Bintan. Kegiatan 

budidaya laut di beberapa pulau di Kabupaten Bintan ini mempunyai potensi 
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yang besar dengan dilakukan penangkapan ikan dari alam dengan 

menggunakan alat yang tidak merusak lingkungan. Pada umumnya ikan yang 

mempunyai komoditas ekspor seperti ikan kerapu dan ikan kakap mengalami 

permintaan yang terus meningkat baik untuk lokal maupun international. Hal 

ini mendorong harus dilakukannya budidaya ikan terutama jenis ikan yang 

mempunyai nilai ekonomis tinggi. Beberapa jenis ikan biota laut yang telah 

dibudidayakan antara lain seperti ikan kerapu (Ephinephelus spp), kakap 

(Lutjanus spp), rumput laut dan kerang-kerangan. Sedangkan daerah 

tangkapan ikan terbagi atas kegiatan perikanan pantai (coastal fisheries) dan 

perikanan lepas pantai (offshore fisheries) mencapai luasan sebesar 

96.268,00 Km2. Penangkapan ikan di areal penangkapan (fishing ground) di 

kawasan pulau-pulau dengan perairan yang luas di Kabupaten Bintan. 

b. Tujuan dan Sasaran Pengembangan Wilayah Kabupaten Bintan 

Pengembangan wilayah di Kabupaten Bintan ditujukan untuk dikembangkan 

sebagai pusat pariwisata internasional, industri MRO (maintenance, repair, 

dan overhaul) dan industri pengolahan makanan. 

c. Kebijakan Pengembangan Wilayah Kabupaten Bintan 

Kebijakan pengembangan wilayah Kabupaten Bintan diuraikan sebagai 

berikut: 

1. Pengembangan wisata alam, olahraga rekreasi berstandar internasional; 

2. Pembangunan infrastruktur dasar dan infrastruktur penunjang kegiatan 

pariwisata; 

3. Pengembangan Pusat Pelatihan Vokasi sektor industri, logistik dan 

pariwisata; 

4. Pembangunan jalan, jembatan, drainase, air bersih, listrik dan 

pelabuhan; 

5. Percepatan dan fasilitasi pembangunan jembatan Batam-Bintan; 

6. Pengembangan pusat industri pengolahan pertambangan; 

7. Pengembangan pusat industri pengolahan bahan makanan; 

8. Pengembangan Kawasan Industri Lobam dan Pelabuhan (BIIE); 

9. Pengembangan Industri MRO dan Transportasi; dan 

10. Peningkatan akses telekomunikasi informasi dan komunikasi (tiap pulau 

ada signal). 
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Kota Batam 
a. Gambaran Umum Wilayah Kota Batam 

Kota Batam menjadi pusat kegiatan pelayanan perkotaan dengan 

ditetapkannya Kota Batam sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan 

Pelabuhan Bebas dalam RTRWN. Batam Center merupakan pusat kota 

dalam sistem pusat pelayanan kota, yang berperan sebagai pusat pelayanan 

pemerintahan, perdagangan, jasa dan industri. Sub pusat kota tersebar di 

beberapa wilayah kota termasuk di Pulau Rempang, Pulau Galang, Pulau 

Belakang Padang, dan Pulau Buluh dengan peran masing-masing baik 

sebagai sub pusat pelayanan industri, perdagangan, jasa dan pariwisata. 

Potensi industri di Kota Batam lebih kurang 29 Kawasan Industri di Kota 

Batam yang tersebar di 6 zona peruntukan Industri yang telah dikembangkan 

di Kota Batam. Lebih dari 100 industri perkapalan beroperasi di Kota Batam 

yang tersebar di Tanjung Uncang, Sagulung, Sekupang, Batu Ampar, dan 

Kabil.  

Kota Batam merupakan 3 besar pintu masuk wisatawan mancanegara ke 

Indonesia, setelah Jakarta dan Bali. Setiap tahun lebih kurang 1,9 juta 

wisatawan asing berkunjung ke Batam. Pulau-pulau kecil di wiilayah Utara 

Kota Batam memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan wisata 

bahari dan eko-wisata termasuk wisata budaya seperti Pulau Lengkana, 

Pulau Air Asam, Pulau Air Manis, Pulau Leroy, Pulau Sekila (Kec. Belakang 

Padang), Pulau Puteri (Kec. Nongsa). Pulau-pulau kecil di wiilayah Selatan 

Kota Batam memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan wisata 

bahari dan eko-wisata termasuk wisata budaya. Memiliki lokasi untuk Rekresi 

pantai, terumbu karang, olahraga air, spot pemancingan Kawasan Perairan 

Pulau Abang dan Pulau Petong.  

b. Tujuan dan Sasaran Pengembangan Wilayah Kota Batam 

Pengembangan wilayah di Kota Batam ditujukan untuk dikembangkan 

sebagai pusat hubungan logistik internasional, Pariwisata, Industri 

kedirgantaraan, industri digital dan kreatif, international trade and finance 

center. 

c. Kebijakan Pengembangan Wilayah Kota Batam 
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Kebijakan pengembangan wilayah Kota Batam diuraikan sebagai berikut: 

1. Pengembangan jalur transportasi lokal dan internasional; 

2. Pembangunan jalan, jembatan dan drainase; 

3. Pembangunan infrastruktur utama dan penunjang kegiatan industri; 

4. Pengembangan KEK (Kawasan Ekonomi Khusus); 

5. Pengembangan industri galangan kapal, jasa kepelabuhan, 

pergudangan, offshore, dan elektronik; 

6. Pengembangan pelabuhan logistik; 

7. Pengembangan kawasan industri dan pariwisata Galang Rempang; 

8. Manjadikan Batam sebagai tujuan utama wisata MICE di Indonesia; 

9. Fasilitasi dan percepatan pembangunan jembatan Batam-Bintan; dan 

10. Pengembangan UMKM dan ekonomi kreatif. 

Kabupaten Karimun 
a. Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Karimun 

Kabupaten Karimun menjadi bagian dari Kawasan Perdagangan Bebas dan 

Pelabuhan Bebas Batam, Bintan dan Karimun (BBK) yang merupakan salah 

satu Kawasan Strategis Nasional, sesuai dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 48 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan 

Pelabuhan Bebas Karimun, dengan cakupan meliputi sebagian dari wilayah 

Pulau Karimun dan seluruh Pulau Karimun Anak. Penetapan Karimun 

sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas tersebut 

diharapkan mampu mengembangkan perekonomian di Kabupaten Karimun.  

Potensi keunggulan wilayah yang dimiliki Kabupaten Karimun meliputi 

Produk pertanian padi sawah, hortikultura, peternakan. Penyerapan hasil 

produk pertanian padi sawah, holtikultura (buah, sayuran hasil perkebunan) 

cukup tinggi terutama dipasarkan di Kota Batam dan Tanjungpinang 

(contohnya durian tanjung batu dari pulau Kundur jadi ikon kabupaten 

Karimun). Permasalahan yang dihadapi antara lain: belum berkembangnya 

budidaya ikan pada kawasan daratan maupun perairan di Kabupaten 

Karimun Pulau Moro dan sekitarnya), serta skala produksi olahan perikanan 

yang masih terbatas (skala rumah tangga) karena keterbatasan modal serta 

kontinuitas bahan produksi. 
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Potensi unggulan lainnya adalah perikanan, dengan produk perikanan yang 

dihasilkan berupa ikan segar hasil penangkapan, budi daya sebagai bahan 

makanan untuk wisata kuliner di Kota Batam, Kota Tanjungpinang maupun di 

ekspor serta untuk industri olahan hasil perikanan.  

b. Sasaran Pengembangan Wilayah Kabupaten Karimun 

Pengembangan wilayah di Kabupaten Karimun ditujukan untuk dikembangkan 

sebagai pusat industri maritim dan perikanan. 

c. Kebijakan Pengembangan Wilayah Kabupaten Karimun 

Kebijakan pengembangan wilayah Kabupaten Karimun diuraikan sebagai 

berikut: 

1. Pengembangan Pelabuhan Penumpang Domestik di Kabupaten 

Karimun; 

2. Pengembangan Bandara Domestik Raja Haji Abdullah; 

3. Pembangunan infrastruktur dasar dan infrastruktur penunjang kegiatan 

industri; 

4. Pembangunan jalan, jembatan, drainase, air bersih, listrik dan 

pelabuhan; 

5. Peningkatan akses telekomunikasi informasi dan komunikasi (tiap pulau 

ada signal); 

6. Pengembangan Kepri terang (listrik masuk pulau); 

7. Pengembangan Industri Galangan Kapal; 

8. Pengembangan industri oil tanking, refinery oil, dan industri berat lainnya; 

9. Pengembangan Industri Pertambangan Granit; 

10. Pengembangan Industri Perikanan di Pulau Moro; dan 

11. Fasilitasi dan pengembangan UMKM dan ekonomi kreatif. 

 

Kabupaten Lingga  
a. Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Lingga 

Kabupaten Lingga memiliki beragam potensi tanaman pangan, holtikultura, 

perkebunan, peternakan, dan perikanan. Potensi di bidang pertanian dan 

perkebunan juga ditunjang oleh potensi ketersediaan sumber daya air yang 

melimpah, dan dapat didayagunakan lebih lanjut antara lain untuk 

kepentingan irigasi pertanian maupun sumber air baku bagi kegiatan industri. 
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Potensi areal tanam atau potensi lahan di Kabupaten Lingga sangat besar 

untuk dikembangkan. Namun pada kenyataannya potensi lahan yang 

digunakan masih sangat minim dan kurang optimal sehingga produksi yang 

dihasilkan masih rendah. 

Selain memiliki potensi produksi dan potensi lahan, Kabupaten Lingga juga 

memiliki potensi tenaga kerja yang dapat diserap sebagai tenaga kerja di 

sektor pertanian dan perkebunan. Kabupaten Lingga dapat dikembangkan 

menjadi salah satu sentra produksi produk pangan pertanian yang dapat 

menyangga dan meningkatkan kemandirian pangan di Provinsi Kepulauan 

Riau. Letak geografis Kabupaten Lingga yang berada pada peri-peri 

Kawasan Strategis Nasional Kawasan Perdagangan Bebas Batam, Bintan, 

dan Karimun memberikan peluang pemasaran yang sangat besar untuk 

produk pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan dari Kabupaten 

Lingga. Jika memungkinkan hasil pertanian dan perkebunan tersebut dapat 

diekspor ke luar negeri melalui kawasan FTZ BBK tersebut. 

Potensi wisata berbasis potensi keanekaragaman dan keunikan lingkungan 

alam di wilayah perairan laut antara lain: Bentang pesisir pantai, Bentang laut, 

dan Kolam air dan dasar laut. Potensi wisata berbasis potensi 

keanekaragaman dan keunikan  lingkungan alam di wilayah daratan antara 

lain: Pegunungan dan hutan alam/taman nasional/taman wisata alam/taman 

hutan raya, Perairan sungai dan danau, perkebunan, pertanian, bentang 

alam khusus seperti goa, padang pasir dan sejenisnya. Potensi wisata 

budaya berupa hasil olah cipta, rasa dan kausa manusia sebagai makhluk 

budaya yang meliputi: Cagar budaya, Perkampungan tradisional, Museum, 

Adat istiadat, dan Kesenian. Potensi wisata Buatan Manusia yang berupa 

kreasi artifisial dan kegiatan manusia meliputi: Taman bermain, Tugu, dan 

Fasilitas rekreasi dan hiburan. 

b. Tujuan dan Sasaran Pengembangan Wilayah Kabupaten Lingga 

Pengembangan wilayah Kabupaten Lingga ditujukan untuk dikembangkan 

sebagai pusat pertanian, perkebunan dan peternakan serta wisata. 

c. Kebijakan Pengembangan Wilayah Kabupaten Lingga 
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Kebijakan pengembangan wilayah Kabupaten Lingga diuraikan sebagai 

berikut: 

1. Pembangunan pusat pertanian, perkebunan dan peternakan terpadu; 

2. Pengembangan pusat wisata sejarah dan budaya; 

3. Pembangunan infrastruktur dasar dan infrastruktur penunjang kegiatan 

pertanian, perkebunan dan peternakan; 

4. Pembangunan jalan, jembatan, drainase, air bersih, listrik dan 

pelabuhan; 

5. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana transportasi laut dan udara; 

6. Peningkatan akses telekomunikasi informasi dan komunikasi (tiap pulau 

ada signal); 

7. Pembangunan Kepri terang (listrik masuk pulau); 

8. Jaminan ketersediaan dan penyaluran BBM; dan 

9. Fasilitiasi dan pengembangan UMKM dan ekonomi kreatif. 

Kabupaten Natuna 
a. Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Natuna 

Kabupaten Natuna yang terletak di ujung utara Indonesia dikelilingi Laut Cina 

Selatan merupakan bagian dari simpul pelayaran di dunia (Selat Malaka-

Singapura-Phillip) karena jalur pelayaran internasional ini berbatasan dengan 

negara-negara ASEAN. Untuk menangkap dan menjawab permasalahan di 

jalur internasional terpadat pada Selat Malaka-Singapura-Filipina yang 

sempit, dangkal, berbelok-belok, ramai, dan terbatas, maka jalur pelayaran 

ALKI I-A di Laut Cina Selatan menjadi alternatif. Hal ini dikarenakan Laut Cina 

Selatan merupakan lautan lepas dengan kondisi perairan yang cukup lebar 

dan dalam, dari gugus Pulau Karimun-Barelang-Bintan hingga gugus Pulau 

Bunguran yang dilewati kapal-kapal internasional.  

Kabupaten Natuna sebagai salah satu Kabupaten yang berada di Laut Cina 

Selatan memiliki potensi yang sangat strategis dan memiliki peluang bagi 

aktivitas pelayaran internasional, dimana Ranai menjadi lokasi 

Pengembangan Pemantapan Pelabuhan Nasional. Kabupaten Natuna 

mempunyai potensi yang sangat besar dalam sub sektor perikanan. Potensi 

ikan meliputi kerapu napoleon, kakap merah dan kerap turis dengan sentra 
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produksi berada di Pulau Tiga. Potensi perikanan yang dimiliki sangat besar 

namun daya tangkap yang diperolah masih rendah.  

Budidaya ikan laut di Kabupaten Natuna seluas 6.021,3 Ha memiliki potensi 

produksi yang sangat sebesar yaitu 96.137 ton/tahun (ikan kerapu dan ikan 

bawal). Budidaya ikan air tawar yang dimiliki seluas 22 Ha juga memiliki 

potensi yang sangat besar yaitu 2.807 ton/tahun (ikan lele, ikan nila, ikan 

mas, ikan mujair dan ikan gurame). Budidaya ikan air payau seluas 507 Ha 

juga tidak kalah besar potensinya, yaitu 11.851 ton/tahun (udang vanname, 

udang windu, ikan bandeng dan ikan kakap putih). Sedangkan potensi rumput 

laut seluas 4000Ha ialah sebesar 920.881 ton/tahun.  

Potensi unggulan lainnya adalah pertanian tanaman pangan, hortikultura, 

dan perkebunan. Produk pertanian padi tadah hujan dan sawah terdapat di 

Kecamatan Bunguran Timur, Bunguran Tengah, Bunguran Utara dan selasar 

Timur. Potensi lahan yang ada mencapai seluas 4.940 Ha. Untuk hortikultura 

(durian, rambutan dan mangga) produksinya cukup tinggi, dengan produk 

olahan barupa lempok (dodol) yang sudah dipasarkan ke Batam. Untuk 

perkebunan, produk unggulan lokal yang dimiliki berupa cengkeh, kelapa, 

dan karet. Untuk cengkeh sudah dipasarkan ke Jawa Timur oleh penampung 

lokal, sedangkan karet sudah dipasarkan sampai Kalimantan. Produk 

unggulan yang ada yaitu tikar pandan yang terdapat di Kecamatan Serasan 

dengan pemasaran sampai ke luar negeri. Pemasaran rotan sudah sampai 

di Kota Batam. Potensi perkebunan lainnya adalah kembang semangkok 

yang terdapat di Gunung Ranai.  

Potensi wisata yang dimiliki Kabupaten Natuna antara lain Pulau Senoa, 

Pantai setanau dan sengiap, Pantai teluk depih, Pantai batu kasah, Pantai 

teluk selahang, Pantai teluk buton, Pantai sisi, Pulau kembang, Batu 

seduyung, dan Batu catur. 

b. Tujuan dan Sasaran Pengembangan Wilayah Kabupaten Natuna 

Pengembangan wilayah di Kabupaten Natuna ditujukan untuk dikembangkan 

sebagai jalur perdagangan laut, sentra perikanan dan kelautan serta wisata. 

c. Kebijakan Pengembangan Wilayah 
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Kebijakan pengembangan wilayah Kabupaten Natuna diuraikan sebagai 

berikut: 

1. Fasilitasi pembangunan bandara baru; 

2. Fasilitasi pembangunan pelabuhan skala internasional; 

3. Penyediaan transportasi antara Natuna dan Anambas; 

4. Fasilitasi pembangunan pusat logistik kapal perikanan; 

5. Pengembangan perikanan tangkap, budidaya, pengolahan perikanan, 

manajemen dan pemasaran; 

6. Peningkatan penguasaan teknologi perikanan dan kelautan; 

7. Pembangunan wisata bahari; 

8. Pembangunan jalan, jembatan, drainase, air bersih, listrik dan 

pelabuhan; 

9. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana transportai laut dan udara; 

10. Peningkatan akses telekomunikasi informasi dan komunikasi (tiap pulau 

ada signal); 

11. Pembangunan Kepri terang (listrik masuk pulau); dan 

12. Jaminan ketersediaan dan penyaluran BBM. 

Kabupaten Kepulauan Anambas 
a. Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas 

Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki potensi perikanan dan kelautan 

dengan daerah tangkapan yang luas, dimana 98,65% dari luasan Kabupaten 

Kepulauan Anambas berupa lautan. Di samping itu, sumber daya perikanan 

merupakan sumber daya yang bersifat pulih, sehingga ketersediaan potensi 

perikanan selalu ada di Kabupaten Kepulauan Anambas. Selain perikanan 

tangkap, kabupaten ini juga memiliki potensi budidaya perikanan.  

Kabupaten Kepulauan Anambas juga kaya dengan keindahan pantai dan 

terumbu karang. Kawasan objek wisata tersebut dapat dijumpai di sejumlah 

kawasan objek wisata. Objek wisata laut/pantai seperti terumbu karang di 

Kecamatan Jemaja; Objek wisata air terjun seperti Air Terjun Ulu Maras, Air 

Terjun Temurun Air Terjun Air Bini, Air Terjun Neraja di Jemaja; Wisata bahari 

dan minat khusus seperti di Pulau Kelong. Pulau Batu Alam, Pulau Penjalin, 

Pulau Punjong, Pulau Bawah, Pulau Tukong, Pulau Semut, Pulau Berhala, 

Pulau Rengek, Pulau Langok, Pulau Tukong Berlayar, Pantai Melang, Pantai 
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Kusik, Pantai Telagak, Pantai Temawan, dan Pantai Selat Rangsang. 

Terdapat pula wilayah konservasi laut yaitu di Penjalin, Pulau Durai, dan 

Pulau Pahat.  

b. Tujuan dan Sasaran Pengembangan Wilayah Kabupaten Kepulauan 

Anambas 

Pengembangan wilayah di Kabupaten Kepulauan Anambas ditujukan untuk 

dikembangkan sebagai sentra perikanan dan wisata. 

c. Kebijakan Pengembangan Wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas 

Kebijakan pengembangan wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas 

diuraikan sebagai berikut: 

1. Pengembangan sentra perikanan rakyat; 

2. Peningkatan penguasaan teknologi perikanan dan kelautan; 

3. Bantuan peralatan dan teknologi perikanan dan kelautan (bantuan kapal, 

alat tangkap); 

4. Pemberian modal dan pemasaran produk perikanan dan kelautan; 

5. Pengembangan wisata bahari dan ekowisata berstandar internasional; 

6. Pembangunan jalan, jembatan, air bersih, listrik dan pelabuhan; 

7. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana transportasi laut dan udara; 

8. Peningkatan akses telekomunikasi informasi dan komunikasi (tiap pulau 

ada signal); 

9. Pembangunan Kepri terang (listrik masuk pulau); 

10. Jaminan ketersediaan dan penyaluran BBM; dan 

11. Fasilitasi dan pengembangan UMKM. 

 
E. Kebijakan Pembangunan Cross Cutting 
Kebijakan pembangunan yang bersifat cross cutting merupakan upaya dalam 

melakukan pembangunan pada suatu sektor yang akan dilaksanakan melalui 

kolaborasi lebih dari satu perangkat daerah atau antar Pemerintah Daerah 

dalam lingkup Provinsi Kepulauan Riau. Dalam bentuk operasional 

selanjutnya kebijakan ini akan dituangkan secara rinci berupa Rencana Aksi 

Daerah (RAD) pada setiap sektor yang akan dikolaborasikan.  

• Penanggulangan Kemiskinan 



Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 2-26 

Salah satu kebijakan unggulan yang akan ditangani secara bersama-sama 

baik lintas OPD maupun lintas kabupaten/kota ialah penanggulangan 

kemiskinan. Kebijakan ini akan diarahkan pada penanganan masalah 

kemiskinan yang masih cukup besar di Provinsi Kepulauan Riau. Pada tahun 

2020 persentase penduduk miskin di Provinsi Kepulauan Riau mengalami 

peningkatan menjadi 6,13 persen dari awalnya hanya 5,80 persen pada tahun 

2019. Kenaikan persentase penduduk miskin ini tidak terlepas dari imbas 

pandemic Covid-19 yang cukup menggerus jalannya roda-roda 

perekonomian masyarakat. Dengan upaya bersama menghadapi masalah 

kemiskinan ini, maka diharapkan persentase penduduk miskin pada tahun 

2026 dapat menurun menjadi 5,57%. Rincian target penurunan persentase 

penduduk miskin dapat dilihat pada Gambar di bawah ini. 

 

Gambar 2.3. Target Persentase Penduduk Miskin 

• Penanggulangan Stunting 

Stunting adalah masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya 

asupan gizi dalam waktu yang cukup lama, sehingga mengakibatkan 

gangguan pertumbuhan pada anak yakni tinggi badan anak lebih rendah atau 

pendek (kerdil) dari standar usianya. Penanggulangan stunting juga menjadi 

fokus pembangunan nasional yang harus didukung oleh seluruh pemangku 

kepentingan termasuk Provinsi Kepulauan Riau.  Melalui upaya bersama 

dalam penangan stunting di Provinsi Kepulauan Riau, maka diharapkan pada 

tahun 2026 angka Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada 

balita turun menjadi 12 persen dari awalnya sebesar 19 persen pada tahun 

2021. Rincian target penanggulangan stunting di Provinsi Kepulauan Riau 

dapat dilihat pada Gambar berikut ini. 
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Gambar 2.4. Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada Balita 

• Pembangunan Infrastruktur 

Provinsi Kepulauan Riau merupakan wilayah yang terdiri dari berbagai pulau, 

sehingga diperlukan infrastruktur penghubung yang memadai untuk 

memudahkan arus orang dan barang wilayah. Kolaborasi pembangunan 

infrastruktur koneksi ini akan difokuskan pada pembangunan interkoneksi 

antar pulau, infrastruktur untuk penanganan banjir serta pemenuhan 

kebutuhan akan infrastruktur dasar. Selain dari pada itu Climate Change perlu 

menjadi perhatian didalam melakukan pembangunan di provinsi Kepulauan 

RIau. Selain daripada itu Target dari pembangunan infrastruktur penghubung 

ini dapat dilihat pada Gambar berikut ini. 

 

Gambar 2.5. Rasio Konektivitas Provinsi Kepulauan Riau 

• Kluster Daerah Pertanian 

Kluster daaerah pertanian merupakan upaya yang dilakukan untuk 

menumbukan sektor pertanian unggulan di masing-masing daerah. 
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Kebijakan ini lebih difokuskan sebagai kolaborasi antar pemrintah 

kabupaten/kota yang nantinya akan menjadi objek kluster daerah pertanian 

tersebut. Dengan adanya kluster ini, maka diharapakn setiap kabupaten/kota 

memliki produk unggulan pertanian yang pengembangannya tentu saja 

sesuai dengan kondisi geografis di kabupaten/kota tersebut. Selain itu, 

diharapkan dapat meningkatkan PDRB Sektor Pertanian dari 2,17 Triliun 

pada tahun 2021 menjadi 2,19 Triliun pada tahun 2026. 

• Tourism Linkage Networking 

Provinsi Kepulauan Riau sebagai salah satu kawasan terbesar yang 

mendapatkan kunjungan turis dari luar negeri, maka salah satu kebijakan 

prioritas ialah menargetkan pengembangan dan penguatan hubungan 

berkelanjutan antara sektor pariwisata dan sektor ekonomi produktif lainnya 

seperti pertanian, manufaktur dan hiburan yang terkait erat dengan sektor 

pariwisata. 

Tujuan utama dari Tourism Linkages Networking adalah untuk meningkatkan 

konsumsi barang dan jasa yang dapat diperoleh secara kompetitif dari 

sumber lokal. Hal Ini juga bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja sambil 

menghasilkan dan mempertahankan potensi penghasilan devisa Negara. 

Sehingga, dari kolaborasi ini dapat meningkatkan PDRB Sektor Pariwisata 

dari 2,17 Triliun pada tahun 2021 menjadi 3,49 Triliun pada tahun 2026. 

• Industri Perikanan dan Kelautan 

Kolaborasi industri perikanan dan kelautan diarahkan pada pembangunan dan 

penguatan integrasi industri perikanan dan kelautan antar kabupaten/kota di 

Provinsi Kepulauan Riau. Daerah-daerah yang merupakan potensi penghasil 

ikan akan difokuskan pada produksi dan penangkapan ikan, sedangkan 

daerah yang merupakan pusat aktivitas ekonomi akan menjadi sentra 

pengolahan hasil-hasil perikanan dan kelautan. Kondisi ini diharapkan dapat 

memaksimalkan pemanfaatan sumber daya kelautan yang menjadi salah 

satu potensi besar di Provinsi Kepulauan Riau. Target dari kolaborasi Industri 

perikanan ini dapat dilihat pada berikut ini. 
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Gambar 2.6. PDRB Sektor Perikanan 

• Link and match Pendidikan dan Industri 

Salah satu permasalahan di Provinsi Kepulauan Riau ialah masih banyaknya 

pengangguaran terbuka. Data pada tahun 2020 menunjukkan bahwa tingkat 

pengangguran terbuka di Provinsi Kepulauan Riau ialah sebesar 10,34 

persen. Angka ini naik cukup signifikan yang sebelumnya hanya sebesar 6,91 

persen pada tahun 2019. Kenaikan tingkat pengangguran ini juga tidak 

terlepas dari dampak pandemic Covid-19 yang mengakibatkan terjadinya 

beberapa pemutusan hubungan kerja (PHK). Selain itu, masalah utama dari 

pengangguran terbuka ialah kurangnya link and match antara kebutuhan 

SDM di dunia kerja dengan kemampuan yang dimiliki oleh calon tenaga kerja. 

Oleh karena itu, perlu dilakukan kolaborasi dari berbagai pemangku 

kepentingan untuk meningkatkan kesesuaian antara kompetensi yang 

diharapkan oleh dunia kerja dengan kompetensi para pencari kerja. Dengan 

adanya kolaborasi makan diharapkan tingkat pengangguran terbuka dapat 

diatasi dengan rincian seperti pada Gambar berikut ini. 

 

3.289,19 
3.297,42 

3.305,66 
3.313,92 

3.322,21 
3.330,51 

2021 2022 2023 2024 2025 2026

PDRB Sektor Perikanan (Milyar Rp)
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Gambar 2.7. Target Tingkat Pengangguran Terbuka 

• PROGRAM- PROGRAM PENDUKUNG PEMBANGUNAN CROSS CUTTING 
- Penanggulangan Kemiskinan 

a. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) 
b. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum 
c. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah 
d. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase 

 
- Pembangunan Infrastruktur 

a. Program Penyelenggaraan Jalan 
b. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) 
c. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum 
d. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah 
e. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase 
f. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya 
g. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang 

 
- Cluster Daerah Pertanian 

a. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) 
 
- Tourism Linkage Networking 

a. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya 
b. Program Penyelenggaraan Jalan 

- Industri Perikanan dan Kelautan 
a. Program Penyelenggaraan Jalan 
b. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya 
 
Selanjutnya tabel tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan dapat dilihat 
pada tabel di bawah ini.  

10,22 10,10

9,50 8,70 8,10 7,50

2021 2022 2023 2024 2025 2026

Tingkat Pengangguran Terbuka
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Tabel 2.4. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan 
 

No Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan Program 
 Visi : Terwujudnya Kepulauan Riau yang Makmur, Berdaya Saing dan Berbudaya 
Misi : Mempercepat Konektivitas Antar Pulau dan Pembangunan Infrastruktur Kawasan 

1 Peningkatan 
ketersediaan 
dan kemudahan 
akses serta 
efisien 
pemanfaatan air 
untuk memenuhi 
kebutuhan 
domestik, 
peningkatan 
produktivitas 
pertanian, dan 
pengurangan 
risiko/kerentana
n bencana alam. 

Meningkatnya 
ketersediaan 
dan kemudahan 
akses serta 
efisien 
pemanfaatan air 
untuk memenuhi 
kebutuhan 
domestik, 
peningkatan 
produktivitas 
pertanian, dan 
pengurangan 
risiko/kerentana
n bencana alam 

- Melaksanakan Pengelolaan Sumber Daya 
Air pada Wilayah Sungai lintas 
kabupaten/kota, termasuk Cekungan Air 
Tanah pada Wilayah Sungai tersebut; 

- Mengelola, kawasan lindung Sumber Air 
pada Wilayah Sungai lintas kabupaten/ 
kota 

- Menjamin penyediaan Air baku yang 
memenuhi kualitas untuk pemenuhan 
kebutuhan pokok minimal sehari-hari 
masyarakat pada Wilayih Sungai lintas 
kabupaten / kota 

- Mengembangkan dan mengelola sistem 
irigasi sebagai satu kesatuan sistem pada 
daerah irigasi yang menjadi kewenangan 
Pemerintah Daerah provinsi; 

- Melaksanakan Sistem Informasi Hidrologi, 
Hidrometeorologi dan Hidrogeologi di 
Provinsi Kepulauan Riau 

- Pembangunan 
Embung dan 
penampung air 
lainnya 

- Pembangunan 
Tanggul Sungai 

- Pembangunan 
Bangunan 
perkuatan tebing 

- Pembangunan 
seawall dan 
bangunan 
pengaman pantai 
lainnya 

- Normalisasi/ 
restorasi sungai 

- Pengelolaan 
Sistem Informasi 
Hidrologi, 
Hidrometeorologi 
dan Hidrogeologi di 
Provinsi Kepulauan 
Riau 

1.03.02 PROGRAM 
PENGELOLAAN 
SUMBER DAYA AIR 
(SDA) 

2 Peningkatan 
cakupan 
layanan 
infrastruktur 
dasar bidang 
cipta karya 

Meningkatnya 
cakupan 
pelayanan air 
minum layak 

Mengembangkan dan mengelola Sistem 
Penyediaan Air Minum lintas daerah 
kabupaten/ kota; 

- Pembangunan 
Baru SPAM 
Jaringan Perpipaan 

- Perluasan SPAM 
Jaringan perpipaan 

- Perbaikan SPAM 
Jaringan Perpipaan 

- Pemeliharaan 
SPAM Lintas 
Kabupaten/Kota 

- Penyediaan Lahan 
untuk 
Pengembangan 
SPAM Lintas 
Kabupaten/Kota 

1.03.03 PROGRAM 
PENGELOLAAN DAN 
PENGEMBANGAN 
SISTEM PENYEDIAAN 
AIR MINUM 

    Meningkatnya 
pelayanan 
pengolahan 
limbah domestik 

Pengelolaan dan pengembangan sistem air 
limbah domestik regional 

- Pembangunan 
Sistem 
Pengelolaan Air 
Limbah Domestik 
Terpusat 

- Rehabilitasi/Pening
katan/Perluasan 
Sistem 
Pengelolaan Air 
Limbah Domestik 
Regional 

- Pembangunan/Reh
abilitasi/Peningkata
n/Perluasan Sistem 
Pengelolaan Air 

1.03.05 PROGRAM 
PENGELOLAAN DAN 
PENGEMBANGAN 
SISTEM AIR LIMBAH 
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No Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan Program 
 Visi : Terwujudnya Kepulauan Riau yang Makmur, Berdaya Saing dan Berbudaya 
Misi : Mempercepat Konektivitas Antar Pulau dan Pembangunan Infrastruktur Kawasan 

Limbah Domestik 
Terpusat 

- Pengembangan 
SDM dan 
Kelembagaan 
Pengelolaan Air 
Limbah Domestik 

    Meningkatnya 
pelayanan 
drainase 
perkotaan 

- Mewujudkan Penyelenggaraan Sistem 
Drainase Perkotaan 

- Menciptakan lingkungan permukiman yang 
sehat dan bebas genangan 

- Pembangunan/Pen
ingkatan/ 
Rehabilitasi Sistem 
Drainase 
Perkotaan 

- Penyediaan Sistem 
Drainase 
Perkotaan 

- Penyediaan 
Drainase 
Perkotaan dan 
Sarana 
Pendukungnya 

1.03.06 PROGRAM 
PENGELOLAAN DAN 
PENGEMBANGAN 
SISTEM DRAINASE 

3 Penataan  
Infrastruktur  
bangunan  
lingkungan  dan  
bangunan  
gedung  untuk 
kepentingan 
Straregis 
Daerah Provinsi 

Terwujudnya 
tertib 
penyelenggaraa
n bangunan 
gedung untuk 
kepentingan 
Strategis 
Daerah Provinsi 

- Mewujudkan bangunan gedung yang 
fungsional dan sesuai dengan tata 
bangunan gedung yang serasi dan selaras 
dengan lingkungannya; 

Mewujudkan tertib penyelenggaraan 
bangunan gedung yang menjamin 
keandalan teknis bangunan gedung dari segi 
keselamatan, kesehatan, 
kenyamanan, dan kemudahan 

- Rehabilitasi, 
Renovasi dan 
Ubahsuai 
Bangunan Gedung 
untuk Kepentingan 
Strategis Daerah 
Provinsi 

- Pemeliharaan dan 
Perawatan 
Bangunan Gedung 
untuk Kepentingan 
Strategis Daerah 
Provinsi 

- Identifikasi, 
Penetapan, 
Penyelenggaraan 
Bangunan Gedung 
Cagar Budaya 
yang Dilestarikan 
Milik Pemerintah 
Provinsi 
Pelaksanaan 
Pengelolaan 
Rumah Negara 

1.03.08 PROGRAM 
PENATAAN BANGUNAN 
GEDUNG 

    Terwujudnya 
tertib 
penyelenggaraa
n penataan 
bangunan dan 
lingkungan di 
Kawasan 
Strategis 
Daerah Provinsi 

Melaksanakan penataan dan pemeliharaan 
bangunan dan lingkungan 

Penataan dan 
pemeliharaan 
Bangunan dan 
Lingkungan 

1.03.09 PROGRAM 
PENATAAN BANGUNAN 
DAN LINGKUNGANNYA 
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No Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan Program 
 Visi : Terwujudnya Kepulauan Riau yang Makmur, Berdaya Saing dan Berbudaya 
Misi : Mempercepat Konektivitas Antar Pulau dan Pembangunan Infrastruktur Kawasan 

4 Peningkatan 
kelancaran 
konektivitas dan 
akses jalan yang 
lebih merata 

Meningkatnya 
kelancaran 
konektivitas dan 
akses jalan yang 
lebih merata 

- Meningkatkannya kondisi mantap jalan dan 
jembatan Provinsi, sehingga mampu 
meningkatkan akses mobilitas barang dan 
jasa 

- Pembangunan dan pengembangan simpul 
transportasi udara dan laut sehingga 
tercipta keterpaduan antarmoda dalam 
menciptakan kemudahan aksesibilitas; 

- Mengembangkan Pulau Dompak sebagai 
pusat pemerintahan Provinsi Kepulauan 
Riau; dan 

- Mengembangkan kegiatan-kegiatan 
pelayanan perkotaan untuk mendukung 
pengembangan fungsi-fungsi utama 
wilayah Kota Batam (pemerintahan, 
perdagangan dan jasa, industri, alih muat 
angkutan laut, pariwisata, dan lain-lain) 

- Pembangunan infrastruktur antar pulau 
untuk mengintegrasikan dan mempercepat 
pembangunan kawasan pesisir  

- Pembangunan/ 
peningkatan/ 
rekontruksi jalan 
untuk mendukung 
sistem pusat 
perkotaan Provinsi 
Kepulauan Riau 

- Pemeliharaan rutin 
dan berkala jalan 
dan jembatan 

- Pembangunan 
Jembatan untuk  
mendukung 
konektivitas antar 
pulau 

- Pembangunan 
infrastruktur berupa 
jalan pada kawasan 
pesisir, KPN, dan 
PPKT untuk 
peningkatan 
kualitas ekonomi 

- Pembangunan 
Flyover untuk 
mengurai 
kemacetan  

1.03.10 PROGRAM 
PENYELENGGARAAN 
JALAN 

5 Peningkatan 
pembinaan SDM 
untuk 
pemenuhan 
kebutuhan SDM 
bidang 
konstruksi yang 
kompeten dan 
profesional 

Meningkatnya 
pembinaan SDM 
untuk 
pemenuhan 
kebutuhan SDM 
bidang 
konstruksi yang 
kompeten dan 
profesional 

- Peningkatan kapasitas dan kualitas sistem, 
sumber daya, dan tata kelola dalam 
menghasilkan kebijakan dan rencana 
pembinan konstruksi agar efektif, 
terintegrasi dan berkelanjutan; 

- Peningkatan pembinaan untuk 
mewujudkan BUJK yang berkualifikasi 
besar, sumber daya manusia (SDM), dan 
masyarakat konstruksi yang unggul, 
mandiri, profesional, berdaya saing tinggi; 

- Peningkatan penerapan manajemen mutu 
dan tertib penyelenggaraan konstruksi 
infrastruktur, dan pelaksanaan pengujian 
laboratorium pekerjaan konstruksi yang 
tepat dan handal; dan 

- Peningkatan pengkajian, 
penyebarluasan, dan penerapan 
inovasi teknologi, investasi, dan 
ekonomi konstruksi yang 
berkelanjutan 

- Pelaksanaan 
Pelatihan Tenaga 
Ahli Konstruksi 

- Pembinaan dan 
Peningkatan 
Kapasitas 
Kelembagaan 
Konstruksi 

- Penyediaan Data 
dan Informasi Jasa 
Konstruksi 

- Pengelolaan 
Operasional 
Layanan Informasi 
Jasa Konstruksi 

- Penyiapan/Pembua
tan NSPK 
Kebijakan Khusus 
Penyelenggaraan 
Jasa Konstruksi 
sesuai Peraturan 
Perundang-
Undangan 

1.03.11 PROGRAM 
PENGEMBANGAN JASA 
KONSTRUKSI 

6 Perwujudan 
ruang wilayah 
yang aman, 
nyaman, 
produktif, dan 
berkelanjutan 
melalui 
pelaksanaan 

Terwujudnya 
ruang wilayah 
yang aman, 
nyaman, 
produktif, dan 
berkelanjutan 
melalui 
pelaksanaan 

- Meningkatkan peningkatan, pembinaan 
dan pengawasan bidang penataan ruang 

- Memperkuat regulasi terkait penataan 
ruang 

- Menyebarkan luaskan informasi terkait 
penataan ruang 

- Pelaksanaan 
Persetujuan 
Substansi, Evaluasi 
dan Penetapan 
RTRW Provinsi 

- Penetapan 
Kebijakan dalam 
rangka 

1.03.12 PROGRAM 
PENYELENGGARAAN 
PENATAAN RUANG 
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No Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan Program 
 Visi : Terwujudnya Kepulauan Riau yang Makmur, Berdaya Saing dan Berbudaya 
Misi : Mempercepat Konektivitas Antar Pulau dan Pembangunan Infrastruktur Kawasan 

perencanaan 
tata ruang, 
pemanfaatan 
ruang, dan 
pengendalian 
pemanfaatan 
ruang. 

perencanaan 
tata ruang, 
pemanfaatan 
ruang, dan 
pengendalian 
pemanfaatan 
ruang. 

Pelaksanaan 
Penataan Ruang  

- Koordinasi dan 
Sinkronisasi 
Pemberian Insentif 
dan Disinsentif 
Bidang Penataan 
Ruang 

- Sosialisasi 
Kebijakan dan 
Peraturan 
Perundang-
Undangan Bidang 
Penataan Ruang 

- Peningkatan Peran 
Masyarakat dalam 
Penataan Ruang 

- Operasionalisasi 
Tugas dan Fungsi 
Penyidik Pegawai 
Negeri Sipil 
(PPNS) Bidang 
Penataan Ruang 

7 

Perwujudan  
pengadaan  
lahan,  
Penyelesaian  
Masalah  Ganti  
Kerugian  dan  
Santunan 
Tanah untuk 
Pembangunan 
oleh Pemerintah 
Daerah Provinsi. 

Terwujudnya 
pengadaan 
lahan untuk 
kepentingan 
umum 

- Melaksanakan inventarisasi pertanahan 
- Melaksanakan penetapan pengadaan 

tanah untuk kepentingan umum 

- Pelaksanaan 
inventarisasi tanah 

- Pemberitahuan, 
Pendataan Awal 
Lokasi, Konsultasi 
Publik Rencana 
Pembangunan dan 
Penetapan Lokasi 
Pengadaan Tanah 
untuk Kepentingan 
Umum 

2.10.03 PROGRAM 
PENGADAAN TANAH 
UNTUK KEPENTINGAN 
UMUM 

Terwujudnya 
Penyelesaian 
Masalah Ganti 
Kerugian dan 
Santunan Tanah 
untuk 
Pembangunan 
oleh 
Pemerintah 
Daerah Provinsi 

- Melaksanakan Koordinasi       dan       
Sinkronisasi Penataan             Akses             
dalam Pemanfaatan  Redistribusi  Tanah 
Lintas Daerah Kabupaten/Kota 

- Koordinasi       dan       
Sinkronisasi 
Penataan             
Akses             
dalam 
Pemanfaatan  
Redistribusi  Tanah 
Lintas Daerah 
Kabupaten/Kota 

2.10.06 PROGRAM                 
REDISTRIBUSI TANAH   
DAN   GANTI   
KERUGIAN TANAH  
KELEBIHAN  MAKSIMUM 
DAN TANAH ABSENTEE 

8 Tata Kelola 
Pemerintahan 
Daerah yang 
Transparan dan 
Akuntabel. 

Terwujudnya 
Tata Kelola 
Dinas Pekerjaan 
Umum, 
Penataan Ruang 
dan Pertanahan 
yang transparan 
dan akuntabel 

- Meningkatkan kemampuan Sumber Daya 
Manusi (SDM) 

- Melaksanakan evaluasi, monitoring dan 
pelaporan kegiatan 

- Mendukung kinerja dengan sarana dan 
prasarana yang memadai 

- Perencanaan, 
Penganggaran, 
dan Evaluasi 
Kinerja Perangkat 
Daerah 

- Penyediaan Jasa 
Penunjang Urusan 
Pemerintahan 
Daerah 

- Peningkatan 
Kapasitas Sumber 
Daya Manusia 
(SDM) 

Program Penunjang 
Urusan Pemerintahan 
Daerah 
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C. Program, Kegiatan dan Subkegiatan 

Tabel 2.5. Progam, Kegiatan dan Subkegiatan 
 

No Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Anggaran Realisasi 

1 
Program Penunjang Urusan Pemerintahan 

Daerah Provinsi  
      29.797.301.656        29.009.302.311  

    
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi 

Kinerja Perangkat Daerah  
           539.929.768             517.198.977  

      
Penyusunan Dokumen Perencanaan 

Perangkat Daerah  
             90.757.700               77.201.300  

      

 Koordinasi dan Penyusunan Laporan 

Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 

Kinerja SKPD  

           365.044.128             362.836.737  

      Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah               84.127.940               77.160.940  

    Administrasi Keuangan Perangkat Daerah        19.711.217.003        19.573.063.151  

      Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN        18.201.595.063        18.096.884.211  

      
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan 

Tugas ASN  
        1.424.634.000          1.401.348.000  

      
Koordinasi dan Penyusunan Laporan 

Keuangan Akhir Tahun SKPD  
             84.987.940               74.830.940  

    
Administrasi Barang Milik Daerah pada 

Perangkat Daerah  
             74.854.000               70.406.450  

      
Koordinasi dan Penilaian Barang Milik 

Daerah SKPD  
             74.854.000               70.406.450  

    
Administrasi Kepegawaian Perangkat 

Daerah  
           160.907.500             157.699.000  

      
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai 

Berdasarkan Tugas dan Fungsi  
           160.907.500             157.699.000  

    Administrasi Umum Perangkat Daerah          2.476.045.060          2.249.855.065  

      
Penyediaan Komponen Instalasi 

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor  
             45.767.875               35.738.000  

      
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan 

Kantor  
           398.057.155             305.535.200  
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No Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Anggaran Realisasi 
      Penyediaan Peralatan Rumah Tangga             160.988.790             150.534.098  

      Penyediaan Bahan Logistik Kantor             312.209.710             273.262.050  

      
Penyediaan Barang Cetakan dan 

Penggandaan  
           256.659.431             247.273.000  

      
Penyediaan Bahan Bacaan dan 

Peraturan Perundang-undangan  
             26.603.400               11.620.000  

      Penyediaan Bahan/Material               29.010.165               28.515.000  

      Fasilitasi Kunjungan Tamu             265.028.000             226.579.700  

      
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan 

Konsultasi SKPD  
           981.720.534             970.798.017  

    
Pengadaan Barang Milik Daerah 

Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  
           854.062.866             852.960.971  

      
Pengadaan Kendaraan Dinas 

Operasional atau Lapangan  
           598.912.866             598.700.000  

      
Pengadaan Gedung Kantor atau 

Bangunan Lainnya  
             55.150.000               55.000.000  

      
Pengadaan Sarana dan Prasarana 

Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya  
           200.000.000             199.260.971  

    
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah  
        5.102.044.717          4.880.054.997  

      Penyediaan Jasa Surat Menyurat               26.740.000               12.173.000  

      
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber 

Daya Air dan Listrik  
           864.485.713             750.083.429  

      
Penyediaan Jasa Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor  
             63.082.000               55.887.600  

      
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum 

Kantor  
        4.147.737.004          4.061.910.968  

    
Pemeliharaan Barang Milik Daerah 

Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  
           878.240.742             708.063.700  

      
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan 
           451.394.242             416.659.600  
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No Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Anggaran Realisasi 
Perorangan Dinas atau Kendaraan 

Dinas Jabatan  

      

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 

Lainnya 

  

           194.161.520             186.469.100  

      Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya               71.234.965               71.110.000  

      

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan 

Prasarana Pendukung Gedung Kantor 

atau Bangunan Lainnya  

           161.450.015               33.825.000  

2 Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)          7.184.972.509          2.221.415.631  

    

Pengelolaan SDA dan Bangunan 

Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai 

Lintas Daerah Kabupaten/Kota  

        7.184.972.509          2.221.415.631  

      Pembangunan Tanggul Sungai          1.280.481.300          1.191.561.690  

      

Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan 

Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan 

SDA 

Kewenangan Provinsi  

           271.133.994             257.638.633  

      Normalisasi/Restorasi Sungai          3.878.656.000               73.196.572  

      
Pembangunan Seawall dan Bangunan 

Pengaman Pantai Lainnya  
        1.183.008.970             319.273.591  

      
Pembangunan Bangunan Perkuatan 

Tebing  
           210.854.000               18.906.900  

      

Penyusunan Rencana Teknis dan 

Dokumen Lingkungan Hidup untuk 

Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, 

Drainase Utama Perkotaan dan 

Pengaman Pantai  

           360.838.245             360.838.245  

3 
Program Pengelolaan dan Pengembangan 

Sistem Penyediaan Air Minum  
        2.418.507.304          2.284.231.265  
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No Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Anggaran Realisasi 

    

Pengelolaan dan Pengembangan Sistem 

Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas 

Kabupaten/Kota  

        2.418.507.304          2.284.231.265  

      

Penyusunan Rencana, Kebijakan, 

Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan 

Air Minum (SPAM)  

        1.867.784.000          1.743.385.325  

      Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan             550.723.304             540.845.940  

4 
Program Pengelolaan dan Pengembangan 

Sistem Air Limbah  
           910.903.605             786.893.146  

    
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem 

Air Limbah Domestik Regional  
           910.903.605             786.893.146  

      
Pembangunan Sistem Pengelolaan Air 

Limbah Domestik (SPALD) Terpusat  
           106.939.605             106.939.604  

      

Pembinaan dan Pemberdayaan 

Masyarakat dalam Pengembangan 

Sistem Pengelolaan Air Limbah 

Domestik (SPALD)  

           223.666.000             154.909.088  

      

Penyusunan Rencana, Kebijakan, 

Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan 

Air Limbah Domestik (SPALD)  

           580.298.000             525.044.454  

5 
Program Pengelolaan dan Pengembangan 

Sistem Drainase  
             18.820.000                 7.714.000  

    

Pengelolaan dan Pengembangan Sistem 

Drainase yang Terhubung 

Langsung dengan Sungai Lintas Daerah 

Kabupaten/Kota dan 

Kawasan Strategis Provinsi  

             18.820.000                 7.714.000  

      
Penyediaan Sarana 

Pendukung Sistem Drainase Perkotaan  
             18.820.000                 7.714.000  

6 Program Penataan Bangunan dan Gedung        61.155.945.399        52.250.743.268  

    
Penetapan dan Penyelenggaraan 

Bangunan Gedung untuk Kepentingan 
      61.155.945.399        52.250.743.268  
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No Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Anggaran Realisasi 
Strategis Daerah 

Provinsi  

      
Pelaksanaan Pengelolaan Rumah 

Negara  
      40.170.850.323        31.281.460.544  

      

 Pengubahsuaian Bangunan Gedung 

untuk Kepentingan 

Strategis Daerah Provinsi  

      19.468.924.852        19.453.628.520  

      

Pembangunan, Pemanfaatan, 

Pelestariaan dan Pembongkaran 

Bangunan Gedung untuk Kepentingan 

Strategis Daerah Provinsi  

        1.516.170.224          1.515.654.204  

7 
Program Penataan Bangunan dan 

Lingkungannya  
      13.516.739.516          7.198.630.257  

    

Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan 

Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah 

Provinsi dan Lintas Daerah 

Kabupaten/Kota  

      13.516.739.516          7.198.630.257  

      

Penataan Bangunan dan Lingkungan 

Kawasan Cagar Budaya, Kawasan 

Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan 

Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya  

      13.516.739.516          7.198.630.257  

8 Program Penyelenggaraan Jalan       56.014.659.149        48.539.486.540  

    Penyelenggaraan Jalan Provinsi        56.014.659.149        48.539.486.540  

      
Pengawasan Penyelenggaraan Jalan 

Kewenangan Provinsi  
        1.682.312.000          1.261.541.320  

      Pemeliharaan Rutin Jembatan          2.080.832.390          1.981.743.590  

      Rekonstruksi Jalan        32.824.680.520        32.688.181.414  

      Pembangunan Jembatan             280.667.750             280.667.750  

      Pemeliharaan Rutin Jalan          7.547.596.137          7.278.033.745  

      

Penyusunan Rencana, Kebijakan, 

Strategi dan Teknis Pengembangan 

Jaringan Jalan serta 

        1.844.013.071          1.790.378.093  
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No Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Anggaran Realisasi 
Perencanaan Teknis Penyelenggaraan 

Jalan dan Jembatan  

      Pembangunan Jalan          8.254.557.281          2.959.442.093  

      Survey Kondisi Jalan/Jembatan          1.500.000.000             299.498.535  

9 Program Pengembangan Jasa Konstruksi             638.656.000             578.005.573  

    
Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli 

Konstruksi  
           368.979.027             316.676.388  

      
Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi 

Kualifikasi Ahli  
           168.578.175             155.137.766  

      
Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas 

Kelembagaan Konstruksi  
             60.118.433               49.333.822  

      
Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Ahli 

Konstruksi  
           140.282.419             112.204.800  

    

Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa 

Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah 

Provinsi  

           149.953.249             142.270.947  

      
Operasionalisasi Layanan Informasi 

Jasa Konstruksi  
             74.827.124               68.963.318  

      
Penyediaan Data dan Informasi Jasa 

Konstruksi Cakupan Provinsi  
             75.126.125               73.307.629  

    
Kebijakan Khusus terhadap 

Penyelenggaraan Jasa Konstruksi  
           119.723.724             119.058.238  

      

Pembinaan Tertib Usaha, Tertib 

Penyelenggaraan, dan Tertib 

Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi  

             96.967.508               96.834.238  

      

Penyusunan Produk Hukum Daerah 

Terkait Penyelenggaraan Jasa 

Konstruksi di Provinsi  

             22.756.216               22.224.000  

10 Program Penyelenggaraan Penataan Ruang             939.455.510             866.589.272  

    
Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah 

dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi  
           417.449.589             377.588.658  
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Pelaksanaan Persetujuan Substansi, 

Evaluasi dan Penetapan RTRW Provinsi  
           417.449.589             377.588.658  

    
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan 

Tata Ruang  
           203.376.000             191.090.228  

      

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 

tentang RTRW dan RRTR 

Kabupaten/Kota  

           203.376.000             191.090.228  

    
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan 

Ruang Daerah Provinsi  
           181.543.221             161.023.686  

      
Pelaksanaan Sinkronisasi Program 

Pemanfaatan Ruang  
           181.543.221             161.023.686  

    
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian 

Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi  
           137.086.700             136.886.700  

      
Koordinasi Pelaksanaan Penataan 

Ruang  
             68.099.137               67.899.137  

      
Pengawasan Kinerja Pemenuhan 

Standar Teknis Kawasan  
             68.987.563               68.987.563  

11 
Program Pengadaan Tanah Untuk 

Kepentingan Umum  
        1.048.980.723          1.042.951.731  

    
Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk 

Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi  
        1.048.980.723          1.042.951.731  

      

Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, 

Konsultasi Publik Rencana 

Pembangunan dan Penetapan Lokasi 

Pengadaan Tanah untuk Kepentingan 

Umum  

        1.048.980.723          1.042.951.731  

   Total      173.644.941.371      144.785.962.995  
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BAB III   
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN TAHUN 2024 

A. Ikhtisar Pencapaian Target Kinerja Keuangan Tahun anggaran 2024 

Ikhtisar pencapaian target kinerja keuangan mencerminkan keberhasilan dalam 

pencapaian kinerja keuangan dan ketaatan atas pelaksanaan anggaran Tahun 

2024 dengan membandingkan anggaran dan realisasinya. 

1. Pencapaian Target Pendapatan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang 

dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau 

Pencapaian target pendapatan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang 

dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau menurut klasifikasi jenis 

pendapatan untuk tahun anggaran 2024, adalah sebagai berikut : 

Tabel 3.1. Pencapaian Target Pendapatan 2024 
No 

Rek 
Uraian  Anggaran(Rp) Realisasi (Rp) % tase 

 PENDAPATAN 2.800.000.000,00 1.090.436.500,00 38,94 

 PENDAPATAN ASLI 

DAERAH 

2.800.000.000,00 1.090.436.500,00 38,94 

 Pendapatan pajak 

daerah 

0,00 0,00 0,00 

 Pendapatan retribusi 

daerah 

2.800.000.000,00 1.090.436.500,00 38,94 

 Pendapatan hasil 

pengelolaan kekayaan 

daerah yang 

dipisahkan 

0,00 0,00 0,00 

 Lain-lain pendapatan 

asli daerah yang sah 

0,00 0,00 0,00 

 

Berdasarkan pencapaian kinerja pendapatan daerah berdasarkan jenis 

belanja, seperti dalam tabel di atas, menunjukan capaian pendapatan yang 

kurang optimal. Dari anggaran pendapatan yang ditargetkan Tahun 2024 
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sebesar Rp 2.800.000.000,00 tercapai sebesar Rp 1.090.436.500,00 

(38,94%). 

2. Pencapaian Target Belanja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan 

Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau 

Pencapaian target belanja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan 

Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau menurut klasifikasi jenis belanja untuk 

tahun anggaran 2024, adalah sebagai berikut : 

Tabel 3.2. Pencapaian Target Belanja 2024 
No Rek Uraian Anggaran(Rp) Realisasi (Rp) % tase 
5 BELANJA 173.644.941.371,00 144.785.962.994,61 83,38 
5.1 Belanja Operasi 105.603.776.968,00 85.268.171.945,24 80,74 
5.1.01 Belanja Pegawai 19.626.163.063,00 19.498.232.211,00 99,35 
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 67.745.813.663,00 53.039.515.669,00 78,29 
5.1.05 Belanja Hibah 18.231.800.242,00 12.730.424.065,24 69,83 
5.2 BELANJA MODAL 68.041.164.403,00 59.517.791.049,37 87,47 
5.2.01 Belanja Modal Tanah 8.021.100.000,00 920.100.000,00 11,47 

5.2.02 
Belanja Modal Peralatan 
dan Mesin 

921.230.953,00 755.950.000,00 82,06 

5.2.03 
Belanja Modal Gedung 
dan Bangunan 

24.390.863.100,00 24.190.863.000,00 99,18 

5.2.04 
Belanja Modal Jalan, 
Jaringan, dan Irigasi 

34.707.970.350,00 33.650.878.049,37 96,95 

5.2.05 
Belanja Modal Aset 
Tetap Lainnya 

0,00 0,00 0,00 

 

Berdasarkan pencapaian kinerja belanja daerah berdasarkan jenis belanja, 

seperti dalam tabel di atas, menunjukan daya serap anggaran belanja yang 

optimal walaupun masih di bawah target realisasi keuangan . Dari anggaran 

belanja yang disediakan Tahun 2024 sebesar Rp 173.644.941.371,00 

terserap sebesar Rp 144.785.962.994,61 atau 83,38%.  
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B. Hambatan dan Kendala yang Dijumpai Dalam Pencapaian Target Realisasi 
Anggaran yang Telah Ditetapkan. 

Hambatan dan kendala yang dijumpai dalam pencapaian target yang telah 

ditetapkan, terutama dalam mencapai target pendapatan dan belanja daerah 

sebagai berikut : 

1. Ketidakakuratan penetapan target pendapatan yang melebihi kapasitas yang 

dapat dihasilkan dari UPTD LBKP pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan 

Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau membuat target pendapatan 

sulit di capai. 

2. Penetapan target pendapatan yang terlalu tinggi dan sulit untuk di capai, 

menyebabkan efek berantai yaitu anggaran yang sudah direncanakan untuk 

belanja daerah akan sulit untuk dipenuhi, sehingga defisit anggaran tidak dapat 

di hindarkan lagi. 

3. Adanya defisit anggaran yang terjadi di Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau 

Tahun Anggaran 2024 yang menyebabkan sebanyak 99 dokumen SPM (Surat 

Perintah Membayar) tidak dapat di lanjutkan penerbitan dokumen SP2D (Surat 

Perintah Pembayaran Daerah) atau di realisasikan di tahun 2024, sehingga 

mempengaruhi capaian realisasi keuangan pada Dinas Pekerjaan Umum, 

Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau. 
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BAB IV   
KEBIJAKAN AKUNTANSI 

A. Entitas Akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah 

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan 

Riau merupakan entitas akuntansi pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. 

B. Asumsi Dasar Laporan Keuangan  

Asumsi dasar dalam pelaporan keuangan di lingkungan pemerintah adalah 

anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar 

standar akuntansi dapat diterapkan, yang terdiri dari:  

a. Asumsi kemandirian entitas;  

b. Asumsi kesinambungan entitas; dan  

c. Asumsi keterukuran dalam satuan uang (monetary measurement). 

C. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan 
Pemerintah Daerah. 

Basis akuntansi yang di gunakan untuk menyusun Laporan Keuangan 

Pemerintah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riautahun anggaran 2024, adalah 

basis kas yang dimodifikasi menuju akrual base (Cash base modified toward 

acrual base): 

1. Basis Kas untuk pengakuan pengukuran Laporan Realisasi Anggaran untuk 

pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan; 

2. Basis akrual untuk pengakuan pengukuran dalam pos-pos Neraca, untuk 

pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dana; 

3. Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan dan 

penerimaan pembiayaan di akui pada saat kas diterima oleh kas daerah, serta 

belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas di keluarkan dari 

kas daerah.  Pemerintah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riautidak mengakui 

adanya laba, melainkan dengan istilah sisa lebih perhitungan anggaran 

(SILPA) untuk setiap tahun anggaran. Sisa perhitungan anggaran tergantung 

pada selisih realisasi penerimaan pendapatan dan pembiayaan, dan dengan 

pengeluaran belanja dan pembiayaan; 
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4. Basis akrual untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dana 

diakui dan di catat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau 

kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah, bukan 

pada saat kas diterima atau di bayar oleh kas daerah; 

D. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan 

1. Basis Pengukuran Pos-pos Laporan Keuangan. 

Pengukuran adalah suatu proses menetapkan besarnya suatu transaksi 

dengan menggunakan nilai uang, sebagai dasar pencatatan transaksi 

tersebut. Adapun basis pengukuran dalam penyusunan Laporan Keuangan 

Pemerintah Pemda Provinsi Kepulauan Riau, adalah sebagai berikut: 

a. Pengukuran pos-pos dalam Laporan Keuangan, menggunakan basis 

historis atau nilai perolehan; 

b. Aset di catat sebesar nilai pengeluaran kas atau nilai wajar dari imbalan 

yang di berikan untuk memperoleh aset tersebut; 

c. Kewajiban di catat sebesar jumlah yang diterima sebagai penukar dari 

kewajiban, atau nilai sekarang dari jumlah kas yang di harapkan akan di 

bayarkan untuk menyelesaikan kewajiban tersebut; 

d. Pengukuran pos-pos Laporan Keuangan menggunakan mata uang 

rupiah, transaksi yang menggunakan mata uang asing harus di konversi 

terlebih dahulu dengan kurs tengah Bank Indonesia, dan di nyatakan 

dalam mata uang rupiah.  

2. Kesesuaian Kebijakan Akuntansi Yang Diterapkan Dengan Pernyataan 

Standar Akuntansi Pemerintahan 

Laporan Keuangan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan 

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riautahun anggaran 2024, telah disusun dan di 

sajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, oleh karena itu angka - 

angka yang disajikan dibuat berdasarkan catatan dan dokumen pendukung yang 

memadai, penerapan prinsip - prinsip pengendalian intern transaksi keuangan, 

pengklasifikasian, pengukuran dan pengungkapan, serta pengungkapan lainnya 

yang dipandang perlu, untuk dapat menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah 

Daerah yang Wajar 
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E. Kebijakan Akuntansi Pendapatan  

Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah 

yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang 

bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh 

pemerintah. 

Kebijakan akuntansi yang terkait dengan pendapatan yang diterapkan oleh 

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riaudalam penyusunan Laporan Keuangan 

adalah sebagai berikut: 

Pendapatan-LRA diakui pada saat : 
 

a. Diterima pada Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Kepulauan Riau 

b. Diterima oleh Bendahara Penerimaan SKPD 

c. Diterima entitas lain di luar Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau atas nama 

Bendahara Umum Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. 

Pendapatan-LO diakui pada saat : 

a. Timbulnya hak atas pendapatan (earned), yaitu: 

1) timbulnya hak untuk menagih pendapatan yang diperoleh berdasarkan 

peraturan perundang-undangan; atau 

2) timbulnya hak untuk menagih imbalan atas suatu pelayanan yang telah 

selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang- undangan. 

b. Adanya aliran masuk sumber daya ekonomi, yaitu: 

1) pada saat diterima pembayaran secara tunai (realized); atau 

2) pada saat sumber daya ekonomi masih berupa piutang (realizable). 

 

F. Kebijakan Akuntansi Belanja 

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah 

yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran 

bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh 

pemerintah. 

Kebijakan akuntansi atas belanja daerah yang diterapkan oleh Pemerintah 

Provinsi Kepulauan Riaudalam penyusunan Laporan Keuangan adalah sebagai 

berikut: 
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Belanja diakui pada saat: 

a. Terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Kepulauan 

Riau untuk seluruh transaksi di SKPD dan SKPKD setelah dilakukan 

pengesahan definitif oleh fungsi BUD. 

b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi 

pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh 

pengguna anggaran setelah diverifikasi oleh PPK-SKPD. 

c. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada 

peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum. 

Realisasi anggaran belanja dilaporkan sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan 

dalam dokumen anggaran. 

Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi 

pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja dan 

akun terkait pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya 

setelah Laporan Keuangan Audited terbit, koreksi atas pengeluaran belanja 

dibukukan pada kelompok Pendapatan Asli Daerah, jenis Lain-lain PAD Yang 

Sah–LRA. 

 

G. Kebijakan Akuntansi Persediaan 

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang 

dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-

barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka 

pelayanan kepada masyarakat. 

Persediaan diakui pada saat: 

a. Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh Pemerintah Provinsi 

Kepulauan Riau dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan 

handal; 

b. Diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah. 

Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki proyek swakelola dan 

dibebankan pada akun konstruksi dalam pengerjaan, tidak diakui sebagai 

persediaan. 

Persediaan dalam kondisi sudah tidak layak pakai/usang/rusak/sejenisnya 

berdasarkan hasil verifikasi/pengecekan/inventarisasi yang dituangkan dalam 
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Berita Acara stock opname, disajikan sebagai beban persediaan dan 

dilaporkan dalam laporan operasional serta diungkapkan dalam Catatan atas 

Laporan Keuangan. 

Jika ada hasil penjualan atas persediaan yang telah usang atau rusak diakui 

sebagai Lain-lain PAD yang Sah-LRA dan Lain-lain PAD yang Sah-LO. 

Pengakuan Beban Persediaan 

Penghitungan beban persediaan dilakukan dalam rangka penyajian laporan 

operasional. 

Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan (use of goods). 

Pencatatan persediaan dilakukan dengan dua metode, yaitu: 

a. Metode Perpetual, untuk jenis persediaan yang sifatnya continues dan 

membutuhkan kontrol yang besar, seperti obat-obatan. Dengan metode 

perpetual, pencatatan dilakukan setiap ada persediaan yang masuk dan 

keluar, sehingga nilai/jumlah persediaan selalu ter-update. Dalam hal 

pencatatan secara perpetual, pengukuran pemakaian persediaan dihitung 

berdasarkan catatan jumlah unit yang dipakai dikalikan nilai per unit sesuai 

metode penilaian yang digunakan. 

SKPD yang menggunakan metode perpetual, melakukan pencocokan 

dengan perhitungan fisik (stock opname). Apabila jumlah unit persediaan 

antara metode perpetual tidak sama dengan hasil perhitungan fisik maka 

diungggulkan pelaporan atas persediaan berdasarkan hasil perhitungan 

fisik (stock opname). Perbedaan jumlah unit persediaan dan sebab 

perbedaan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. 

b. Metode Periodik, untuk persediaan yang penggunaannya sulit diidentifikasi, 

seperti Alat Tulis Kantor (ATK). Dengan metode ini, pencatatan hanya 

dilakukan pada saat terjadi penambahan, sehingga tidak meng-update 

jumlah persediaan. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan 

stock opname pada akhir periode. Dalam hal persediaan dicatat secara 

periodik, maka pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan 

inventarisasi fisik, yaitu dengan cara saldo awal persediaan ditambah 

pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir 

persediaan dikalikan nilai per unit sesuai dengan metode penilaian yang 

digunakan. 
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Beban persediaan diakui pada saat setiap pembelian persediaan. 

Penghitungan beban persediaan dilakukan dalam rangka penyajian laporan 

operasional. 

 

H. Kebijakan Akuntansi Aset Tetap 

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 

(dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan atau 

dimanfaatkan oleh masyarakat umum. 

Aset Tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan 

nilainya dapat diukur dengan handal. 

Apabila Aset Tetap berasal dari pembelian/penggadaan (APBD), maka 

pengakuan aset tersebut diakui pada saat telah ada berita acara serah terima 

atau dokumen lain yang dipersamakan. 

Apabila Aset Tetap berasal dari pihak ketiga (lembaga/pemerintah lainnya) aset 

diakui pada saat ada berita acara penyerahan aset dan adanya berita acara 

pemeriksaan fisik oleh tim pemeriksa aset. 

Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum 

dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti 

pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan 

sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus 

diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah 

berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat 

tanah atas nama pemilik sebelumnya. 

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi semua kriteria sebagai 

berikut: 

a. Berwujud; 

b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan; 

c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal; 

d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; 

e. Tidak dimaksudkan untuk diserahkan kepada masyarakat atau pihak ketiga; 

f. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan; 

g. Merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya/ongkos untuk 

dipelihara; dan 
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Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang 

tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan. 

 

I. Kebijakan Akuntansi Kewajiban 

Kewajiban dikategorikan berdasarkan waktu jatuh tempo penyelesaiannya, yaitu 

kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. 

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam 

waktu paling lama 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. 

Kewajiban Jangka Panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam 

waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Selain itu, 

kewajiban yang akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan dapat 

diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika: 

a. Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan; 

b. Entitas bermaksud untuk mendanai kembali (refinance) kewajiban tersebut 

atas dasar jangka panjang; 

c. Maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan 

kembali (refinancing), atau adanya penjadwalan kembali terhadap 

pembayaran, yang diselesaikan sebelum pelaporan keuangan disetujui. 

Kewajiban diakui pada saat kewajiban untuk mengeluarkan sumber daya 

ekonomi di masa depan timbul.  

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber 

daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada 

sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai 

nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. 

  Kewajiban dapat timbul dari: 

a. Transaksi dengan Pertukaran (exchange transactions). 

b. Transaksi tanpa Pertukaran (non-exchange transactions). 

c. Kejadian yang Berkaitan dengan Pemerintah (government-related events). 

d. Kejadian yang diakui Pemerintah (government-acknowledge events). 

Dalam transaksi dengan pertukaran, kewajiban diakui ketika Pemerintah 

Provinsi Kepulauan Riau menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk 

memberikan uang atau sumberdaya lain di masa depan, misal utang atas 

belanja ATK. 
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Dalam transaksi tanpa pertukaran, kewajiban diakui ketika Pemerintah 

Provinsi Kepulauan Riau berkewajiban memberikan uang atau sumber daya 

lain kepada pihak lain di masa depan. 

Dalam kejadian yang berkaitan dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan 

Riau, kewajiban diakui ketika Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau 

berkewajiban mengeluarkan sejumlah sumber daya ekonomi sebagai akibat 

adanya interaksi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan lingkungannya, 

misal ganti rugi atas kerusakan pada kepemilikan pribadi yang disebabkan 

aktivitas Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. 

Dalam kejadian yang diakui Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, 

kewajiban diakui ketika Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memutuskan 

untuk merespon suatu kejadian yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan 

pemerintah yang kemudian menimbulkan konsekuensi keuangan bagi 

pemerintah, misal Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memutuskan untuk 

menanggulangi kerusakan akibat bencana alam di masa depan. 
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BAB V   
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN 

A. LAPORAN REALISASI ANGGARAN 

1. Pendapatan-LRA 

Anggaran dan realisasi pendapatan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan 

Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024, sebagai 

berikut: 

Tabel 5.1. Rincian Pendapatan – LRA 
 

No Rek Uraian  Anggaran(Rp) Realisasi (Rp) % tase 
 PENDAPATAN 2.800.000.000,00 1.090.436.500,00 38,94 

 
PENDAPATAN ASLI 
DAERAH (PAD) 

2.800.000.000,00 1.090.436.500,00 38,94 

 Pajak daerah 0,00 0,00 0,00 
 Retribusi daerah 2.800.000.000,00 1.090.436.500,00 38,94 
 Lain-lain PAD yang 

sah 
0,00 0,00 0,00 

1. Pendapatan Asli Daerah-LRA 
Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2024 sebesar Rp 

1.090.436.500,00 atau 38,94% dari anggaran Pendapatan Asli Daerah 

yang ditargetkan sebesar Rp 2.800.000.000,00. Penjelasan atas realisasi 

Pendapatan Asli Daerah Tahun 2024 sebagai berikut : 

a) Pendapatan Pajak Daerah-LRA  

Realisasi pendapatan pajak daerah Tahun 2024 sebesar Rp 0,00 

atau 0,00% dari anggaran yang ditargetkan sebesar Rp 0,00.  

b) Pendapatan Retribusi Daerah-LRA 

Realisasi pendapatan retribusi daerah Tahun 2024 sebesar 

Rp1.090.436.500,00 atau 38,94% % dari anggaran yang ditargetkan 

sebesar Rp 2.800.000.000,00. 
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Tabel 5.2 Rincian Pendapatan Retribusi Daerah – LRA 
 

 

c) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 

Realisasi Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah Tahun 2024 

sebesar Rp 0,00 atau 0,00% dari anggaran yang ditargetkan sebesar 

Rp0,00. 

2. Belanja 

Anggaran dan realisasi belanja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang 

dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024, berdasarkan 

klasifikasi ekonomi adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 5.3 Rincian Belanja – LRA 
 

No Rek Uraian  Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % tase 

5 BELANJA 173.644.941.371,00 144.785.962.994,61 83,38 

5.1 Belanja Operasi 105.603.776.968,00 85.268.171.945,24 80,74 

5.1.01 Belanja pegawai 19.626.163.063,00 19.498.232.211,00 99,35 

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 67.745.813.663,00 53.039.515.669,00 78,29 

5.1.05 Belanja Hibah 18.231.800.242,00 12.730.424.065,24 69,83 

5.2 Belanja Modal 68.041.164.403,00 59.517.791.049,37 87,47 

5.2.01 Belanja Modal Tanah 8.021.100.000,00 920.100.000,00 11,47 

5.2.02 Belanja Modal Peralatan 
dan Mesin 

921.230.953,00 755.950.000,00 82,06 

5.2.03 Belanja  Modal Gedung dan 

Bangunan 
24.390.863.100,00 24.190.863.000,00 99,18 

5.2.04 Belanja Modal Jalan, irigasi 
dan Jaringan 

34.707.970.350,00 33.650.878.049,37 96,95 

 

 

URAIAN 
ANGGARAN (Rp) REALISASI (Rp) 

(%) 
REALISASI (Rp) 

2024 2024 2023 

1 2 3 4 5 

Retribusi daerah 2.800.000.000,00 1.090.436.500,00 38,94 794.410.600,00 
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1) Belanja Operasi 
Realisasi Belanja operasi Tahun 2024 sebesar Rp85.268.171.945,24 
atau 80,74% dari anggaran belanja operasi yang disediakan sebesar 

Rp105.603.776.968,00. Penjelasan atas realisasi Belanja Operasi 

Tahun 2024 sebagai berikut : 

a) Belanja Pegawai  
Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2024 sebesar 

Rp19.498.232.211,00 atau 99,35% dari anggaran yang 

disediakan sebesar Rp19.626.163.063,00. Belanja Pegawai 

terdiri dari 3 Objek belanja, Belanja Gaji dan Tunjangan ASN, 

Belanja Tambahan Penghasilan ASN dan Tambahan 

Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN.  

Belanja Gaji dan Tunjangan ASN terdiri dari 11 rincian objek, 

antara lain Belanja Gaji Pokok PNS, Belanja Tunjangan Keluarga 

ASN, Belanja Tunjangan Jabatan ASN, Belanja Tunjangan 

Fungsional ASN, Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN, 

Belanja Tunjangan Beras ASN, Belanja Tunjangan 

PPh/Tunjangan Khusus ASN, Belanja Pembulatan Gaji ASN, 

Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN, Belanja Iuran Jaminan 

Kecelakaan Kerja ASN, Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 

dan Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan 

Rakyat ASN. 

Belanja Tambahan Penghasilan ASN terdiri dari 3 rincian objek, 

diantaranya Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja 

PNS, Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS 

dan Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS. 

Dan untuk Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan 

Objektif Lainnya ASN terdiri dari rincian objek Belanja 

Honorarium.  
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  Tabel 5.4 Rincian Belanja Pegawai – LRA 

URAIAN 
ANGGARAN (Rp) REALISASI (Rp) 

(%) 
REALISASI (Rp) 

2024 2024 2023 
1 2 3 4 5 

Belanja Pegawai 19.626.163.063,00 19.498.232.211,00 99,35 17.003.478.362,00 

Belanja Gaji dan 
Tunjangan ASN 

6.022.320.534,00 5.957.716.172,00 98,93 5.137.751.319,00 

Belanja Gaji Pokok 

ASN 
4.196.476.000,00 4.185.818.800,00 99,75 3.581.328.664,00 

Belanja Tunjangan 

Keluarga ASN 
404.943.874,00 403.418.876,00 99,62 335.897.350,00 

Belanja Tunjangan 

Jabatan ASN 
282.430.000,00 279.180.000,00 98,85 289.480.000,00 

Belanja Tunjangan 

Fungsional ASN 
341.593.000,00 328.083.000,00 96,05 236.530.000,00 

Belanja Tunjangan 

Fungsional Umum 

ASN 

61.795.000,00 61.795.000,00 100,00 54.610.000,00 

Belanja Tunjangan 

Beras ASN 
228.267.840,00 228.050.580,00 99,90 209.438.640,00 

Belanja Tunjangan 

PPh/Tunjangan 

Khusus ASN 

12.743.537,00 12.561.918,00 98,57 6.518.404,00 

Belanja Pembulatan 

Gaji ASN 
164.857,00 63.715,00 38,65 48.029,00 

Belanja Iuran Jaminan 

Kesehatan ASN 
431.769.093,00 424.289.320,00 98,27 394.404.272,00 

Belanja Iuran Jaminan 

Kecelakaan Kerja ASN 
8.641.358,00 8.613.737,00 99,68 7.373.990,00 

Belanja Iuran Jaminan 

Kematian ASN 
25.924.078,00 25.841.226,00 99,68 22.121.970,00 

Belanja Iuran 

Simpanan Peserta 

Tabungan Perumahan 

Rakyat ASN 

27.571.897,00 0,00 0,00 0,00 

Belanja Tambahan 
Penghasilan ASN 

12.179.274.529,00 12.139.168.039,00 99,67 10.469.691.043,00 

Tambahan 

Penghasilan 

berdasarkan Beban 

Kerja ASN 

5.829.225.443,00 5.814.532.674,00 99,75 5.002.853.467,00 

Tambahan 

Penghasilan 
1.096.314.600,00 1.087.949.161,00 99,24 941.435.932,00 
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b) Belanja Barang dan Jasa 

Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2024 sebesar Rp 

53.039.515.669,00 atau 78,29% dari anggaran yang disediakan 

sebesar Rp 67.745.813.663,00. Belanja Barang dan Jasa 

termasuk dalam Kelompok Belanja Operasi. 

Belanja barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran 

pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 

12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam 

melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah. 

Belanja barang dan jasa ini mencakup belanja barang pakai  

habis, bahan/material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan 

kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa 

rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat 

berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan 

minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian 

kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, 

perjalanan dinas pindah tugas, dan pemulangan pegawai. 
 

 

 
 

 

URAIAN 
ANGGARAN (Rp) REALISASI (Rp) 

(%) 
REALISASI (Rp) 

2024 2024 2023 
1 2 3 4 5 

berdasarkan Kondisi 

Kerja ASN 

Tambahan 

Penghasilan 

berdasarkan Prestasi 

Kerja ASN 

5.253.734.486,00 5.236.686.204,00 99,68 4.525.401.644,00 

Tambahan 
Penghasilan 
berdasarkan 
Pertimbangan 
Objektif Lainnya ASN 

1.424.568.000,00 1.401.348.000,00 98,37 1.396.036.000,00 

Belanja Honorarium 1.424.568.000,00 1.401.348.000,00 98,37 1.396.036.000,00 
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Tabel 5.5 Rincian Belanja Barang dan Jasa – LRA 

URAIAN 
ANGGARAN (Rp) REALISASI (Rp) 

(%) 
REALISASI (Rp) 

2024 2024 2023 
1 2 3 4 5 

Belanja Barang dan 
Jasa 

67.745.813.663,00 53.039.515.669,00 78,29 72.170.161.968,95 

Belanja Barang 13.651.584.443,00 6.679.550.709,00 48,93 18.157.129.545,54 

Belanja Barang Pakai 

Habis 
13.649.554.043,00 6.677.522.709,00 48,92 18.157.129.545,54 

Belanja Barang Tak 

Habis Pakai 
2.030.400,00 2.028.000,00 99,88 0,00 

Belanja Jasa 22.041.126.426,00 18.469.825.350,00 83,80 38.938.295.023,44 

Belanja Jasa Kantor 8.552.582.170,00 8.146.896.011,00 95,26 10.091.061.124,51 

Belanja Iuran 

Jaminan/Asuransi 
315.515.894,00 306.762.725,00 97,23 307.283.588,00 

Belanja 

SewaPeralatan dan 

Mesin 

267.502.000,00 181.841.788,00 67,98 464.845.000,00 

Belanja Sewa Gedung 

dan Bangunan 
64.504.000,00 62.000.000,00 96,12 104.059.800,00 

Belanja Jasa 

Konsultansi Konstruksi 
12.053.323.362,00 9.194.162.504,00 76,28 27.776.122.510,93 

Belanja Jasa 

Konsultansi Non 

Konstruksi 

495.100.000,00 314.383.322,00 63,50 0,00 

Belanja 

Kursus/Pelatihan, 

Sosialisasi, Bimbingan 

Teknis serta 

Pendidikan dan 

Pelatihan 

292.599.000,00 263.779.000,00 90,15 194.923.000,00 

Belanja Pemeliharaan 26.206.024.460,00 22.515.009.786,00 85,92 7.153.883.279,97 

Belanja Pemeliharaan 

Peralatan dan Mesin 
640.372.470,00 505.176.850,00 78,89 485.935.450,00 

Belanja Pemeliharaan 

Gedung dan 

Bangunan 

16.287.067.600,00 16.157.308.546,00 99,20 6.667.947.829,97 
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c) Belanja Hibah  

Realisasi Belanja Barang Tahun 2024 sebesar Rp 

12.730.424.065,24 atau 69,83% dari anggaran yang disediakan 

sebesar Rp 18.231.800.242,00. 

Belanja Hibah diberikan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah 

Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, 

BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi 

kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara 

spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan 

tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun 

anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

 

Tabel 5.6 Rincian Belanja Hibah – LRA 

URAIAN 
ANGGARAN (Rp) REALISASI (Rp) 

(%) 
REALISASI (Rp) 

2024 2024 2023 
1 2 3 4 5 

Belanja Pemeliharaan 

Jalan, Jaringan, dan 

Irigasi 

9.278.584.390,00 5.852.524.390,00 63,08 0,00 

Belanja Perjalanan 
Dinas 

5.847.078.334,00 5.375.129.824,00 91,93 7.920.854.120,00 

Belanja Perjalanan 

Dinas Dalam Negeri 
5.830.858.334,00 5.364.993.959,00 92,01 7.920.854.120,00 

Belanja Perjalanan 

Dinas Luar Negeri 
16.220.000,00 10.135.865,00 62,49 0,00 

URAIAN 
ANGGARAN (Rp) REALISASI (Rp) 

(%) 
REALISASI (Rp) 

2024 2024 2023 
1 2 3 4 5 

Belanja Hibah 18.231.800.242,00 12.730.424.065,24 69,83 46.198.216.371,31 

Belanja Hibah kepada 
Pemerintah Pusat 

13.015.177.000,00 10.562.781.200,00 81,16 32.318.337.762,93 

Belanja Hibah Barang 

kepada Pemerintah 

Pusat 

13.015.177.000,00 10.562.781.200,00 81,16 32.318.337.762,93 

Belanja Hibah kepada 
Pemerintah Daerah 
Lainnya 

0,00 0,00 0,00 2.146.753.011,24 
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2) Belanja Modal 
Realisasi Belanja modal Tahun 2024 sebesar Rp 59.517.791.049,37 

atau 87,47% dari anggaran belanja operasi yang disediakan sebesar 

Rp 68.041.164.403,00. Penjelasan atas realisasi Belanja Modal 

Tahun 2024 sebagai berikut : 
 

a) Belanja Modal Tanah 
Menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk 

memperoleh tanah sampai dengan tanah tersebut siap pakai. 

Biaya ini meliputi antara lain harga pembelian serta biaya untuk 

URAIAN 
ANGGARAN (Rp) REALISASI (Rp) 

(%) 
REALISASI (Rp) 

2024 2024 2023 
1 2 3 4 5 

Belanja Hibah Barang 

kepada Pemerintah 

Daerah Lainnya 

0,00 0,00 0,00 2.146.753.011,24 

Belanja Hibah kepada 
Badan, Lembaga, 
Organisasi 
Kemasyarakatan 
yang Berbadan 
Hukum Indonesia 

5.216.623.242,00 2.167.642.865,24 41,55 11.733.125.597,14 

Belanja Hibah kepada 

Badan dan Lembaga 

yang Bersifat Nirlaba, 

Sukarela dan Sosial 

yang Dibentuk 

Berdasarkan Peraturan 

Perundang-Undangan 

697.064.000,00 209.119.200,00 30,00 0,00 

Belanja Hibah kepada 

Badan dan Lembaga 

Nirlaba, Sukarela dan 

Sosial yang Telah 

Memiliki Surat 

Keterangan Terdaftar 

699.265.100,00 99.810.600,00 14,27 599.823.000,00 

Belanja Hibah kepada 

Badan dan Lembaga 

Nirlaba, Sukarela 

Bersifat Sosial 

Kemasyarakatan 

3.820.294.142,00 1.858.713.065,24 48,65 11.133.302.597,14 
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memperoleh hak, biaya yang berhubungan dengan pengukuran 

dan penimbunan. Realisasi Belanja Tanah Tahun 2024 adalah 

sebesar Rp 920.100.000,00 atau 11,47% dari anggarannya yang 

sebesar Rp 8.021.100.000,00. 

b) Belanja Modal Peralatan dan Mesin   
Menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk 

memperoleh peralatan dan mesin sampai siap pakai. Biaya ini 

meliputi antara lain harga pembelian dan biaya instalasi serta 

biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan 

aset sehingga dapat digunakan 

Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin Tahun 2024 sebesar Rp 

755.950.000,00 atau 82,06% dari anggaran belanja peralatan 

dan mesin yang disediakan sebesar Rp 921.230.953,00 

c) Belanja Modal Gedung dan Bangunan 
Menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk 

memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini 

meliputi antara lain harga beli, biaya pembebasan, biaya 

pengurusan IMB, notaris dan pajak. 

Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan Tahun 2024 sebesar 

Rp 24.190.863.000,00 atau 99,18% dari anggaran belanja 

peralatan dan mesin yang disediakan sebesar Rp 

24.390.863.100,00. 

d) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan 
Menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk 

memperoleh jalan, irigasi dan jaringan sampai siap pakai. Biaya 

ini meliputi antara lain biaya perolehan dan biaya-biaya lain 

sampai dengan jaringan tersebut siap pakai. 

Realisasi Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2024 sebesar 

Rp 33.650.878.049,37 atau 99,59% dari anggaran Belanja Jalan, 

Irigasi dan Jaringan yang disediakan sebesar Rp 

34.707.970.350,00. 
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Tabel 5.7 Rincian Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan – LRA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. NERACA 
Neraca menggambarkan posisi keuangan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan 

Ruang Dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau mengenai aset, kewajiban dan 

ekuitas dana pada tanggal tertentu. Posisi keuangan dalam Neraca Dinas 

Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau 

pada tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 secara umum sebagai 

berikut: 

 31 Desember 2024 31 Desember 2023 

Aset 2.337.508.403.589,82 2.445.348.167.643,80 

Kewajiban 14.686.924.088,89 141.543.548,82 

Ekuitas Dana 2.322.821.479.500,94 2.445.206.624.094,98  
 

I. ASET 31 Desember 2024 31 Desember 2023 
Rp 2.337.508.403.589,82 Rp 2.445.348.167.643,80  

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh 

Pemerintah, sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari manfaat ekonomi 

URAIAN 
ANGGARAN (Rp) REALISASI (Rp) 

(%) 
REALISASI (Rp) 

2023 2023 2022 
1 2 3 4 5 

BELANJA 
MODAL 

68.041.164.403,00 59.517.791.049,37 87,47 225.191.333.645,79 

Belanja Modal 

Tanah 
8.021.100.000,00 920.100.000,00 11,47 1.388.489.184,00 

Belanja Modal 

Peralatan dan 

Mesin 

921.230.953,00 755.950.000,00 82,06 2.970.650.823,00 

Belanja Modal 

Gedung dan 

Bangunan 

24.390.863.100,00 24.190.863.000,00 99,18 47.988.847.164,58 

Belanja Modal 

Jalan, 

Jaringan, dan 

Irigasi 

34.707.970.350,00 33.650.878.049,37 96,95 172.644.129.074,21 
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dan atau sosial di masa yang akan datang diharapkan dapat diperoleh, baik 

oleh pemerintah daerah ataupun masyarakat, serta dapat diukur dengan andal 

dalam satuan mata uang, termasuk sumber daya non keuangan yang 

diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumberdaya 

yang dapat dipelihara, karena alasan sejarah dan budaya. 

Aset Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan Provinsi 

Kepulauan Riau per 31 Desember 2024 sebesar Rp 2.337.508.403.589,82 

atau mengalami penurunan sebesar Rp 107.839.764.054 dibandingkan nilai 

aset per 31 Desember 2023 yang tercatat sebesar Rp 2.445.348.167.643,80. 

Rincian aset Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan 

Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut: 

 31 Desember 2024 

(Rp) 

31 Desember 2023 

(Rp) 

Aset Lancar (57.568.296,00) 123.347.646.793,25 

Aset Tetap 2.295.124.071.330,27 2.278.050.164.572,90 

Aset Lainnya 42.441.900.555,56 43.950.356.277,65 

Jumlah 2.337.508.403.589,83 2.445.348.167.643,80 
 

a. Aset Lancar 
31 Desember 2024 31 Desember 2023 
Rp (57.568.296,00) Rp123.347.646.793,00 

 

Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan 

persediaan. Pos-pos investasi jangka pendek antara lain deposito berjangka  

3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan, surat berharga yang mudah 

diperjualbelikan. Pos-pos piutang  antara lain piutang pajak, retribusi, denda, 

penjualan angsuran, tuntutan ganti rugi, dan piutang lainnya yang diharapkan 

diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan  setelah tanggal pelaporan. 

Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan 

untuk digunakan. 

Nilai Aset lancar Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan 

Provinsi Kepulauan Riau per 31 Desember 2024 sebesar Rp (57.568.296,00) 

dengan rincian sebagai berikut : 
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1) Kas di Bendahara 
Pengeluaran 

31 Desember 2024 31 Desember 2023 
Rp 0,00 Rp 0,00 

Kas di bendahara pengeluaran adalah aset lancar berupa kas yang tersimpan 

pada rekening SKPD atas nama bendahra pengeluaran SKPD. 

Pengukuran kas di bendahara pengeluaran, berdasarkan realisasi dari 

penerimaan atas SP2D yang telah di terima oleh rekening kas bendahara 

pengeluaran, dan realisasi pengeluaran kas berdasarkan jumlah kas yang 

telah dikeluarkan dari rekening kas bendahara pengeluaran, dengan 

menggunakan nilai historis dan satuan mata uang rupiah. 

Pengakuan atas kas di bendahara pengeluaran, dilakukan manakala 

penerimaan kas telah benar-benar masuk ke rekening kas bendahara 

pengeluaran dan pengeluaran kas telah keluar dari rekening bendahara 

pengeluaran. 

 

2) 
Piutang Retribusi 
Daerah 

31 Desember 2024 31 Desember 2023 
Rp 121.705.500,00 Rp 121.705.500,00 

Piutang yang dimiliki Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan 

Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau per 31 Desember 2024 sebesar Rp 

121.705.500,00. Nilai Piutang Retribusi tersebut merupakan pokok piutang 

retribusi penerimaan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan 

Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2021 sebesar Rp 

1.970.000,00, dan tahun 2022 sebesar Rp 83.949.500,00 serta tahun 2023 

sebesar Rp 35.786.000,00. 

3) 
Piutang Lain-lain 
PAD yang Sah 

31 Desember 2024 31 Desember 2023 
Rp 667.200,00 Rp 667.200,00 

Piutang yang dimiliki Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan 

Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau per 31 Desember 2024 sebesar 

Rp667.200,00. Nilai tersebut muncul karena denda piutang retribusi 

beberapa perusahaan yang belum membayarkan kewajibannya di tahun 

2021. 
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3) Persediaan 
31 Desember 2024 31 Desember 2023 
Rp (179.940.996,00) Rp 123.225.274.093 

Persediaan yang tercatat per 31 Desember 2024 pengurangan sebesar Rp 

(179.940.996,00). Persediaan mengalami pengurangan dari belanja bahan 

bangunan dan konstruksi karena adanya reklasifikasi ke kartu inventaris 

barang (KIB) C (Gedung dan Bangunan). 

 

b. Aset Tetap 
31 Desember 2024 31 Desember 2023 

Rp2.295.124.071.330,27 Rp2.278.050.164.572,90 

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 

(dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan atau 

dimanfaatkan oleh masyarakat umum. 

Rincian Aset Tetap Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan 

Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut 

Tabel 5.8 Rincian Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan – LRA 
 

No Aset Tetap 31 Desember 2024 
(Rp) 

31 Desember 2023 
(Rp) 

Bertambah/ 
(Berkurang) (Rp) 

1 Tanah 759.863.745.627,97  758.943.654.627,97 920.100.000,00 

2 Peralatan dan 
Mesin 30.155.324.458,00 29.242.674.458,00 912.650.000,00 

3 Gedung dan 
Bangunan 77.214.804.503,36 98.424.639.915,36 (21.209.835.412,00) 

4 Jalan, Irigasi 
dan Jaringan 2.879.370.281.536,54 2.843.244.699.742,17 36.125.581.794,37 

5 Aset Tetap 
Lainnya 6.457.907.399,99 6.457.907.399,99 0,00 

6 
Konstruksi 

Dalam 
Pengerjaan 

20.819.598.354,04 20.494.187.979,04 325.410.375,00 

 Jumlah 3.773.881.670.880 3.756.807.764.123,00 17.073.906.757,37 
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Penjelasan lebih lanjut atas nilai aset tetap dengan Tahun 2024 akan 

dijelaskan pada masing-masing jenis aset berikut. 

1) Tanah 
31 Desember 2024 31 Desember 2023 
Rp 759.863.745.627,97 Rp 758.943.654.627,00 

Nilai aset tanah Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan 

Provinsi Kepulauan Riau per 31 Desember 2024 sebesar Rp 

759.863.745.627,97 meningkat sebesar Rp 920.100.000,00 jika dibandingkan 

nilai aset tanah per 31 Desember 2023 yang tercatat sebesar 

Rp758.943.654.627,00 

2) Peralatan dan 
Mesin 

31 Desember 2024 31 Desember 2023 
Rp 30.155.324.458,00 Rp 29.242.674.458,00 

Nilai aset peralatan dan mesin Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan 

Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau per 31 Desember 2024 sebesar 

Rp30.155.324.458,00 meningkat sebesar Rp 912.650.000,00 jika 

dibandingkan nilai aset peralatan dan mesin per 31 Desember 2023 yang 

tercatat sebesar Rp 29.242.674.458,00. 

3) Gedung 
Dan 
Bangunan 

31 Desember 2024 31 Desember 2023 
Rp 77.214.804.503,36 Rp 98.424.639.915,36 

Nilai aset gedung dan bangunan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang 

Dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau per 31 Desember 2024 sebesar 

Rp77.214.804.503,36, menurun sebesar Rp 21.209.835.412 jika dibandingkan 

nilai aset gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 yang tercatat sebesar 

Rp 98.424.639.915,36. 

 

4)
) 

Jalan, Irigasi 
dan Jaringan 

31 Desember 2024 31 Desember 2023 
Rp 2.879.370.281.536,54 Rp 2.843.244.699.742,17 

Nilai aset jalan, irigasi dan jaringan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang 

Dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau per 31 Desember 2024 sebesar 
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Rp2.879.370.281.536,54 meningkat sebesar Rp 36.125.581.794 jika 

dibandingkan nilai aset Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2023 yang 

tercatat sebesar Rp 2.843.244.699.742,17.  

 

5) Aset Tetap 
Lainnya 

31 Desember 2024 31 Desember 2023 
Rp 6.457.907.399,99 Rp 6.457.907.399,99 

Nilai aset tetap lainnya Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan 

Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau per 31 Desember 2024 sebesar 

Rp6.457.907.399,99 sama dengan nilai aset tetap lainnya per 31 Desember 

2023 yang tercatat sebesar Rp6.457.907.399,99. 

6). 
Aset 

Lainnya 
31 Desember 2024 31 Desember 2023 
Rp 42.441.900.555,56 Rp 43.950.356.277,65 

Nilai aset lainnya Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan 

Provinsi Kepulauan Riau per 31 Desember 2024 berupa aset lain-lain sebesar 

Rp 42.441.900.555,56. Terdiri dari aset tidak berwujud sebesar 

2.452.437.910,00 dan aset lain-lain sebesar Rp 40.484.553.051,56. 
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II. KEWAJIBAN 31 Desember 2024 31 Desember 2023 
Rp 14.686.924.088,89 Rp 141.543.548,82 

 

Kewajiban dikategorikan berdasarkan waktu jatuh tempo penyelesaiannya, 

yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. 

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar 

dalam waktu paling lama 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. 

Kewajiban Jangka Panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam 

waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Selain itu, 

kewajiban yang akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan dapat 

diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika: 

a. Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan; 

b. Entitas bermaksud untuk mendanai kembali (refinance) kewajiban tersebut 

atas dasar jangka panjang; 

c. Maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan 

kembali (refinancing), atau adanya penjadwalan kembali terhadap 

pembayaran, yang diselesaikan sebelum pelaporan keuangan disetujui. 
 

Rincian Kewajiban Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan 

Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut: 

 

Tabel 5.9 Rincian Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan – LRA 
 

No 
Kewajiban Jangka 

Pendek 
31 Desember 2024 

(Rp) 
31 Desember 2023 

(Rp) 
Bertambah/ 

(Berkurang) (Rp) 

1 
Utang Perhitungan 

Pihak Ketiga (PFK) 
0,00 0,00 0,00 

2 
Pendapatan Diterima 
Dimuka 

0,00 0,00 0,00 

3 Utang Belanja 14.686.924.088,89 141.543.548,82 14.545.380.540,00 

4 
Utang Jangka Pendek 

Lainnya 
0,00 0,00 0,00 

 Jumlah 14.686.924.088,89 141.543.548,82 14.545.380.540,00 
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III. EKUITAS 31 Desember 2024 31 Desember 2023 
Rp2.322.821.479.500,94 Rp2.445.206.624.094,98 

Ekuitas adalah kekayaan bersih Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan 

Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau yang merupakan selisih antara aset dan 

kewajiban Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan Provinsi 

Kepulauan Riau. 

Ekuitas Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan Provinsi 

Kepulauan Riau per 31 Desember 2024 tercatat sebesar 

Rp2.322.821.479.500,94 yang terdiri dari : 

 

1. Ekuitas 
31 Desember 2024 31 Desember 2023 

Rp 2.397.121.968.983,71  Rp 2.323.155.256.612,37  
Ekuitas pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan 

Provinsi Kepulauan Riau per 31 Desember 2024 sebesar 

2.397.121.968.983,71.  

 

2. 
Surplus/Defisit-

LO 
31 Desember 2024 31 Desember 2023 

Rp (217.996.015.977,38) Rp (237.261.838.166,03) 

Defisit-LO pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan 

Provinsi Kepulauan per 31 Desember 2024 sebesar Rp (217.996.015.977,38). 

3. RK PPKD 

31 Desember 2024 31 Desember 2023 
Rp 143.695.526.494,61 
 

Rp 359.313.205.648,64 
 

RK PPKD pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan 

Provinsi Kepulauan per 31 Desember 2024 sebesar Rp 143.695.526.494,61. 
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C. LAPORAN OPERASIONAL 
1. Pendapatan-LO 

Anggaran dan realisasi pendapatan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan 

Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024, sebagai 

berikut : 

Tabel 5.10 Rincian Pendapatan – LO 
 

No 
Rek 

Uraian  Anggaran(Rp) Realisasi (Rp) 
% 

tase 

7 PENDAPATAN-LO 2.800.000.000,00 1.090.436.500,00 39,40 

7.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH-LO 2.800.000.000,00 1.090.436.500,00 39,40 

7.1.02 Retribusi daerah-LO 2.800.000.000,00 1.090.436.500,00 39,61 

7.1.04  
Lain-lain pendapatan asli daerah 

yang sah-LO 
0,00 0,00 0,00 

 

1.1  Pendapatan Asli Daerah-LO 
Realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun 2024 sebesar Rp1.090.436.500,00 

atau 39,40% dari anggaran Pendapatan Asli Daerah yang ditargetkan 

sebesar Rp 2.800.000.000,00. Penjelasan atas realisasi Pendapatan Asli 

Daerah tahun 2024 sebagai berikut : 

a) Pendapatan Retribusi Daerah-LO 

Realisasi pendapatan retribusi daerah tahun 2024 sebesar 

Rp1.090.436.500,00 atau 39,40% dari anggaran yang ditargetkan 

sebesar Rp 2.800.000.000,00. 
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            Tabel 5.11 Rincian Pendapatan – LO 
 

 

b) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah-LO 

Realisasi Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah tahun 2024 

sebesar Rp 0,00 atau 0,00% dari anggaran yang ditargetkan sebesar 

Rp 0,00. 

 

a) Beban – LO 

Beban Operasi adalah pengeluaran uang atau kewajiban untuk 

mengeluarkan uang dari entitas dalam rangka kegiatan operasional entitas 

agar entitas dapat melakukan fungsinya dengan baik. Beban Operasi terdiri 

dari Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Hibah, Beban 

Bantuan Sosial, Beban Penyisihan Piutang, dan Beban Penyusutan dan 

Amortisasi dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp 219.086.452.477,38 

rincian : 

Tabel 5.12 Rincian Beban – LO 
 

No Rek Uraian  2024 (Rp) 2023 (Rp) 

8 BEBAN 208.483.485.158,38 238.044.049.266,03 

8.1 Beban Operasi 208.483.485.158,38 63.226.082.735,03 

8.1.01 Beban Pegawai 19.498.232.211,00 17.003.478.362,00 

8.1.02 Beban Barang dan Jasa 182.042.378.453,85  45.050.927.984,27 

8.1.05 Beban Hibah 17.545.841.812,53  1.171.676.388,76 

8.1.08 Beban Penyusutan dan 

Amortisasi  

0,00 174.817.966.531,00 

URAIAN 
ANGGARAN 

(Rp) 
2024 

REALISASI (Rp) 
2024 

(%) 
REALISASI 

(Rp) 
2023 

1 2 3 4  

PENDAPATAN ASLI 
DAERAH (PAD)-LO 

2.800.000.000,00 1.090.436.500,00 39,40 782.211.100,00 

Retribusi Daerah-LO 2.800.000.000,00 1.090.436.500,00 39,40 781.043.500,00 

Retribusi Jasa Usaha-LO 2.800.000.000,00 1.090.436.500,00 39,40 781.043.500,00 

Lain-lain PAD yang Sah-
LO 

0,00 0,00 0,00 1.167.600,00 

Pendapatan Denda 

Retribusi Daerah-LO 
0,00 0,00 0,00 1.167.600,00 
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1.1 Beban Operasi 
Rincian Beban Operasi adalah sebagai berikut : 

a) Beban Pegawai  

Pada tahun 2024 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan 

Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 mencatat realisasi 

Beban Pegawai sebesar Rp 19.498.232.211,00 dengan rincian 

sebagai berikut : 

Tabel 5.13 Rincian Beban Pegawai – LO 
 

Uraian  Nilai 

Beban Pegawai 19.498.232.211,00 

Beban Gaji dan Tunjangan ASN 5.957.716.172,00 

 Beban Gaji Pokok ASN 4.185.818.800,00 

 Beban Tunjangan Keluarga ASN 403.418.876,00 

 Beban Tunjangan Jabatan ASN 279.180.000,00 

 Beban Tunjangan Fungsional ASN 328.083.000,00 

 Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN 61.795.000,00 

 Beban Tunjangan Beras ASN 228.050.580,00 

 Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 12.561.918,00 

 Beban Pembulatan Gaji ASN 63.715,00 

 Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN  424.289.320,00 

 Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 8.613.737,00 

 Beban Iuran Jaminan Kematian ASN 25.841.226,00 

Beban Tambahan Penghasilan ASN 12.139.168.039,00 

 Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan 

Beban Kerja ASN 
5.814.532.674,00 

 Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan 

Kondisi Kerja ASN 
1.087.949.161,00 

 Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan 
Prestasi Kerja ASN 

5.236.686.204,00 

Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan 
Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 

1.401.348.000,00 

 Beban Honorarium 1.401.348.000,00 
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b) Beban Barang dan Jasa  

Pada tahun 2024 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan 

Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 mencatat realisasi 

Beban Barang dan Jasa sebesar Rp 182.042.378.453,85 dengan 

rincian sebagai berikut  

Tabel 5.14 Rincian Beban Barang dan Jasa – LO 
 

Uraian  Nilai 

Beban Barang dan Jasa 182.042.378.453,85 

Beban Barang 132.020.869.937,25 

 Beban Barang Pakai Habis 132.018.841.937,25 

 Beban Barang Tak Habis Pakai 2.028.000,00 

 Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi 

Kriteria Kapitalisasi 
0,00 

Beban Jasa 18.530.900.971,60 

 Beban Jasa Kantor 8.242.056.011,00 

 Beban Iuran Jaminan/Asuransi 306.762.725,00 

 Beban Sewa Peralatan dan Mesin 239.926.788,00 

 Beban Sewa Gedung dan Bangunan 62.000.000,00 

 Beban Jasa Konsultansi Konstruksi 9.011.493.125,60 

 Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi 404.883.322,00 

 Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, 
Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan 

Pelatihan 

263.779.000,00 

Beban Pemeliharaan 26.115.477.721,00 

 Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 572.616.850,00 

 Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 16.284.213.181,00 

 Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan 

Irigasi 9.258.647.690,00 

Beban Perjalanan Dinas 5.375.129.824,00 

 Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah 5.364.993.959,00 

 Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri 10.135.865,00 
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c) Beban Hibah 

Pada tahun 2024 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan 

Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 mencatat realisasi 

Beban Hibah sebesar Rp 17.545.841.812,53 dengan rincian sebagai 

berikut  

Tabel 5.15 Rincian Beban Hibah – LO 
 

Uraian  Nilai 

Beban Hibah 17.545.841.812,53 

Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat 13.010.275.000,00 

 Beban Hibah Barang kepada Pemerintah 

Pusat 13.010.275.000,00 

Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya 0,00 

 Beban Hibah Barang kepada Pemerintah 

Daerah Lainnya 
0,00 

Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi 
Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 

4.535.566.812,53 

 Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga 

yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial 

yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan 
Perundang-Undangan 

697.064.000,00 

 Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga 

Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah 
Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 

699.265.100,00 

 Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga 

Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial 

Kemasyarakatan 

3.139.237.712,53 

 

e) Beban Penyusutan dan Amortisasi 

Pada tahun 2024 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan 

Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau mencatat realisasi Beban 

Amortisasi sebesar Rp 0,00. 
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Tabel 5.16 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi – LO 
 

Uraian  Nilai 

Beban Penyusutan Dan Amortisasi 0,00 

 Beban Penyusutan Peralatan dan 
Mesin 

0,00 

 Beban Penyusutan Gedung dan 

Bangunan 

0,00 

 Beban Penyusutan Jalan, Jaringan 

dan Irigasi 

0,00 
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BAB VI   
PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN 

A. Bentuk Hukum dan Domisili Entitas Akuntansi 
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan Provinsi Kepulauan 

Riau Dibentuk Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau No. 57 

Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta 

Tata Kerja Perangkat Daerah. 

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan Provinsi Kepulauan 

Riau Beralamat Di Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Bandar Seri 

Kota Piring, Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Raja 

Jaafar C2 Lantai 1, Pulau Dompak Seri Darul Makmur, Tanjungpinang. 

 

B. Sifat Organisasi dan Kegiatan Pokok Entitas 

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan Provinsi Kepulauan 

Riau adalah Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersifat Nir Laba 

(tidak bertujuan mencari keuntungan), dengan kegiatan pokok adalah pemberian 

layanan kepada Masyarakat, dan Peningkatan kesejahteraan rakyat di Provinsi 

Kepulauan Riau, dengan sasaran pembangunan yang terarah dan terintegrasi 

dalam Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan 

Provinsi Kepulauan Riau, sebagai amanat dalam mencapai visi dan misi Kepala 

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan 

Riau Tahun 2024. 

 

C. Pergantian Kepala SKPD 
Berdasarkan Surat Perintah Pelaksana Tugas (Plt) No. 

821.5/1076/BKDKORPRI/SP/2024 tanggal 2 September 2024 telah dilakukan 

pergantian kepala SKPD dari Ir. Abu Bakar, M.T. kepada Rodi Yantari, S.T, M.M, 

M.T. sebagai Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang 

Dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau. 
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BAB VII  
PENUTUP 

Catatan atas Laporan Keuangan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban 

Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan Provinsi 

Kepulauan Riau Tahun 2024 atas pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024, dengan 

beberapa simpulan sebagai berikut : 

1. Total belanja yang terealisasi pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang 

Dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024  sebesar Rp 

144.785.962.994,61 atau 83,38% dari anggaran belanja yang direncanakan 

pada Tahun 2024 sebesar Rp 173.644.941.371. 

2. Nilai aset yang dikuasai Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan 

Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024  per 31 Desember 2024 

sebesar Rp 2.337.508.403.589,83 

3. Nilai kewajiban yang masih ditanggung Dinas Pekerjaan Umum, Penataan 

Ruang Dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024  per 31 Desember 

2024 sebesar Rp 14.686.924.088,89. 

4. Nilai Ekuitas dana yang dimiliki Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan 

Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024  per 31 Desember 2024 

sebesar Rp 2.322.821.479.500,94. 

Demikian laporan Keuangan ini kami susun, agar dapat dipergunakan oleh semua 

pihak yang berkepentingan di Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Realisasi Belanja 

Tahun 2024 sebesar Rp 144.785.962.994,61 atau 83,38% dari anggaran yang 

disediakan sebesar Rp 173.644.941.371.  

 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daftar Lampiran 
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU 

DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN 
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  

TAHUN ANGGARAN 2024 

 

 

 



PROVINSI KEPULAUAN RIAU
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN

BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Kode

Uraian Urusan,
Organisasi, Program,

Kegiatan dan Sub
Kegiatan

Kelompok Belanja

Operasi Modal Tak Terduga Transfer

Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 URUSAN PEMERINTAHAN
WAJIB YANG BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN
DASAR

105.475.896.245 85.145.320.214 67.120.064.403 58.597.691.049 0 0 0 0

1.03 URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG

105.475.896.245 85.145.320.214 67.120.064.403 58.597.691.049 0 0 0 0

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 Dinas Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang dan
Pertanahan

99.678.174.242 79.592.629.321 67.120.064.403 58.597.691.049 0 0 0 0

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.01 PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH PROVINSI

27.305.543.940 26.641.096.522,00 836.518.853 755.950.000,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.01.1.01 Perencanaan,
Penganggaran, dan
Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah

539.929.768 517.198.977,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen
Perencanaan Perangkat
Daerah

90.757.700 77.201.300,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.01.1.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 90.757.700 77.201.300,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.01.1.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 125.000 100.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.01.1.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 125.000 100.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.01.1.01.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk
Kegiatan Kantor-Benda Pos

125.000 100.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.01.1.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 68.867.700 68.867.700,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.01.1.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 68.867.700 68.867.700,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.01.1.01.0001 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 68.867.700 68.867.700,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.01.1.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 21.765.000 8.233.600,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.01.1.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas
Dalam Negeri

21.765.000 8.233.600,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.01.1.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas
Biasa

21.765.000 8.233.600,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.01.1.01.0006 Koordinasi dan
Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD

365.044.128 362.836.737,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.01.1.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 365.044.128 362.836.737,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.01.1.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 556.000 492.500,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.01.1.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 556.000 492.500,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.01.1.01.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk
Kegiatan Kantor- Kertas
dan Cover

306.000 252.500,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.01.1.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan
Minuman Rapat

250.000 240.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.01.1.01.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 364.488.128 362.344.237,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.01.1.01.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas
Dalam Negeri

364.488.128 362.344.237,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.01.1.01.0006 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas
Biasa

364.488.128 362.344.237,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah

84.127.940 77.160.940,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.01.1.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 84.127.940 77.160.940,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.01.1.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 125.000 100.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.01.1.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 125.000 100.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.01.1.01.0007 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk
Kegiatan Kantor-Benda Pos

125.000 100.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.01.1.01.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 66.137.940 66.137.940,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.01.1.01.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 66.137.940 66.137.940,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.01.1.01.0007 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 66.137.940 66.137.940,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.01.1.01.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 17.865.000 10.923.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.01.1.01.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas
Dalam Negeri

17.865.000 10.923.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.01.1.01.0007 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas
Biasa

17.865.000 10.923.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.01.1.02 Administrasi Keuangan
Perangkat Daerah

19.711.217.003 19.573.063.151,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan
Tunjangan ASN

18.201.595.063 18.096.884.211,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.01.1.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 18.201.595.063 18.096.884.211,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.01.1.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan
ASN

6.022.320.534 5.957.716.172,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.01.1.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 4.196.476.000 4.185.818.800,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.01.1.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 4.111.602.400 4.100.945.200,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.01.1.02.0001 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 84.873.600 84.873.600,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.01.1.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan
Keluarga ASN

404.943.874 403.418.876,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.01.1.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan
Keluarga PNS

393.862.034 392.337.036,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.01.1.02.0001 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan
Keluarga PPPK

11.081.840 11.081.840,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00



1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.01.1.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan
ASN

282.430.000 279.180.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.01.1.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan
PNS

282.430.000 279.180.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.01.1.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan
Fungsional ASN

341.593.000 328.083.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.01.1.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan
Fungsional PNS

330.673.000 317.163.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.01.1.02.0001 5.1.01.01.04.0002 Belanja Tunjangan
Fungsional PPPK

10.920.000 10.920.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.01.1.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan
Fungsional Umum ASN

61.795.000 61.795.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.01.1.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan
Fungsional Umum PNS

61.795.000 61.795.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.01.1.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras
ASN

228.267.840 228.050.580,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.01.1.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras
PNS

221.170.680 220.953.420,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.01.1.02.0001 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras
PPPK

7.097.160 7.097.160,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.01.1.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan
PPh/Tunjangan Khusus ASN

12.743.537 12.561.918,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.01.1.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan
PPh/Tunjangan Khusus PNS

12.743.537 12.561.918,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.01.1.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji
ASN

164.857 63.715,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.01.1.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji
PNS

164.077 62.935,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.01.1.02.0001 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji
PPPK

780 780,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.01.1.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan
Kesehatan ASN

431.769.093 424.289.320,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.01.1.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan
Kesehatan PNS

421.689.979 414.210.206,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.01.1.02.0001 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan
Kesehatan PPPK

10.079.114 10.079.114,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.01.1.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan
Kecelakaan Kerja ASN

8.641.358 8.613.737,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.01.1.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan
Kecelakaan Kerja PNS

8.466.758 8.439.137,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.01.1.02.0001 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan
Kecelakaan Kerja PPPK

174.600 174.600,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.01.1.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan
Kematian ASN

25.924.078 25.841.226,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.01.1.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan
Kematian PNS

25.400.290 25.317.438,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.01.1.02.0001 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan
Kematian PPPK

523.788 523.788,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.01.1.02.0001 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan
Peserta Tabungan
Perumahan Rakyat ASN

27.571.897 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.01.1.02.0001 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan
Peserta Tabungan
Perumahan Rakyat PNS

27.571.897 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.01.1.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan
Penghasilan ASN

12.179.274.529 12.139.168.039,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.01.1.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan
berdasarkan Beban Kerja
ASN

5.829.225.443 5.814.532.674,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.01.1.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan
berdasarkan Beban Kerja
PNS

5.721.060.651 5.706.367.882,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.01.1.02.0001 5.1.01.02.01.0002 Tambahan Penghasilan
berdasarkan Beban Kerja
PPPK

108.164.792 108.164.792,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.01.1.02.0001 5.1.01.02.03 Tambahan Penghasilan
berdasarkan Kondisi Kerja
ASN

1.096.314.600 1.087.949.161,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.01.1.02.0001 5.1.01.02.03.0001 Tambahan Penghasilan
berdasarkan Kondisi Kerja
PNS

1.096.314.600 1.087.949.161,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.01.1.02.0001 5.1.01.02.05 Tambahan Penghasilan
berdasarkan Prestasi Kerja
ASN

5.253.734.486 5.236.686.204,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.01.1.02.0001 5.1.01.02.05.0001 Tambahan Penghasilan
berdasarkan Prestasi Kerja
PNS

5.171.471.199 5.154.422.917,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.01.1.02.0001 5.1.01.02.05.0002 Tambahan Penghasilan
berdasarkan Prestasi Kerja
PPPK

82.263.287 82.263.287,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi
Pelaksanaan Tugas ASN

1.424.634.000 1.401.348.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.01.1.02.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 1.424.568.000 1.401.348.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.01.1.02.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan
berdasarkan Pertimbangan
Objektif Lainnya ASN

1.424.568.000 1.401.348.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.01.1.02.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 1.424.568.000 1.401.348.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.01.1.02.0002 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium
Penanggungjawaban
Pengelola Keuangan

1.400.088.000 1.376.868.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.01.1.02.0002 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium
Pengadaan Barang/Jasa

24.480.000 24.480.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.01.1.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 66.000 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.01.1.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 66.000 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
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1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.01.1.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 66.000 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.01.1.02.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk
Kegiatan Kantor- Kertas
dan Cover

66.000 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.01.1.02.0005 Koordinasi dan
Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun
SKPD

84.987.940 74.830.940,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.01.1.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 84.987.940 74.830.940,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.01.1.02.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 125.000 100.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.01.1.02.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 125.000 100.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.01.1.02.0005 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk
Kegiatan Kantor-Benda Pos

125.000 100.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.01.1.02.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 66.137.940 66.137.940,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.01.1.02.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 66.137.940 66.137.940,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.01.1.02.0005 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 66.137.940 66.137.940,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.01.1.02.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 18.725.000 8.593.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.01.1.02.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas
Dalam Negeri

18.725.000 8.593.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.01.1.02.0005 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas
Biasa

18.725.000 8.593.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.01.1.03 Administrasi Barang Milik
Daerah pada Perangkat
Daerah

74.854.000 70.406.450,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.01.1.03.0003 Koordinasi dan Penilaian
Barang Milik Daerah SKPD

74.854.000 70.406.450,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.01.1.03.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 74.854.000 70.406.450,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.01.1.03.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 264.000 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.01.1.03.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 264.000 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.01.1.03.0003 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk
Kegiatan Kantor-Benda Pos

264.000 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.01.1.03.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 74.590.000 70.406.450,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.01.1.03.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas
Dalam Negeri

74.590.000 70.406.450,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.01.1.03.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas
Biasa

74.590.000 70.406.450,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.01.1.05 Administrasi Kepegawaian
Perangkat Daerah

160.907.500 157.699.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan
Pegawai Berdasarkan
Tugas dan Fungsi

160.907.500 157.699.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.01.1.05.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 160.907.500 157.699.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.01.1.05.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 1.388.500 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.01.1.05.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.388.500 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.01.1.05.0009 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk
Kegiatan Kantor- Kertas
dan Cover

388.500 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.01.1.05.0009 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk
Kegiatan Kantor-Bahan
Komputer

1.000.000 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.01.1.05.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 157.599.000 155.779.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.01.1.05.0009 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan,
Sosialisasi, Bimbingan
Teknis serta Pendidikan
dan Pelatihan

157.599.000 155.779.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.01.1.05.0009 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus
Singkat/Pelatihan

62.200.000 60.380.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.01.1.05.0009 5.1.02.02.12.0004 Belanja Diklat
Kepemimpinan

95.399.000 95.399.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.01.1.05.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.920.000 1.920.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.01.1.05.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas
Dalam Negeri

1.920.000 1.920.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.01.1.05.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas
Biasa

1.920.000 1.920.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.01.1.06 Administrasi Umum
Perangkat Daerah

1.723.032.712 1.602.450.795,00 237.739.853 157.250.000,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen
Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor

15.748.000 14.722.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.01.1.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.748.000 14.722.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.01.1.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 15.748.000 14.722.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.01.1.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.748.000 14.722.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.01.1.06.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk
Kegiatan Kantor-Bahan
Komputer

1.006.104 840.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.01.1.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk
Kegiatan Kantor-Alat Listrik

14.741.896 13.882.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor

93.240.000 82.500.000,00 237.739.853 157.250.000,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.01.1.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 93.240.000 82.500.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.01.1.06.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 93.240.000 82.500.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.01.1.06.0002 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan
dan Mesin

93.240.000 82.500.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.01.1.06.0002 5.1.02.02.04.0115 Belanja Sewa Alat
Reproduksi (Penggandaan)

93.240.000 82.500.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.01.1.06.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan
dan Mesin

0 0,00 237.739.853 157.250.000,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.01.1.06.0002 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor
dan Rumah Tangga

0 0,00 28.181.191 0,00 0 0,00 0 0,00
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1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.01.1.06.0002 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 0 0,00 1.854.000 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.01.1.06.0002 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor
Lainnya

0 0,00 1.854.000 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.01.1.06.0002 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah
Tangga

0 0,00 26.327.191 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.01.1.06.0002 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat
Pendingin

0 0,00 18.182.466 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.01.1.06.0002 5.2.02.05.02.0005 Belanja Modal Alat Dapur 0 0,00 4.429.000 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.01.1.06.0002 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah
Tangga Lainnya (Home
Use)

0 0,00 3.715.725 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.01.1.06.0002 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio,
Komunikasi, dan Pemancar

0 0,00 3.971.946 3.750.000,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.01.1.06.0002 5.2.02.06.02 Belanja Modal Alat
Komunikasi

0 0,00 3.971.946 3.750.000,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.01.1.06.0002 5.2.02.06.02.0001 Belanja Modal Alat
Komunikasi Telephone

0 0,00 3.971.946 3.750.000,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.01.1.06.0002 5.2.02.08 Belanja Modal Alat
Laboratorium

0 0,00 10.975.680 9.000.000,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.01.1.06.0002 5.2.02.08.04 Belanja Modal Alat
Laboratorium Fisika
Nuklir/Elektronika

0 0,00 10.975.680 9.000.000,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.01.1.06.0002 5.2.02.08.04.0005 Belanja Modal
System/Power Supply

0 0,00 10.975.680 9.000.000,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.01.1.06.0002 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 0 0,00 194.611.036 144.500.000,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.01.1.06.0002 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer
Unit

0 0,00 141.781.252 108.350.000,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.01.1.06.0002 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal
Computer

0 0,00 141.781.252 108.350.000,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.01.1.06.0002 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan
Komputer

0 0,00 52.829.784 36.150.000,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.01.1.06.0002 5.2.02.10.02.0002 Belanja Modal Peralatan
Mini Computer

0 0,00 15.695.400 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.01.1.06.0002 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan
Personal Computer

0 0,00 37.134.384 36.150.000,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan
Rumah Tangga

92.912.734 87.448.298,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.01.1.06.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 92.912.734 87.448.298,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.01.1.06.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 78.482.734 73.018.298,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.01.1.06.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 78.482.734 73.018.298,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.01.1.06.0003 5.1.02.01.01.0019 Belanja Suku Cadang-Suku
Cadang Alat Pertanian

5.015.091 4.695.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.01.1.06.0003 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk
Kegiatan Kantor-Perabot
Kantor

62.117.671 57.428.298,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.01.1.06.0003 5.1.02.01.01.0045 Belanja Natura dan Pakan-
Natura dan Pakan Lainnya

6.533.460 6.335.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.01.1.06.0003 5.1.02.01.01.0064 Belanja Pakaian Dinas
Lapangan (PDL)

4.816.512 4.560.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.01.1.06.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 14.430.000 14.430.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.01.1.06.0003 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan
dan Mesin

14.430.000 14.430.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.01.1.06.0003 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah
Tangga Lainnya (Home
Use)

14.430.000 14.430.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik
Kantor

257.653.520 224.110.050,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.01.1.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 257.653.520 224.110.050,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.01.1.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 257.653.520 224.110.050,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.01.1.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 257.653.520 224.110.050,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.01.1.06.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk
Kegiatan Kantor-Alat Tulis
Kantor

83.888.377 80.923.550,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.01.1.06.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk
Kegiatan Kantor- Kertas
dan Cover

87.695.700 59.106.500,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.01.1.06.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk
Kegiatan Kantor-Bahan
Komputer

86.069.443 84.080.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.01.1.06.0005 Penyediaan Barang
Cetakan dan Penggandaan

184.094.069 178.086.500,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.01.1.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 184.094.069 178.086.500,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.01.1.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 184.094.069 178.086.500,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.01.1.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 184.094.069 178.086.500,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.01.1.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk
Kegiatan Kantor- Bahan
Cetak

151.454.390 146.280.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.01.1.06.0005 5.1.02.01.01.0028 Belanja Alat/Bahan untuk
Kegiatan Kantor-
Persediaan
Dokumen/Administrasi
Tender

30.838.704 30.056.500,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.01.1.06.0005 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk
Kegiatan Kantor-
Suvenir/Cendera Mata

1.800.975 1.750.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan
dan Peraturan Perundang-
Undangan

26.603.400 11.620.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.01.1.06.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.603.400 11.620.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.01.1.06.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 13.875.000 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.01.1.06.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 13.875.000 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
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1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.01.1.06.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk
Kegiatan Kantor- Bahan
Cetak

13.875.000 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.01.1.06.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 12.728.400 11.620.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.01.1.06.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 12.728.400 11.620.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.01.1.06.0006 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame,
Film, dan Pemotretan

8.968.800 8.500.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.01.1.06.0006 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan
Jurnal/Surat Kabar/Majalah

3.759.600 3.120.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 265.028.000 226.579.700,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.01.1.06.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 265.028.000 226.579.700,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.01.1.06.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 265.028.000 226.579.700,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.01.1.06.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 265.028.000 226.579.700,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.01.1.06.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan
Minuman Rapat

177.953.000 139.744.500,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.01.1.06.0008 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan
Minuman Jamuan Tamu

87.075.000 86.835.200,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi
SKPD

787.752.989 777.384.247,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.01.1.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 787.752.989 777.384.247,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.01.1.06.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 240.000 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.01.1.06.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 240.000 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.01.1.06.0009 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk
Kegiatan Kantor-Benda Pos

240.000 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.01.1.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 787.512.989 777.384.247,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.01.1.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas
Dalam Negeri

787.512.989 777.384.247,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.01.1.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas
Biasa

782.712.989 772.884.247,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.01.1.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas
Dalam Kota

4.800.000 4.500.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.01.1.07 Pengadaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah

255.283.866 254.260.971,00 598.779.000 598.700.000,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan
Dinas Operasional atau
Lapangan

133.866 0,00 598.779.000 598.700.000,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.01.1.07.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 133.866 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.01.1.07.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 133.866 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.01.1.07.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 133.866 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.01.1.07.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk
Kegiatan Kantor- Kertas
dan Cover

133.866 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.01.1.07.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan
dan Mesin

0 0,00 598.779.000 598.700.000,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.01.1.07.0002 5.2.02.02 Belanja Modal Alat
Angkutan

0 0,00 598.779.000 598.700.000,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.01.1.07.0002 5.2.02.02.01 Belanja Modal Alat
Angkutan Darat Bermotor

0 0,00 598.779.000 598.700.000,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.01.1.07.0002 5.2.02.02.01.0001 Belanja Modal Kendaraan
Dinas Bermotor
Perorangan

0 0,00 598.779.000 598.700.000,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor
atau Bangunan Lainnya

55.150.000 55.000.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.01.1.07.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 55.150.000 55.000.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.01.1.07.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 150.000 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.01.1.07.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 150.000 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.01.1.07.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk
Kegiatan Kantor-Alat Tulis
Kantor

150.000 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.01.1.07.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 55.000.000 55.000.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.01.1.07.0009 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan
Bangunan

55.000.000 55.000.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.01.1.07.0009 5.1.02.02.05.0001 Belanja Sewa Bangunan
Gedung Kantor

55.000.000 55.000.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan
Prasarana Gedung Kantor
atau Bangunan Lainnya

200.000.000 199.260.971,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.01.1.07.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000 199.260.971,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.01.1.07.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 366.300 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.01.1.07.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 366.300 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.01.1.07.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk
Kegiatan Kantor-Alat Tulis
Kantor

366.300 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.01.1.07.0010 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 199.633.700 199.260.971,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.01.1.07.0010 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan
Gedung dan Bangunan

199.633.700 199.260.971,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.01.1.07.0010 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan
Bangunan Gedung-
Bangunan Gedung Tempat
Kerja-Bangunan Gedung
Kantor

199.633.700 199.260.971,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang
Urusan Pemerintahan
Daerah

4.209.654.849 4.002.532.578,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat
Menyurat

26.740.000 12.173.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.01.1.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.740.000 12.173.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.01.1.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 20.940.000 10.950.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
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1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.01.1.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 20.940.000 10.950.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.01.1.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk
Kegiatan Kantor-Benda Pos

20.940.000 10.950.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.01.1.08.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.800.000 1.223.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.01.1.08.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.800.000 1.223.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.01.1.08.0001 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 5.800.000 1.223.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik

864.485.713 750.083.429,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.01.1.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 864.485.713 750.083.429,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.01.1.08.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 65.205.000 61.827.240,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.01.1.08.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 65.205.000 61.827.240,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.01.1.08.0002 5.1.02.01.01.0005 Belanja Bahan-Bahan Baku 64.890.000 61.827.240,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.01.1.08.0002 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk
Kegiatan Kantor-Alat Listrik

315.000 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.01.1.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 799.280.713 688.256.189,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.01.1.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 799.280.713 688.256.189,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.01.1.08.0002 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame,
Film, dan Pemotretan

13.645.000 3.020.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.01.1.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 752.869.579 658.975.241,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.01.1.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja
Kawat/Faksimili/Internet/TV
Berlangganan

32.766.134 26.260.948,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan
Umum Kantor

3.318.429.136 3.240.276.149,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.01.1.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.318.429.136 3.240.276.149,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.01.1.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.136.847.636 3.121.525.032,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.01.1.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.006.702.374 2.995.841.475,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.01.1.08.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber
atau Pembahas,
Moderator, Pembawa
Acara, dan Panitia

200.000.000 199.800.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.01.1.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga
Administrasi

1.947.752.898 1.938.551.412,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.01.1.08.0004 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga
Pelayanan Umum

180.000.000 180.000.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.01.1.08.0004 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga
Kebersihan

644.735.988 643.333.599,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.01.1.08.0004 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 34.213.488 34.156.464,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.01.1.08.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran
Jaminan/Asuransi

130.145.262 125.683.557,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.01.1.08.0004 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan
Kesehatan bagi Non ASN

114.880.998 110.980.756,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.01.1.08.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan
Kecelakaan Kerja bagi Non
ASN

6.784.062 6.534.582,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.01.1.08.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan
Kematian bagi Non ASN

8.480.202 8.168.219,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.01.1.08.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 181.581.500 118.751.117,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.01.1.08.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas
Dalam Negeri

181.581.500 118.751.117,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.01.1.08.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas
Biasa

181.581.500 118.751.117,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

630.664.242 463.484.600,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak
Kendaraan Perorangan
Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan

451.394.242 416.659.600,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.01.1.09.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 451.394.242 416.659.600,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.01.1.09.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 251.394.242 250.851.700,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.01.1.09.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 251.394.242 250.851.700,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.01.1.09.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan
Bakar dan Pelumas

251.394.242 250.851.700,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.01.1.09.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 42.019.250 13.818.900,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.01.1.09.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 42.019.250 13.818.900,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.01.1.09.0001 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak,
Bea, dan Perizinan

42.019.250 13.818.900,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.01.1.09.0001 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 157.980.750 151.989.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.01.1.09.0001 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan
Peralatan dan Mesin

157.980.750 151.989.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.01.1.09.0001 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat
Angkutan-Alat Angkutan
Darat Bermotor-Kendaraan
Bermotor Penumpang

148.074.000 148.074.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.01.1.09.0001 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat
Angkutan-Alat Angkutan
Darat Bermotor-Kendaraan
Bermotor Beroda Dua

9.906.750 3.915.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan
dan Mesin Lainnya

51.660.000 46.825.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.01.1.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 51.660.000 46.825.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.01.1.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 51.660.000 46.825.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.01.1.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan
Peralatan dan Mesin

51.660.000 46.825.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
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1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.01.1.09.0006 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat
Kantor dan Rumah
Tangga-Alat Kantor-Alat
Kantor Lainnya

6.660.000 6.525.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.01.1.09.0006 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat
Kantor dan Rumah
Tangga-Alat Rumah
Tangga-Alat Pendingin

6.949.200 6.260.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.01.1.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan
Komputer-Komputer Unit-
Personal Computer

38.050.800 34.040.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi
Sarana dan Prasarana
Pendukung Gedung Kantor
atau Bangunan Lainnya

127.610.000 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.01.1.09.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 127.610.000 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.01.1.09.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 120.000 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.01.1.09.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 120.000 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.01.1.09.0011 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk
Kegiatan Kantor-Alat Tulis
Kantor

120.000 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.01.1.09.0011 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 127.490.000 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.01.1.09.0011 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan
Gedung dan Bangunan

127.490.000 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.01.1.09.0011 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan
Bangunan Gedung-
Bangunan Gedung Tempat
Kerja-Bangunan Gedung
Kantor

127.490.000 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN
SUMBER DAYA AIR (SDA)

5.109.083.909 1.071.538.261,00 2.075.888.600 1.149.877.370,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.02.1.01 Pengelolaan SDA dan
Bangunan Pengaman
Pantai pada Wilayah
Sungai Lintas Daerah
Kabupaten/Kota

5.109.083.909 1.071.538.261,00 2.075.888.600 1.149.877.370,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.02.1.01.0009 Pembangunan Tanggul
Sungai

262.464.000 173.626.690,00 1.018.017.300 1.017.935.000,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.02.1.01.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 262.464.000 173.626.690,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.02.1.01.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 209.100.000 139.348.290,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.02.1.01.0009 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi
Konstruksi

209.100.000 139.348.290,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.02.1.01.0009 5.1.02.02.08.0008 Belanja Jasa Konsultansi
Perencanaan Rekayasa-
Jasa Desain Rekayasa
untuk Pekerjaan Teknik
Sipil Air

140.000.000 139.348.290,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.02.1.01.0009 5.1.02.02.08.0021 Belanja Jasa Konsultansi
Pengawasan Rekayasa-
Jasa Pengawas Pekerjaan
Konstruksi Teknik Sipil Air

69.100.000 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.02.1.01.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 53.364.000 34.278.400,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.02.1.01.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas
Dalam Negeri

53.364.000 34.278.400,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.02.1.01.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas
Biasa

53.364.000 34.278.400,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.02.1.01.0009 5.2.04 Belanja Modal Jalan,
Jaringan, dan Irigasi

0 0,00 1.018.017.300 1.017.935.000,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.02.1.01.0009 5.2.04.02 Belanja Modal Bangunan
Air

0 0,00 1.018.017.300 1.017.935.000,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.02.1.01.0009 5.2.04.02.04 Belanja Modal Bangunan
Pengaman Sungai/Pantai
dan Penanggulangan
Bencana Alam

0 0,00 1.018.017.300 1.017.935.000,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.02.1.01.0009 5.2.04.02.04.0007 Belanja Modal Bangunan
Pengaman Sungai/Pantai
dan Penanggulangan
Bencana Alam Lainnya

0 0,00 1.018.017.300 1.017.935.000,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.02.1.01.0075 Koordinasi dan Sinkronisasi
Peningkatan Kapasitas
Kelembagaan Pengelolaan
Sumber Daya Air
Kewenangan Provinsi

271.133.994 257.638.633,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.02.1.01.0075 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 271.133.994 257.638.633,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.02.1.01.0075 5.1.02.02 Belanja Jasa 41.239.194 36.250.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.02.1.01.0075 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 41.239.194 36.250.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.02.1.01.0075 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 41.239.194 36.250.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.02.1.01.0075 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 229.894.800 221.388.633,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.02.1.01.0075 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas
Dalam Negeri

229.894.800 221.388.633,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.02.1.01.0075 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas
Biasa

220.894.800 212.538.633,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.02.1.01.0075 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas
Dalam Kota

9.000.000 8.850.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.02.1.01.0079 Normalisasi/Restorasi
Sungai

3.878.656.000 73.196.572,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.02.1.01.0079 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.878.656.000 73.196.572,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.02.1.01.0079 5.1.02.02 Belanja Jasa 383.100.000 9.500.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.02.1.01.0079 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan
dan Mesin

60.100.000 9.500.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.02.1.01.0079 5.1.02.02.04.0003 Belanja Sewa Excavator 50.585.034 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.02.1.01.0079 5.1.02.02.04.0012 Belanja Sewa Alat Besar
Darat Lainnya

9.514.966 9.500.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.02.1.01.0079 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi
Konstruksi

323.000.000 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
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1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.02.1.01.0079 5.1.02.02.08.0008 Belanja Jasa Konsultansi
Perencanaan Rekayasa-
Jasa Desain Rekayasa
untuk Pekerjaan Teknik
Sipil Air

190.000.000 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.02.1.01.0079 5.1.02.02.08.0021 Belanja Jasa Konsultansi
Pengawasan Rekayasa-
Jasa Pengawas Pekerjaan
Konstruksi Teknik Sipil Air

133.000.000 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.02.1.01.0079 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 3.420.000.000 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.02.1.01.0079 5.1.02.03.04 Belanja Pemeliharaan
Jalan, Jaringan, dan Irigasi

3.420.000.000 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.02.1.01.0079 5.1.02.03.04.0054 Belanja Pemeliharaan
Bangunan Air-Bangunan
Pengaman Sungai/Pantai
dan Penanggulangan
Bencana Alam-Bangunan
Pengaman Sungai/Pantai
dan Penanggulangan
Bencana Alam Lainnya

3.420.000.000 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.02.1.01.0079 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 75.556.000 63.696.572,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.02.1.01.0079 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas
Dalam Negeri

59.336.000 53.560.707,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.02.1.01.0079 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas
Biasa

55.586.000 52.960.707,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.02.1.01.0079 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas
Dalam Kota

3.750.000 600.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.02.1.01.0079 5.1.02.04.02 Belanja Perjalanan Dinas
Luar Negeri

16.220.000 10.135.865,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.02.1.01.0079 5.1.02.04.02.0001 Belanja Perjalanan Dinas
BiasaÃ¢â‚¬â€œLuar
Negeri

16.220.000 10.135.865,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.02.1.01.0096 Pembangunan Seawall dan
Bangunan Pengaman
Pantai Lainnya

295.137.670 187.331.221,00 887.871.300 131.942.370,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.02.1.01.0096 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 295.137.670 187.331.221,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.02.1.01.0096 5.1.02.02 Belanja Jasa 258.433.670 159.292.221,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.02.1.01.0096 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 62.901.072 62.704.509,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.02.1.01.0096 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga
Administrasi

62.901.072 62.704.509,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.02.1.01.0096 5.1.02.02.02 Belanja Iuran
Jaminan/Asuransi

3.752.232 3.707.352,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.02.1.01.0096 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan
Kesehatan bagi Non ASN

3.305.928 3.266.400,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.02.1.01.0096 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan
Kecelakaan Kerja bagi Non
ASN

198.360 195.984,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.02.1.01.0096 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan
Kematian bagi Non ASN

247.944 244.968,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.02.1.01.0096 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi
Konstruksi

191.780.366 92.880.360,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.02.1.01.0096 5.1.02.02.08.0008 Belanja Jasa Konsultansi
Perencanaan Rekayasa-
Jasa Desain Rekayasa
untuk Pekerjaan Teknik
Sipil Air

129.980.362 92.880.360,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.02.1.01.0096 5.1.02.02.08.0021 Belanja Jasa Konsultansi
Pengawasan Rekayasa-
Jasa Pengawas Pekerjaan
Konstruksi Teknik Sipil Air

61.800.004 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.02.1.01.0096 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 36.704.000 28.039.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.02.1.01.0096 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas
Dalam Negeri

36.704.000 28.039.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.02.1.01.0096 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas
Biasa

36.704.000 28.039.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.02.1.01.0096 5.2.04 Belanja Modal Jalan,
Jaringan, dan Irigasi

0 0,00 887.871.300 131.942.370,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.02.1.01.0096 5.2.04.02 Belanja Modal Bangunan
Air

0 0,00 887.871.300 131.942.370,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.02.1.01.0096 5.2.04.02.04 Belanja Modal Bangunan
Pengaman Sungai/Pantai
dan Penanggulangan
Bencana Alam

0 0,00 887.871.300 131.942.370,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.02.1.01.0096 5.2.04.02.04.0007 Belanja Modal Bangunan
Pengaman Sungai/Pantai
dan Penanggulangan
Bencana Alam Lainnya

0 0,00 887.871.300 131.942.370,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.02.1.01.0118 Pembangunan Bangunan
Perkuatan Tebing

40.854.000 18.906.900,00 170.000.000 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.02.1.01.0118 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.854.000 18.906.900,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.02.1.01.0118 5.1.02.02 Belanja Jasa 20.000.000 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.02.1.01.0118 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi
Konstruksi

20.000.000 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.02.1.01.0118 5.1.02.02.08.0021 Belanja Jasa Konsultansi
Pengawasan Rekayasa-
Jasa Pengawas Pekerjaan
Konstruksi Teknik Sipil Air

20.000.000 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.02.1.01.0118 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 20.854.000 18.906.900,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.02.1.01.0118 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas
Dalam Negeri

20.854.000 18.906.900,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.02.1.01.0118 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas
Biasa

20.854.000 18.906.900,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.02.1.01.0118 5.2.04 Belanja Modal Jalan,
Jaringan, dan Irigasi

0 0,00 170.000.000 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.02.1.01.0118 5.2.04.02 Belanja Modal Bangunan
Air

0 0,00 170.000.000 0,00 0 0,00 0 0,00
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1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.02.1.01.0118 5.2.04.02.04 Belanja Modal Bangunan
Pengaman Sungai/Pantai
dan Penanggulangan
Bencana Alam

0 0,00 170.000.000 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.02.1.01.0118 5.2.04.02.04.0007 Belanja Modal Bangunan
Pengaman Sungai/Pantai
dan Penanggulangan
Bencana Alam Lainnya

0 0,00 170.000.000 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.02.1.01.0122 Penyusunan Rencana
Teknis dan Dokumen
Lingkungan Hidup untuk
Konstruksi Pengendali
Banjir, Lahar, dan
Pengaman Pantai

360.838.245 360.838.245,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.02.1.01.0122 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 360.838.245 360.838.245,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.02.1.01.0122 5.1.02.02 Belanja Jasa 359.728.245 359.728.245,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.02.1.01.0122 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi
Konstruksi

359.728.245 359.728.245,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.02.1.01.0122 5.1.02.02.08.0008 Belanja Jasa Konsultansi
Perencanaan Rekayasa-
Jasa Desain Rekayasa
untuk Pekerjaan Teknik
Sipil Air

359.728.245 359.728.245,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.02.1.01.0122 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.110.000 1.110.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.02.1.01.0122 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas
Dalam Negeri

1.110.000 1.110.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.02.1.01.0122 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas
Biasa

1.110.000 1.110.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN
DAN PENGEMBANGAN
SISTEM PENYEDIAAN AIR
MINUM

1.973.795.204 1.924.273.736,00 444.712.100 359.957.529,37 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.03.1.01 Pengelolaan dan
Pengembangan Sistem
Penyediaan Air Minum
(SPAM) Lintas
Kabupaten/Kota

1.973.795.204 1.924.273.736,00 444.712.100 359.957.529,37 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.03.1.01.0015 Penyusunan Rencana,
Kebijakan, Strategi dan
Teknis Sistem Penyediaan
Air Minum (SPAM)

1.783.071.900 1.743.385.325,00 84.712.100 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.03.1.01.0015 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.783.071.900 1.743.385.325,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.03.1.01.0015 5.1.02.01 Belanja Barang 3.930.000 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.03.1.01.0015 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.930.000 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.03.1.01.0015 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan
Bakar dan Pelumas

3.930.000 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.03.1.01.0015 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.551.515.000 1.532.028.548,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.03.1.01.0015 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 135.300.000 119.594.563,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.03.1.01.0015 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 120.000.000 119.594.563,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.03.1.01.0015 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame,
Film, dan Pemotretan

15.300.000 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.03.1.01.0015 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan
dan Mesin

3.780.000 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.03.1.01.0015 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan
Bermotor Penumpang

3.780.000 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.03.1.01.0015 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi
Konstruksi

1.412.435.000 1.412.433.985,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.03.1.01.0015 5.1.02.02.08.0012 Belanja Jasa Konsultansi
Perencanaan Rekayasa-
Jasa Nasihat dan
Konsultansi Jasa Rekayasa
Konstruksi

1.412.435.000 1.412.433.985,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.03.1.01.0015 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 227.626.900 211.356.777,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.03.1.01.0015 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas
Dalam Negeri

227.626.900 211.356.777,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.03.1.01.0015 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas
Biasa

218.608.900 202.656.777,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.03.1.01.0015 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas
Dalam Kota

9.018.000 8.700.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.03.1.01.0015 5.2.02 Belanja Modal Peralatan
dan Mesin

0 0,00 84.712.100 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.03.1.01.0015 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor
dan Rumah Tangga

0 0,00 9.071.100 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.03.1.01.0015 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah
Tangga

0 0,00 9.071.100 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.03.1.01.0015 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat
Pendingin

0 0,00 9.071.100 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.03.1.01.0015 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio,
Komunikasi, dan Pemancar

0 0,00 57.000.000 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.03.1.01.0015 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 0 0,00 57.000.000 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.03.1.01.0015 5.2.02.06.01.0002 Belanja Modal Peralatan
Studio Video dan Film

0 0,00 57.000.000 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.03.1.01.0015 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 0 0,00 18.641.000 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.03.1.01.0015 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan
Komputer

0 0,00 18.641.000 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.03.1.01.0015 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan
Personal Computer

0 0,00 18.641.000 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.03.1.01.0018 Peningkatan Sistem
Penyediaan Air Minum
(SPAM) Lintas
Kabupaten/Kota

190.723.304 180.888.411,00 360.000.000 359.957.529,37 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.03.1.01.0018 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 190.723.304 180.888.411,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.03.1.01.0018 5.1.02.02 Belanja Jasa 185.473.304 175.938.411,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.03.1.01.0018 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 62.901.072 62.665.191,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
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1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.03.1.01.0018 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga
Administrasi

62.901.072 62.665.191,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.03.1.01.0018 5.1.02.02.02 Belanja Iuran
Jaminan/Asuransi

3.752.232 3.707.340,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.03.1.01.0018 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan
Kesehatan bagi Non ASN

3.305.928 3.266.400,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.03.1.01.0018 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan
Kecelakaan Kerja bagi Non
ASN

198.360 195.972,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.03.1.01.0018 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan
Kematian bagi Non ASN

247.944 244.968,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.03.1.01.0018 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan
dan Mesin

8.820.000 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.03.1.01.0018 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan
Bermotor Penumpang

8.820.000 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.03.1.01.0018 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi
Konstruksi

110.000.000 109.565.880,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.03.1.01.0018 5.1.02.02.08.0008 Belanja Jasa Konsultansi
Perencanaan Rekayasa-
Jasa Desain Rekayasa
untuk Pekerjaan Teknik
Sipil Air

60.000.000 59.882.280,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.03.1.01.0018 5.1.02.02.08.0021 Belanja Jasa Konsultansi
Pengawasan Rekayasa-
Jasa Pengawas Pekerjaan
Konstruksi Teknik Sipil Air

50.000.000 49.683.600,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.03.1.01.0018 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.250.000 4.950.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.03.1.01.0018 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas
Dalam Negeri

5.250.000 4.950.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.03.1.01.0018 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas
Dalam Kota

5.250.000 4.950.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.03.1.01.0018 5.2.04 Belanja Modal Jalan,
Jaringan, dan Irigasi

0 0,00 360.000.000 359.957.529,37 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.03.1.01.0018 5.2.04.04 Belanja Modal Jaringan 0 0,00 360.000.000 359.957.529,37 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.03.1.01.0018 5.2.04.04.01 Belanja Modal Jaringan Air
Minum

0 0,00 360.000.000 359.957.529,37 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.03.1.01.0018 5.2.04.04.01.0003 Belanja Modal Jaringan
Cabang Distribusi

0 0,00 360.000.000 359.957.529,37 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN
DAN PENGEMBANGAN
SISTEM AIR LIMBAH

910.903.605 786.893.146,02 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.05.1.01 Pengelolaan dan
Pengembangan Sistem Air
Limbah Domestik Regional

910.903.605 786.893.146,02 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.05.1.01.0013 Pembangunan Sistem
Pengelolaan Air Limbah
Domestik (SPALD)
Terpusat

106.939.605 106.939.604,02 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.05.1.01.0013 5.1.05 Belanja Hibah 106.939.605 106.939.604,02 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.05.1.01.0013 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada
Badan, Lembaga,
Organisasi
Kemasyarakatan yang
Berbadan Hukum
Indonesia

106.939.605 106.939.604,02 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.05.1.01.0013 5.1.05.05.03 Belanja Hibah kepada
Badan dan Lembaga
Nirlaba, Sukarela Bersifat
Sosial Kemasyarakatan

106.939.605 106.939.604,02 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.05.1.01.0013 5.1.05.05.03.0002 Belanja Hibah Barang
kepada Badan dan
Lembaga Nirlaba, Sukarela
Bersifat Sosial
Kemasyarakatan

106.939.605 106.939.604,02 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.05.1.01.0014 Pembinaan dan
Pemberdayaan Masyarakat
dalam Pengembangan
Sistem Pengelolaan Air
Limbah Domestik (SPALD)

223.666.000 154.909.088,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.05.1.01.0014 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 223.666.000 154.909.088,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.05.1.01.0014 5.1.02.02 Belanja Jasa 57.956.000 49.934.288,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.05.1.01.0014 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 24.300.000 21.000.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.05.1.01.0014 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber
atau Pembahas,
Moderator, Pembawa
Acara, dan Panitia

24.300.000 21.000.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.05.1.01.0014 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan
dan Mesin

24.152.000 21.934.288,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.05.1.01.0014 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan
Bermotor Penumpang

12.600.000 12.600.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.05.1.01.0014 5.1.02.02.04.0058 Belanja Sewa Alat
Angkutan Bermotor Udara
Lainnya

11.552.000 9.334.288,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.05.1.01.0014 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan
Bangunan

9.504.000 7.000.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.05.1.01.0014 5.1.02.02.05.0050 Belanja Sewa Bangunan
Gedung Tempat Tinggal
Lainnya

9.504.000 7.000.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.05.1.01.0014 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 165.710.000 104.974.800,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.05.1.01.0014 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas
Dalam Negeri

165.710.000 104.974.800,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.05.1.01.0014 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas
Biasa

161.210.000 100.474.800,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.05.1.01.0014 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas
Dalam Kota

4.500.000 4.500.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
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1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.05.1.01.0015 Penyusunan Rencana,
Kebijakan, Strategi dan
Teknis Sistem Pengelolaan
Air Limbah Domestik
(SPALD)

580.298.000 525.044.454,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.05.1.01.0015 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 580.298.000 525.044.454,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.05.1.01.0015 5.1.02.02 Belanja Jasa 475.253.000 475.252.605,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.05.1.01.0015 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi
Konstruksi

475.253.000 475.252.605,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.05.1.01.0015 5.1.02.02.08.0006 Belanja Jasa Konsultansi
Perencanaan Rekayasa-
Jasa Nasihat dan
Konsultansi Rekayasa
Teknik

475.253.000 475.252.605,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.05.1.01.0015 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 105.045.000 49.791.849,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.05.1.01.0015 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas
Dalam Negeri

105.045.000 49.791.849,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.05.1.01.0015 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas
Biasa

103.545.000 48.891.849,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.05.1.01.0015 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas
Dalam Kota

1.500.000 900.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN
DAN PENGEMBANGAN
SISTEM DRAINASE

18.820.000 7.714.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.06.1.01 Pengelolaan dan
Pengembangan Sistem
Drainase yang Terhubung
Langsung dengan Sungai
Lintas Daerah
Kabupaten/Kota dan
Kawasan Strategis Provinsi

18.820.000 7.714.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.06.1.01.0011 Penyediaan Sarana
Pendukung Sistem
Drainase Perkotaan

18.820.000 7.714.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.06.1.01.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.820.000 7.714.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.06.1.01.0011 5.1.02.02 Belanja Jasa 12.000.000 7.714.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.06.1.01.0011 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi
Konstruksi

12.000.000 7.714.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.06.1.01.0011 5.1.02.02.08.0008 Belanja Jasa Konsultansi
Perencanaan Rekayasa-
Jasa Desain Rekayasa
untuk Pekerjaan Teknik
Sipil Air

8.000.000 7.714.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.06.1.01.0011 5.1.02.02.08.0018 Belanja Jasa Konsultansi
Pengawasan Arsitektur

4.000.000 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.06.1.01.0011 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 6.820.000 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.06.1.01.0011 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas
Dalam Negeri

6.820.000 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.06.1.01.0011 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas
Biasa

6.820.000 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.08 PROGRAM PENATAAN
BANGUNAN GEDUNG

32.617.189.399 31.011.987.268,00 28.538.756.000 21.238.756.000,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.08.1.01 Penetapan dan
Penyelenggaraan
Bangunan Gedung untuk
Kepentingan Strategis
Daerah Provinsi

32.617.189.399 31.011.987.268,00 28.538.756.000 21.238.756.000,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.08.1.01.0013 Pelaksanaan Pengelolaan
Rumah Negara

11.632.094.323 10.042.704.544,00 28.538.756.000 21.238.756.000,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.08.1.01.0013 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.121.318.523 1.812.703.344,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.08.1.01.0013 5.1.02.01 Belanja Barang 1.374.140.000 378.143.100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.08.1.01.0013 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.374.140.000 378.143.100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.08.1.01.0013 5.1.02.01.01.0040 Belanja Persediaan untuk
Dijual/Diserahkan-
Persediaan untuk
Dijual/Diserahkan Lainnya

1.374.140.000 378.143.100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.08.1.01.0013 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.415.221.768 1.152.853.624,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.08.1.01.0013 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 330.827.208 239.800.064,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.08.1.01.0013 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 240.000.000 239.800.064,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.08.1.01.0013 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga
Kebersihan

58.927.136 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.08.1.01.0013 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga
Keamanan

31.900.072 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.08.1.01.0013 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi
Konstruksi

884.394.560 739.554.560,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.08.1.01.0013 5.1.02.02.08.0018 Belanja Jasa Konsultansi
Pengawasan Arsitektur

884.394.560 739.554.560,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.08.1.01.0013 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi
Non Konstruksi

200.000.000 173.499.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.08.1.01.0013 5.1.02.02.09.0012 Belanja Jasa Konsultansi
Berorientasi Layanan-Jasa
Studi Penelitian dan
Bantuan Teknik

200.000.000 173.499.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.08.1.01.0013 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 331.956.755 281.706.620,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.08.1.01.0013 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas
Dalam Negeri

331.956.755 281.706.620,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.08.1.01.0013 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas
Biasa

322.143.755 274.206.620,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.08.1.01.0013 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas
Dalam Kota

9.813.000 7.500.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.08.1.01.0013 5.1.05 Belanja Hibah 8.510.775.800 8.230.001.200,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.08.1.01.0013 5.1.05.01 Belanja Hibah kepada
Pemerintah Pusat

7.580.864.000 7.327.999.200,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.08.1.01.0013 5.1.05.01.02 Belanja Hibah Barang
kepada Pemerintah Pusat

7.580.864.000 7.327.999.200,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
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1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.08.1.01.0013 5.1.05.01.02.0001 Belanja Hibah Barang
kepada Pemerintah Pusat

7.580.864.000 7.327.999.200,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.08.1.01.0013 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada
Badan, Lembaga,
Organisasi
Kemasyarakatan yang
Berbadan Hukum
Indonesia

929.911.800 902.002.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.08.1.01.0013 5.1.05.05.03 Belanja Hibah kepada
Badan dan Lembaga
Nirlaba, Sukarela Bersifat
Sosial Kemasyarakatan

929.911.800 902.002.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.08.1.01.0013 5.1.05.05.03.0002 Belanja Hibah Barang
kepada Badan dan
Lembaga Nirlaba, Sukarela
Bersifat Sosial
Kemasyarakatan

929.911.800 902.002.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.08.1.01.0013 5.2.01 Belanja Modal Tanah 0 0,00 7.100.000.000 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.08.1.01.0013 5.2.01.01 Belanja Modal Tanah 0 0,00 7.100.000.000 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.08.1.01.0013 5.2.01.01.01 Belanja Modal Tanah Persil 0 0,00 7.100.000.000 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.08.1.01.0013 5.2.01.01.01.0001 Belanja Modal Tanah
Bangunan Perumahan/
Gedung Tempat Tinggal

0 0,00 7.100.000.000 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.08.1.01.0013 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan
Bangunan

0 0,00 21.438.756.000 21.238.756.000,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.08.1.01.0013 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan
Gedung

0 0,00 21.438.756.000 21.238.756.000,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.08.1.01.0013 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan
Gedung Tempat Kerja

0 0,00 21.438.756.000 21.238.756.000,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.08.1.01.0013 5.2.03.01.01.0009 Belanja Modal Bangunan
Gedung Tempat Pertemuan

0 0,00 10.439.897.000 10.239.897.000,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.08.1.01.0013 5.2.03.01.01.0037 Belanja Modal Bangunan
Gedung Tempat Kerja
Lainnya

0 0,00 10.998.859.000 10.998.859.000,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.08.1.01.0016 Pengubahsuaian Bangunan
Gedung untuk Kepentingan
Strategis Daerah Provinsi

19.468.924.852 19.453.628.520,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.08.1.01.0016 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.629.430.252 16.614.133.920,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.08.1.01.0016 5.1.02.02 Belanja Jasa 704.504.352 690.466.596,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.08.1.01.0016 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 91.450.536 91.371.020,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.08.1.01.0016 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga
Administrasi

31.450.536 31.437.432,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.08.1.01.0016 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 60.000.000 59.933.588,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.08.1.01.0016 5.1.02.02.02 Belanja Iuran
Jaminan/Asuransi

1.876.116 1.853.676,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.08.1.01.0016 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan
Kesehatan bagi Non ASN

1.652.964 1.633.200,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.08.1.01.0016 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan
Kecelakaan Kerja bagi Non
ASN

99.180 97.992,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.08.1.01.0016 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan
Kematian bagi Non ASN

123.972 122.484,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.08.1.01.0016 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi
Konstruksi

611.177.700 597.241.900,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.08.1.01.0016 5.1.02.02.08.0001 Belanja Jasa Konsultansi
Perencanaan Arsitektur-
Jasa Nasihat dan Pra
Desain Arsitektural

7.943.000 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.08.1.01.0016 5.1.02.02.08.0018 Belanja Jasa Konsultansi
Pengawasan Arsitektur

603.234.700 597.241.900,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.08.1.01.0016 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 15.859.943.900 15.859.943.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.08.1.01.0016 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan
Gedung dan Bangunan

15.859.943.900 15.859.943.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.08.1.01.0016 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan
Bangunan Gedung-
Bangunan Gedung Tempat
Kerja-Bangunan Gedung
Kantor

15.859.943.900 15.859.943.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.08.1.01.0016 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 64.982.000 63.724.324,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.08.1.01.0016 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas
Dalam Negeri

64.982.000 63.724.324,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.08.1.01.0016 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas
Biasa

64.982.000 63.724.324,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.08.1.01.0016 5.1.05 Belanja Hibah 2.839.494.600 2.839.494.600,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.08.1.01.0016 5.1.05.01 Belanja Hibah kepada
Pemerintah Pusat

2.739.684.000 2.739.684.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.08.1.01.0016 5.1.05.01.02 Belanja Hibah Barang
kepada Pemerintah Pusat

2.739.684.000 2.739.684.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.08.1.01.0016 5.1.05.01.02.0001 Belanja Hibah Barang
kepada Pemerintah Pusat

2.739.684.000 2.739.684.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.08.1.01.0016 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada
Badan, Lembaga,
Organisasi
Kemasyarakatan yang
Berbadan Hukum
Indonesia

99.810.600 99.810.600,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.08.1.01.0016 5.1.05.05.02 Belanja Hibah kepada
Badan dan Lembaga
Nirlaba, Sukarela dan
Sosial yang Telah Memiliki
Surat Keterangan Terdaftar

99.810.600 99.810.600,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.08.1.01.0016 5.1.05.05.02.0002 Belanja Hibah Barang
kepada Badan dan
Lembaga Nirlaba, Sukarela
dan Sosial yang Telah
Memiliki Surat Keterangan
Terdaftar

99.810.600 99.810.600,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
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1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.08.1.01.0019 Pembangunan,
Pemanfaatan, Pelestariaan
dan Pembongkaran
Bangunan Gedung untuk
Kepentingan Strategis
Daerah Provinsi

1.516.170.224 1.515.654.204,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.08.1.01.0019 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.516.170.224 1.515.654.204,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.08.1.01.0019 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.323.004.572 1.322.706.952,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.08.1.01.0019 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 31.450.536 31.175.344,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.08.1.01.0019 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga
Administrasi

31.450.536 31.175.344,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.08.1.01.0019 5.1.02.02.02 Belanja Iuran
Jaminan/Asuransi

1.876.116 1.853.688,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.08.1.01.0019 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan
Kesehatan bagi Non ASN

1.652.964 1.633.200,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.08.1.01.0019 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan
Kecelakaan Kerja bagi Non
ASN

99.180 97.992,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.08.1.01.0019 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan
Kematian bagi Non ASN

123.972 122.496,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.08.1.01.0019 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi
Konstruksi

1.289.677.920 1.289.677.920,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.08.1.01.0019 5.1.02.02.08.0001 Belanja Jasa Konsultansi
Perencanaan Arsitektur-
Jasa Nasihat dan Pra
Desain Arsitektural

1.289.677.920 1.289.677.920,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.08.1.01.0019 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 193.165.652 192.947.252,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.08.1.01.0019 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas
Dalam Negeri

193.165.652 192.947.252,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.08.1.01.0019 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas
Biasa

187.165.652 186.947.252,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.08.1.01.0019 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas
Dalam Kota

6.000.000 6.000.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.09 PROGRAM PENATAAN
BANGUNAN DAN
LINGKUNGANNYA

10.365.003.403 4.046.974.244,22 2.952.107.100 2.952.107.000,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.09.1.01 Penyelenggaraan Penataan
Bangunan dan Lingkungan
di Kawasan Strategis
Daerah Provinsi dan Lintas
Daerah Kabupaten/Kota

10.365.003.403 4.046.974.244,22 2.952.107.100 2.952.107.000,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.09.1.01.0008 Penataan Bangunan dan
Lingkungan Kawasan
Cagar Budaya, Kawasan
Pariwisata, Kawasan
Sistem Perkotaan Nasional
dan Kawasan Strategis
Lainnya

10.365.003.403 4.046.974.244,22 2.952.107.100 2.952.107.000,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.09.1.01.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.787.477.166 3.197.202.783,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.09.1.01.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 2.730.792.200 1.691.498.225,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.09.1.01.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.730.792.200 1.691.498.225,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.09.1.01.0008 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk
Kegiatan Kantor- Bahan
Cetak

800.000 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.09.1.01.0008 5.1.02.01.01.0040 Belanja Persediaan untuk
Dijual/Diserahkan-
Persediaan untuk
Dijual/Diserahkan Lainnya

2.729.992.200 1.691.498.225,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.09.1.01.0008 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.725.189.058 1.326.811.742,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.09.1.01.0008 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 69.401.072 62.842.104,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.09.1.01.0008 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana
Kegiatan dan Sekretariat
Tim Pelaksana Kegiatan

6.500.000 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.09.1.01.0008 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga
Administrasi

62.901.072 62.842.104,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.09.1.01.0008 5.1.02.02.02 Belanja Iuran
Jaminan/Asuransi

3.752.232 3.707.376,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.09.1.01.0008 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan
Kesehatan bagi Non ASN

3.305.928 3.266.400,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.09.1.01.0008 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan
Kecelakaan Kerja bagi Non
ASN

198.360 195.984,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.09.1.01.0008 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan
Kematian bagi Non ASN

247.944 244.992,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.09.1.01.0008 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan
dan Mesin

8.360.000 800.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.09.1.01.0008 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan
Bermotor Penumpang

7.560.000 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.09.1.01.0008 5.1.02.02.04.0049 Belanja Sewa Alat
Angkutan Apung Bermotor
untuk Penumpang

800.000 800.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.09.1.01.0008 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi
Konstruksi

1.643.675.754 1.259.462.262,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.09.1.01.0008 5.1.02.02.08.0001 Belanja Jasa Konsultansi
Perencanaan Arsitektur-
Jasa Nasihat dan Pra
Desain Arsitektural

1.114.072.070 1.114.072.070,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.09.1.01.0008 5.1.02.02.08.0006 Belanja Jasa Konsultansi
Perencanaan Rekayasa-
Jasa Nasihat dan
Konsultansi Rekayasa
Teknik

100.000.000 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.09.1.01.0008 5.1.02.02.08.0018 Belanja Jasa Konsultansi
Pengawasan Arsitektur

329.635.684 145.390.192,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
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1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.09.1.01.0008 5.1.02.02.08.0019 Belanja Jasa Konsultansi
Pengawasan Rekayasa-
Jasa Pengawas Pekerjaan
Konstruksi Bangunan
Gedung

99.968.000 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.09.1.01.0008 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 100.000.000 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.09.1.01.0008 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan
Peralatan dan Mesin

100.000.000 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.09.1.01.0008 5.1.02.03.02.0133 Belanja Pemeliharaan Alat
Studio, Komunikasi, dan
Pemancar-Alat Studio-
Peralatan Studio Video dan
Film

100.000.000 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.09.1.01.0008 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 231.495.908 178.892.816,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.09.1.01.0008 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas
Dalam Negeri

231.495.908 178.892.816,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.09.1.01.0008 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas
Biasa

195.037.908 152.586.197,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.09.1.01.0008 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas
Dalam Kota

20.666.000 13.350.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.09.1.01.0008 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas
Paket Meeting Luar Kota

15.792.000 12.956.619,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.09.1.01.0008 5.1.05 Belanja Hibah 5.577.526.237 849.771.461,22 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.09.1.01.0008 5.1.05.01 Belanja Hibah kepada
Pemerintah Pusat

2.194.629.000 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.09.1.01.0008 5.1.05.01.02 Belanja Hibah Barang
kepada Pemerintah Pusat

2.194.629.000 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.09.1.01.0008 5.1.05.01.02.0001 Belanja Hibah Barang
kepada Pemerintah Pusat

2.194.629.000 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.09.1.01.0008 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada
Badan, Lembaga,
Organisasi
Kemasyarakatan yang
Berbadan Hukum
Indonesia

3.382.897.237 849.771.461,22 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.09.1.01.0008 5.1.05.05.02 Belanja Hibah kepada
Badan dan Lembaga
Nirlaba, Sukarela dan
Sosial yang Telah Memiliki
Surat Keterangan Terdaftar

599.454.500 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.09.1.01.0008 5.1.05.05.02.0002 Belanja Hibah Barang
kepada Badan dan
Lembaga Nirlaba, Sukarela
dan Sosial yang Telah
Memiliki Surat Keterangan
Terdaftar

599.454.500 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.09.1.01.0008 5.1.05.05.03 Belanja Hibah kepada
Badan dan Lembaga
Nirlaba, Sukarela Bersifat
Sosial Kemasyarakatan

2.783.442.737 849.771.461,22 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.09.1.01.0008 5.1.05.05.03.0002 Belanja Hibah Barang
kepada Badan dan
Lembaga Nirlaba, Sukarela
Bersifat Sosial
Kemasyarakatan

2.783.442.737 849.771.461,22 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.09.1.01.0008 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan
Bangunan

0 0,00 2.952.107.100 2.952.107.000,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.09.1.01.0008 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan
Gedung

0 0,00 2.952.107.100 2.952.107.000,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.09.1.01.0008 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan
Gedung Tempat Kerja

0 0,00 2.952.107.100 2.952.107.000,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.09.1.01.0008 5.2.03.01.01.0012 Belanja Modal Bangunan
Gedung
Pertokoan/Koperasi/Pasar

0 0,00 2.952.107.100 2.952.107.000,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.10 PROGRAM
PENYELENGGARAAN JALAN

19.799.723.272 12.657.557.299,00 32.272.081.750 32.141.043.150,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.10.1.01 Penyelenggaraan Jalan
Provinsi

19.799.723.272 12.657.557.299,00 32.272.081.750 32.141.043.150,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.10.1.01.0024 Pengawasan
Penyelenggaraan Jalan
Kewenangan Provinsi

1.682.312.000 1.261.541.320,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.10.1.01.0024 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.682.312.000 1.261.541.320,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.10.1.01.0024 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.682.312.000 1.261.541.320,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.10.1.01.0024 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi
Konstruksi

1.682.312.000 1.261.541.320,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.10.1.01.0024 5.1.02.02.08.0020 Belanja Jasa Konsultansi
Pengawasan Rekayasa-
Jasa Pengawas Pekerjaan
Konstruksi Teknik Sipil
Transportasi

1.682.312.000 1.261.541.320,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.10.1.01.0031 Rekonstruksi Jalan 833.266.520 827.806.014,00 31.991.414.000 31.860.375.400,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.10.1.01.0031 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 333.266.520 332.708.014,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.10.1.01.0031 5.1.02.02 Belanja Jasa 333.266.520 332.708.014,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.10.1.01.0031 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 314.505.360 314.171.206,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.10.1.01.0031 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga
Administrasi

314.505.360 314.171.206,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.10.1.01.0031 5.1.02.02.02 Belanja Iuran
Jaminan/Asuransi

18.761.160 18.536.808,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.10.1.01.0031 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan
Kesehatan bagi Non ASN

16.529.640 16.332.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.10.1.01.0031 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan
Kecelakaan Kerja bagi Non
ASN

991.800 979.920,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.10.1.01.0031 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan
Kematian bagi Non ASN

1.239.720 1.224.888,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.10.1.01.0031 5.1.05 Belanja Hibah 500.000.000 495.098.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
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1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.10.1.01.0031 5.1.05.01 Belanja Hibah kepada
Pemerintah Pusat

500.000.000 495.098.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.10.1.01.0031 5.1.05.01.02 Belanja Hibah Barang
kepada Pemerintah Pusat

500.000.000 495.098.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.10.1.01.0031 5.1.05.01.02.0001 Belanja Hibah Barang
kepada Pemerintah Pusat

500.000.000 495.098.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.10.1.01.0031 5.2.04 Belanja Modal Jalan,
Jaringan, dan Irigasi

0 0,00 31.991.414.000 31.860.375.400,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.10.1.01.0031 5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan
Jembatan

0 0,00 31.991.414.000 31.860.375.400,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.10.1.01.0031 5.2.04.01.01 Belanja Modal Jalan 0 0,00 31.991.414.000 31.860.375.400,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.10.1.01.0031 5.2.04.01.01.0002 Belanja Modal Jalan
Provinsi

0 0,00 31.991.414.000 31.860.375.400,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.10.1.01.0032 Pembangunan Jembatan 0 0,00 280.667.750 280.667.750,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.10.1.01.0032 5.2.04 Belanja Modal Jalan,
Jaringan, dan Irigasi

0 0,00 280.667.750 280.667.750,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.10.1.01.0032 5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan
Jembatan

0 0,00 280.667.750 280.667.750,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.10.1.01.0032 5.2.04.01.02 Belanja Modal Jembatan 0 0,00 280.667.750 280.667.750,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.10.1.01.0032 5.2.04.01.02.0002 Belanja Modal Jembatan
pada Jalan Provinsi

0 0,00 280.667.750 280.667.750,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.10.1.01.0033 Pemeliharaan Rutin Jalan 5.715.074.400 5.548.384.544,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.10.1.01.0033 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.715.074.400 5.548.384.544,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.10.1.01.0033 5.1.02.01 Belanja Barang 369.293.100 344.786.350,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.10.1.01.0033 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 367.262.700 342.758.350,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.10.1.01.0033 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan
Bangunan dan Konstruksi

241.718.900 233.519.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.10.1.01.0033 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan
Bakar dan Pelumas

81.823.800 81.658.350,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.10.1.01.0033 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung
Gas

23.772.000 8.400.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.10.1.01.0033 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku
Cadang Alat Angkutan

134.000 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.10.1.01.0033 5.1.02.01.01.0019 Belanja Suku Cadang-Suku
Cadang Alat Pertanian

8.391.000 7.929.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.10.1.01.0033 5.1.02.01.01.0020 Belanja Suku Cadang-Suku
Cadang Alat Bengkel

3.150.000 3.150.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.10.1.01.0033 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk
Kegiatan Kantor-Perabot
Kantor

238.800 236.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.10.1.01.0033 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk
Kegiatan Kantor-
Perlengkapan Dinas

2.410.200 2.405.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.10.1.01.0033 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk
Kegiatan Kantor-
Suvenir/Cendera Mata

4.350.000 4.200.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.10.1.01.0033 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk
Kegiatan Kantor-
Alat/Bahan untuk Kegiatan
Kantor Lainnya

670.800 663.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.10.1.01.0033 5.1.02.01.01.0067 Belanja Pakaian
Penyelamatan

603.200 598.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.10.1.01.0033 5.1.02.01.02 Belanja Barang Tak Habis
Pakai

2.030.400 2.028.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.10.1.01.0033 5.1.02.01.02.0004 Belanja Komponen-
Komponen Rambu-Rambu

2.030.400 2.028.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.10.1.01.0033 5.1.02.02 Belanja Jasa 932.431.900 820.745.630,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.10.1.01.0033 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 407.431.900 372.935.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.10.1.01.0033 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga
Penanganan Prasarana dan
Sarana Umum

397.440.000 365.820.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.10.1.01.0033 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame,
Film, dan Pemotretan

5.050.000 5.000.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.10.1.01.0033 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 4.941.900 2.115.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.10.1.01.0033 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi
Konstruksi

525.000.000 447.810.630,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.10.1.01.0033 5.1.02.02.08.0009 Belanja Jasa Konsultansi
Perencanaan Rekayasa-
Jasa Desain Rekayasa
untuk Pekerjaan Teknik
Sipil Transportasi

250.000.000 248.787.630,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.10.1.01.0033 5.1.02.02.08.0020 Belanja Jasa Konsultansi
Pengawasan Rekayasa-
Jasa Pengawas Pekerjaan
Konstruksi Teknik Sipil
Transportasi

275.000.000 199.023.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.10.1.01.0033 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 4.169.049.400 4.141.647.150,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.10.1.01.0033 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan
Peralatan dan Mesin

92.775.000 71.432.750,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.10.1.01.0033 5.1.02.03.02.0003 Belanja Pemeliharaan Alat
Besar-Alat Besar Darat-
Excavator

37.110.000 20.932.500,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.10.1.01.0033 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat
Angkutan-Alat Angkutan
Darat Bermotor-Kendaraan
Bermotor Penumpang

55.665.000 50.500.250,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.10.1.01.0033 5.1.02.03.04 Belanja Pemeliharaan
Jalan, Jaringan, dan Irigasi

4.076.274.400 4.070.214.400,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.10.1.01.0033 5.1.02.03.04.0002 Belanja Pemeliharaan Jalan
dan Jembatan-Jalan-Jalan
Provinsi

4.016.214.400 4.016.214.400,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
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1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.10.1.01.0033 5.1.02.03.04.0012 Belanja Pemeliharaan Jalan
dan Jembatan-Jembatan-
Jembatan pada Jalan
Provinsi

60.060.000 54.000.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.10.1.01.0033 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 244.300.000 241.205.414,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.10.1.01.0033 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas
Dalam Negeri

244.300.000 241.205.414,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.10.1.01.0033 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas
Biasa

205.150.000 205.055.414,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.10.1.01.0033 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas
Dalam Kota

39.150.000 36.150.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.10.1.01.0041 Penyusunan Rencana,
Kebijakan, Strategi dan
Teknis Pengembangan
Jaringan Jalan serta
Perencanaan Teknis
Penyelenggaraan Jalan dan
Jembatan

1.844.013.071 1.790.378.093,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.10.1.01.0041 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.844.013.071 1.790.378.093,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.10.1.01.0041 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.165.891.324 1.112.320.983,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.10.1.01.0041 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 403.994.280 402.873.856,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.10.1.01.0041 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga
Administrasi

283.054.824 281.934.400,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.10.1.01.0041 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 120.939.456 120.939.456,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.10.1.01.0041 5.1.02.02.02 Belanja Iuran
Jaminan/Asuransi

16.885.044 16.683.132,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.10.1.01.0041 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan
Kesehatan bagi Non ASN

14.876.676 14.698.800,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.10.1.01.0041 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan
Kecelakaan Kerja bagi Non
ASN

892.620 881.916,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.10.1.01.0041 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan
Kematian bagi Non ASN

1.115.748 1.102.416,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.10.1.01.0041 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan
dan Mesin

8.000.000 8.000.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.10.1.01.0041 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan
Bermotor Penumpang

8.000.000 8.000.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.10.1.01.0041 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi
Konstruksi

687.012.000 684.763.995,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.10.1.01.0041 5.1.02.02.08.0009 Belanja Jasa Konsultansi
Perencanaan Rekayasa-
Jasa Desain Rekayasa
untuk Pekerjaan Teknik
Sipil Transportasi

687.012.000 684.763.995,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.10.1.01.0041 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi
Non Konstruksi

50.000.000 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.10.1.01.0041 5.1.02.02.09.0012 Belanja Jasa Konsultansi
Berorientasi Layanan-Jasa
Studi Penelitian dan
Bantuan Teknik

50.000.000 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.10.1.01.0041 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 678.121.747 678.057.110,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.10.1.01.0041 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas
Dalam Negeri

678.121.747 678.057.110,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.10.1.01.0041 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas
Biasa

678.121.747 678.057.110,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.10.1.01.0042 Pembangunan Jalan 8.225.057.281 2.929.948.793,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.10.1.01.0042 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.527.993.281 2.720.829.593,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.10.1.01.0042 5.1.02.01 Belanja Barang 6.800.000.000 2.086.328.600,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.10.1.01.0042 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.800.000.000 2.086.328.600,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.10.1.01.0042 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk
Dijual/Diserahkan-
Persediaan untuk
Dijual/Diserahkan kepada
Masyarakat

6.800.000.000 2.086.328.600,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.10.1.01.0042 5.1.02.02 Belanja Jasa 433.266.520 340.092.032,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.10.1.01.0042 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 314.505.360 312.094.140,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.10.1.01.0042 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga
Administrasi

314.505.360 312.094.140,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.10.1.01.0042 5.1.02.02.02 Belanja Iuran
Jaminan/Asuransi

18.761.160 18.536.820,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.10.1.01.0042 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan
Kesehatan bagi Non ASN

16.529.640 16.332.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.10.1.01.0042 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan
Kecelakaan Kerja bagi Non
ASN

991.800 979.920,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.10.1.01.0042 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan
Kematian bagi Non ASN

1.239.720 1.224.900,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.10.1.01.0042 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi
Non Konstruksi

100.000.000 9.461.072,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.10.1.01.0042 5.1.02.02.09.0012 Belanja Jasa Konsultansi
Berorientasi Layanan-Jasa
Studi Penelitian dan
Bantuan Teknik

100.000.000 9.461.072,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.10.1.01.0042 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 294.726.761 294.408.961,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.10.1.01.0042 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas
Dalam Negeri

294.726.761 294.408.961,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.10.1.01.0042 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas
Biasa

294.726.761 294.408.961,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.10.1.01.0042 5.1.05 Belanja Hibah 697.064.000 209.119.200,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.10.1.01.0042 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada
Badan, Lembaga,
Organisasi
Kemasyarakatan yang
Berbadan Hukum
Indonesia

697.064.000 209.119.200,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
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1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.10.1.01.0042 5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada
Badan dan Lembaga yang
Bersifat Nirlaba, Sukarela
dan Sosial yang Dibentuk
Berdasarkan Peraturan
Perundang-Undangan

697.064.000 209.119.200,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.10.1.01.0042 5.1.05.05.01.0002 Belanja Hibah Barang
kepada Badan dan
Lembaga yang Bersifat
Nirlaba, Sukarela dan
Sosial yang Dibentuk
Berdasarkan Peraturan
Perundang-Undangan

697.064.000 209.119.200,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.10.1.01.0043 Survey Kondisi
Jalan/Jembatan

1.500.000.000 299.498.535,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.10.1.01.0043 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000.000 299.498.535,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.10.1.01.0043 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.500.000.000 299.498.535,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.10.1.01.0043 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi
Konstruksi

1.500.000.000 299.498.535,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.10.1.01.0043 5.1.02.02.08.0009 Belanja Jasa Konsultansi
Perencanaan Rekayasa-
Jasa Desain Rekayasa
untuk Pekerjaan Teknik
Sipil Transportasi

1.500.000.000 299.498.535,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.11 PROGRAM
PENGEMBANGAN JASA
KONSTRUKSI

638.656.000 578.005.573,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.11.1.01 Penyelenggaraan Pelatihan
Tenaga Ahli Konstruksi

368.979.027 316.676.388,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.11.1.01.0011 Pelatihan Tenaga Kerja
Konstruksi Kualifikasi Ahli

168.578.175 155.137.766,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.11.1.01.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 168.578.175 155.137.766,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.11.1.01.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 56.105.280 56.000.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.11.1.01.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 56.105.280 56.000.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.11.1.01.0011 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan
Minuman Rapat

56.105.280 56.000.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.11.1.01.0011 5.1.02.02 Belanja Jasa 20.400.000 12.000.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.11.1.01.0011 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 20.400.000 12.000.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.11.1.01.0011 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber
atau Pembahas,
Moderator, Pembawa
Acara, dan Panitia

20.400.000 12.000.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.11.1.01.0011 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 92.072.895 87.137.766,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.11.1.01.0011 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas
Dalam Negeri

92.072.895 87.137.766,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.11.1.01.0011 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas
Biasa

77.252.655 77.119.327,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.11.1.01.0011 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas
Paket Meeting Luar Kota

14.820.240 10.018.439,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.11.1.01.0012 Pembinaan dan
Peningkatan Kapasitas
Kelembagaan Konstruksi

60.118.433 48.564.322,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.11.1.01.0012 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 60.118.433 48.564.322,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.11.1.01.0012 5.1.02.02 Belanja Jasa 19.300.000 8.100.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.11.1.01.0012 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 19.300.000 8.100.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.11.1.01.0012 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber
atau Pembahas,
Moderator, Pembawa
Acara, dan Panitia

19.300.000 8.100.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.11.1.01.0012 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 40.818.433 40.464.322,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.11.1.01.0012 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas
Dalam Negeri

40.818.433 40.464.322,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.11.1.01.0012 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas
Biasa

40.818.433 40.464.322,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.11.1.01.0014 Fasilitasi Sertifikasi Tenaga
Kerja Konstruksi Kualifikasi
Ahli

140.282.419 112.974.300,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.11.1.01.0014 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 140.282.419 112.974.300,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.11.1.01.0014 5.1.02.01 Belanja Barang 200.000 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.11.1.01.0014 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 200.000 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.11.1.01.0014 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk
Kegiatan Kantor- Kertas
dan Cover

200.000 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.11.1.01.0014 5.1.02.02 Belanja Jasa 135.000.000 108.000.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.11.1.01.0014 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan,
Sosialisasi, Bimbingan
Teknis serta Pendidikan
dan Pelatihan

135.000.000 108.000.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.11.1.01.0014 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus
Singkat/Pelatihan

135.000.000 108.000.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.11.1.01.0014 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.082.419 4.974.300,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.11.1.01.0014 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas
Dalam Negeri

5.082.419 4.974.300,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.11.1.01.0014 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas
Biasa

5.082.419 4.974.300,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.11.1.02 Penyelenggaraan Sistem
Informasi Jasa Konstruksi
(SIPJAKI) Cakupan Daerah
Provinsi

149.953.249 142.270.947,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.11.1.02.0006 Operasionalisasi Layanan
Informasi Jasa Konstruksi

74.827.124 68.963.318,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.11.1.02.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 74.827.124 68.963.318,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.11.1.02.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 12.600.000 7.500.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
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1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.11.1.02.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.600.000 7.500.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.11.1.02.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan
Minuman Rapat

12.600.000 7.500.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.11.1.02.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.400.000 5.400.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.11.1.02.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.400.000 5.400.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.11.1.02.0006 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber
atau Pembahas,
Moderator, Pembawa
Acara, dan Panitia

5.400.000 5.400.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.11.1.02.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 56.827.124 56.063.318,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.11.1.02.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas
Dalam Negeri

56.827.124 56.063.318,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.11.1.02.0006 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas
Biasa

51.292.724 51.248.418,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.11.1.02.0006 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas
Dalam Kota

1.300.000 1.300.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.11.1.02.0006 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas
Paket Meeting Dalam Kota

1.346.400 650.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.11.1.02.0006 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas
Paket Meeting Luar Kota

2.888.000 2.864.900,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.11.1.02.0008 Penyediaan Data dan
Informasi Jasa Konstruksi
Cakupan Provinsi

75.126.125 73.307.629,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.11.1.02.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 75.126.125 73.307.629,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.11.1.02.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 785.000 760.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.11.1.02.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 785.000 760.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.11.1.02.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan
Minuman Rapat

785.000 760.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.11.1.02.0008 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 74.341.125 72.547.629,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.11.1.02.0008 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas
Dalam Negeri

74.341.125 72.547.629,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.11.1.02.0008 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas
Biasa

73.041.125 72.027.629,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.11.1.02.0008 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas
Dalam Kota

1.300.000 520.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.11.1.03 Kebijakan Khusus
Terhadap Penyelenggaraan
Jasa Konstruksi

119.723.724 119.058.238,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.11.1.03.0006 Pembinaan Tertib Usaha,
Tertib Penyelenggaraan,
dan Tertib Pemanfaatan
Produk Jasa Konstruksi

96.967.508 96.834.238,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.11.1.03.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 96.967.508 96.834.238,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.11.1.03.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 96.967.508 96.834.238,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.11.1.03.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas
Dalam Negeri

96.967.508 96.834.238,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.11.1.03.0006 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas
Biasa

96.217.508 96.084.238,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.11.1.03.0006 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas
Dalam Kota

750.000 750.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.11.1.03.0008 Penyusunan Produk Hukum
Daerah terkait
Penyelenggaraan Jasa
Konstruksi di Provinsi

22.756.216 22.224.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.11.1.03.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.756.216 22.224.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.11.1.03.0008 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 22.756.216 22.224.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.11.1.03.0008 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas
Dalam Negeri

22.756.216 22.224.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.11.1.03.0008 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas
Biasa

22.756.216 22.224.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.12 PROGRAM
PENYELENGGARAAN
PENATAAN RUANG

939.455.510 866.589.272,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.12.1.01 Penetapan Rencana Tata
Ruang Wilayah dan
Rencana Rinci Tata Ruang
Provinsi

417.449.589 377.588.658,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.12.1.01.0007 Pelaksanaan Persetujuan
Substansi RTRW Provinsi

417.449.589 377.588.658,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.12.1.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 417.449.589 377.588.658,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.12.1.01.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 66.526.652 65.715.191,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.12.1.01.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 64.650.536 63.861.515,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.12.1.01.0007 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga
Administrasi

31.450.536 31.286.731,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.12.1.01.0007 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 32.000.000 31.500.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.12.1.01.0007 5.1.02.02.01.0063 Belanja
Kawat/Faksimili/Internet/TV
Berlangganan

1.200.000 1.074.784,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.12.1.01.0007 5.1.02.02.02 Belanja Iuran
Jaminan/Asuransi

1.876.116 1.853.676,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.12.1.01.0007 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan
Kesehatan bagi Non ASN

1.652.964 1.633.200,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.12.1.01.0007 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan
Kecelakaan Kerja bagi Non
ASN

99.180 97.992,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.12.1.01.0007 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan
Kematian bagi Non ASN

123.972 122.484,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.12.1.01.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 350.922.937 311.873.467,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.12.1.01.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas
Dalam Negeri

350.922.937 311.873.467,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

Kode

Uraian Urusan,
Organisasi, Program,

Kegiatan dan Sub
Kegiatan

Kelompok Belanja

Operasi Modal Tak Terduga Transfer

Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.12.1.01.0007 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas
Biasa

350.922.937 311.873.467,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.12.1.02 Koordinasi dan Sinkronisasi
Perencanaan Tata Ruang

203.376.000 191.090.228,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.12.1.02.0009 Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang
RTRW Kabupaten/Kota

203.376.000 191.090.228,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.12.1.02.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 203.376.000 191.090.228,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.12.1.02.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 9.900.000 7.350.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.12.1.02.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.900.000 7.350.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.12.1.02.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan
Minuman Rapat

9.900.000 7.350.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.12.1.02.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 57.750.000 51.975.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.12.1.02.0009 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi
Non Konstruksi

57.750.000 51.975.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.12.1.02.0009 5.1.02.02.09.0012 Belanja Jasa Konsultansi
Berorientasi Layanan-Jasa
Studi Penelitian dan
Bantuan Teknik

57.750.000 51.975.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.12.1.02.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 135.726.000 131.765.228,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.12.1.02.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas
Dalam Negeri

135.726.000 131.765.228,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.12.1.02.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas
Biasa

135.726.000 131.765.228,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.12.1.03 Koordinasi dan Sinkronisasi
Pemanfataan Ruang
Daerah Provinsi

181.543.221 161.023.686,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.12.1.03.0007 Pelaksanaan Sinkronisasi
Program Pemanfaatan
Ruang

181.543.221 161.023.686,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.12.1.03.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 181.543.221 161.023.686,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.12.1.03.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 3.300.000 3.250.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.12.1.03.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.300.000 3.250.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.12.1.03.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan
Minuman Rapat

3.300.000 3.250.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.12.1.03.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 87.350.000 79.448.250,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.12.1.03.0007 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi
Non Konstruksi

87.350.000 79.448.250,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.12.1.03.0007 5.1.02.02.09.0012 Belanja Jasa Konsultansi
Berorientasi Layanan-Jasa
Studi Penelitian dan
Bantuan Teknik

87.350.000 79.448.250,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.12.1.03.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 90.893.221 78.325.436,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.12.1.03.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas
Dalam Negeri

90.893.221 78.325.436,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.12.1.03.0007 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas
Biasa

90.893.221 78.325.436,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.12.1.04 Koordinasi dan Sinkronisasi
Pengendalian Pemanfataan
Ruang Daerah Provinsi

137.086.700 136.886.700,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.12.1.04.0004 Koordinasi Pelaksanaan
Penataan Ruang

68.099.137 67.899.137,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.12.1.04.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 68.099.137 67.899.137,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.12.1.04.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 200.000 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.12.1.04.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 200.000 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.12.1.04.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk
Kegiatan Kantor- Kertas
dan Cover

200.000 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.12.1.04.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 67.899.137 67.899.137,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.12.1.04.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas
Dalam Negeri

67.899.137 67.899.137,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.12.1.04.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas
Biasa

67.899.137 67.899.137,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.12.1.04.0007 Pengawasan kinerja
pemenuhan standar teknis
kawasan

68.987.563 68.987.563,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.12.1.04.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 68.987.563 68.987.563,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.12.1.04.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 8.760.000 8.760.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.12.1.04.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.760.000 8.760.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.12.1.04.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan
Minuman Rapat

8.760.000 8.760.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.12.1.04.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 60.227.563 60.227.563,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.12.1.04.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas
Dalam Negeri

60.227.563 60.227.563,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0000 1.03.12.1.04.0007 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas
Biasa

60.227.563 60.227.563,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0001 UPTD LABORATORIUM
BAHAN KONSTRUKSI DAN
PERALATAN

948.539.390 920.532.902 0 0 0 0 0 0

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0001 1.03.01 PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH PROVINSI

948.539.390 920.532.902,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0001 1.03.01.1.06 Administrasi Umum
Perangkat Daerah

161.722.405 146.814.400,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0001 1.03.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen
Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor

30.019.875 21.016.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0001 1.03.01.1.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.019.875 21.016.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0001 1.03.01.1.06.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 30.019.875 21.016.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0001 1.03.01.1.06.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 30.019.875 21.016.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
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1.03 1.03.2.10.0.00.03.0001 1.03.01.1.06.0001 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 30.019.875 21.016.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0001 1.03.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik
Kantor

54.556.190 49.152.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0001 1.03.01.1.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 54.556.190 49.152.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0001 1.03.01.1.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 54.556.190 49.152.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0001 1.03.01.1.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 54.556.190 49.152.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0001 1.03.01.1.06.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk
Kegiatan Kantor-Alat Tulis
Kantor

23.974.200 21.380.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0001 1.03.01.1.06.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk
Kegiatan Kantor- Kertas
dan Cover

15.662.990 14.176.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0001 1.03.01.1.06.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk
Kegiatan Kantor-Bahan
Komputer

14.919.000 13.596.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0001 1.03.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material 29.010.165 28.515.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0001 1.03.01.1.06.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.010.165 28.515.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0001 1.03.01.1.06.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 29.010.165 28.515.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0001 1.03.01.1.06.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 29.010.165 28.515.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0001 1.03.01.1.06.0007 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan
Bangunan dan Konstruksi

1.389.165 1.350.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0001 1.03.01.1.06.0007 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan
Kimia

6.309.000 6.160.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0001 1.03.01.1.06.0007 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan
Lainnya

21.312.000 21.005.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0001 1.03.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi
SKPD

48.136.175 48.131.400,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0001 1.03.01.1.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 48.136.175 48.131.400,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0001 1.03.01.1.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 48.136.175 48.131.400,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0001 1.03.01.1.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas
Dalam Negeri

48.136.175 48.131.400,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0001 1.03.01.1.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas
Biasa

43.336.175 43.331.400,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0001 1.03.01.1.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas
Dalam Kota

4.800.000 4.800.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0001 1.03.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang
Urusan Pemerintahan
Daerah

592.450.000 582.305.502,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0001 1.03.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan
dan Perlengkapan Kantor

63.082.000 55.887.600,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0001 1.03.01.1.08.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 63.082.000 55.887.600,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0001 1.03.01.1.08.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 39.202.000 38.100.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0001 1.03.01.1.08.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 39.202.000 38.100.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0001 1.03.01.1.08.0003 5.1.02.01.01.0063 Belanja Pakaian Dinas
Harian (PDH)

33.640.000 32.600.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0001 1.03.01.1.08.0003 5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 5.562.000 5.500.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0001 1.03.01.1.08.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 23.880.000 17.787.600,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0001 1.03.01.1.08.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 23.880.000 17.787.600,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0001 1.03.01.1.08.0003 5.1.02.02.01.0063 Belanja
Kawat/Faksimili/Internet/TV
Berlangganan

23.880.000 17.787.600,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0001 1.03.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan
Umum Kantor

529.368.000 526.417.902,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0001 1.03.01.1.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 529.368.000 526.417.902,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0001 1.03.01.1.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 466.800.000 464.119.402,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0001 1.03.01.1.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 446.527.576 443.847.040,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0001 1.03.01.1.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga
Administrasi

446.527.576 443.847.040,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0001 1.03.01.1.08.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran
Jaminan/Asuransi

20.272.424 20.272.362,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0001 1.03.01.1.08.0004 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan
Kesehatan bagi Non ASN

17.861.116 17.861.116,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0001 1.03.01.1.08.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan
Kecelakaan Kerja bagi Non
ASN

1.071.692 1.071.668,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0001 1.03.01.1.08.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan
Kematian bagi Non ASN

1.339.616 1.339.578,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0001 1.03.01.1.08.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 62.568.000 62.298.500,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0001 1.03.01.1.08.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas
Dalam Negeri

62.568.000 62.298.500,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0001 1.03.01.1.08.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas
Biasa

51.168.000 51.048.500,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0001 1.03.01.1.08.0004 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas
Dalam Kota

11.400.000 11.250.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0001 1.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

194.366.985 191.413.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0001 1.03.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan
dan Mesin Lainnya

123.132.020 120.303.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0001 1.03.01.1.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 123.132.020 120.303.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0001 1.03.01.1.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 123.132.020 120.303.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0001 1.03.01.1.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan
Peralatan dan Mesin

123.132.020 120.303.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0001 1.03.01.1.09.0006 5.1.02.03.02.0293 Belanja Pemeliharaan Alat
Laboratorium-Unit Alat
Laboratorium-Alat
Laboratorium Lain

10.747.020 10.578.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
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1.03 1.03.2.10.0.00.03.0001 1.03.01.1.09.0006 5.1.02.03.02.0371 Belanja Pemeliharaan Alat
Laboratorium-Alat
Laboratorium Standarisasi
Kalibrasi dan
Instrumentasi-Alat
Laboratorium Standarisasi
Kalibrasi dan Instrumentasi
Lain

112.385.000 109.725.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0001 1.03.01.1.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap
Lainnya

71.234.965 71.110.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0001 1.03.01.1.09.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 71.234.965 71.110.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0001 1.03.01.1.09.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 42.762.765 42.760.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0001 1.03.01.1.09.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 42.762.765 42.760.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0001 1.03.01.1.09.0007 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan
Bakar dan Pelumas

42.762.765 42.760.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0001 1.03.01.1.09.0007 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 28.472.200 28.350.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0001 1.03.01.1.09.0007 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan
Peralatan dan Mesin

28.472.200 28.350.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0001 1.03.01.1.09.0007 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat
Angkutan-Alat Angkutan
Darat Bermotor-Kendaraan
Bermotor Penumpang

16.675.000 16.675.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0001 1.03.01.1.09.0007 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat
Angkutan-Alat Angkutan
Darat Bermotor-Kendaraan
Bermotor Beroda Dua

1.785.000 1.785.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0001 1.03.01.1.09.0007 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat
Kantor dan Rumah
Tangga-Alat Rumah
Tangga-Alat Pendingin

5.416.800 5.300.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0001 1.03.01.1.09.0007 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan
Komputer-Komputer Unit-
Personal Computer

4.595.400 4.590.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0002 UPTD PENGELOLAAN DAN
PEMELIHARAAN
INFRASTRUKTUR

4.849.182.613 4.632.157.991 0 0 0 0 0 0

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0002 1.03.01 PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH PROVINSI

706.699.473 691.722.887,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0002 1.03.01.1.06 Administrasi Umum
Perangkat Daerah

353.550.090 343.339.870,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0002 1.03.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor

67.077.302 65.785.200,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0002 1.03.01.1.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 67.077.302 65.785.200,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0002 1.03.01.1.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 67.077.302 65.785.200,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0002 1.03.01.1.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 67.077.302 65.785.200,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0002 1.03.01.1.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk
Kegiatan Kantor-Alat Tulis
Kantor

39.264.474 38.730.200,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0002 1.03.01.1.06.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk
Kegiatan Kantor- Kertas
dan Cover

10.361.628 10.320.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0002 1.03.01.1.06.0002 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk
Kegiatan Kantor-Benda Pos

2.000.000 2.000.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0002 1.03.01.1.06.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk
Kegiatan Kantor-Bahan
Komputer

15.451.200 14.735.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0002 1.03.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan
Rumah Tangga

68.076.056 63.085.800,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0002 1.03.01.1.06.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 68.076.056 63.085.800,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0002 1.03.01.1.06.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 64.580.580 63.085.800,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0002 1.03.01.1.06.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 64.580.580 63.085.800,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0002 1.03.01.1.06.0003 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan
Kimia

14.009.976 12.733.500,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0002 1.03.01.1.06.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan
Bakar dan Pelumas

24.012.300 24.012.300,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0002 1.03.01.1.06.0003 5.1.02.01.01.0005 Belanja Bahan-Bahan Baku 4.878.450 4.760.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0002 1.03.01.1.06.0003 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk
Kegiatan Kantor-Perabot
Kantor

6.694.854 6.595.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0002 1.03.01.1.06.0003 5.1.02.01.01.0063 Belanja Pakaian Dinas
Harian (PDH)

14.985.000 14.985.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0002 1.03.01.1.06.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.495.476 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0002 1.03.01.1.06.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.495.476 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0002 1.03.01.1.06.0003 5.1.02.02.01.0063 Belanja
Kawat/Faksimili/Internet/TV
Berlangganan

3.495.476 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0002 1.03.01.1.06.0005 Penyediaan Barang
Cetakan dan Penggandaan

72.565.362 69.186.500,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0002 1.03.01.1.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 72.565.362 69.186.500,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0002 1.03.01.1.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 25.945.362 24.509.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0002 1.03.01.1.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 25.945.362 24.509.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0002 1.03.01.1.06.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk
Kegiatan Kantor- Kertas
dan Cover

1.715.616 1.710.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0002 1.03.01.1.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk
Kegiatan Kantor- Bahan
Cetak

20.929.050 19.649.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0002 1.03.01.1.06.0005 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk
Kegiatan Kantor-Perabot
Kantor

3.300.696 3.150.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0002 1.03.01.1.06.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 46.620.000 44.677.500,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0002 1.03.01.1.06.0005 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan
dan Mesin

46.620.000 44.677.500,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
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1.03 1.03.2.10.0.00.03.0002 1.03.01.1.06.0005 5.1.02.02.04.0115 Belanja Sewa Alat
Reproduksi (Penggandaan)

46.620.000 44.677.500,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0002 1.03.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi
SKPD

145.831.370 145.282.370,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0002 1.03.01.1.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 145.831.370 145.282.370,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0002 1.03.01.1.06.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 12.177.000 11.964.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0002 1.03.01.1.06.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.177.000 11.964.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0002 1.03.01.1.06.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan
Minuman Rapat

12.177.000 11.964.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0002 1.03.01.1.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 133.654.370 133.318.370,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0002 1.03.01.1.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas
Dalam Negeri

133.654.370 133.318.370,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0002 1.03.01.1.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas
Biasa

133.654.370 133.318.370,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0002 1.03.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang
Urusan Pemerintahan
Daerah

299.939.868 295.216.917,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0002 1.03.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan
Umum Kantor

299.939.868 295.216.917,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0002 1.03.01.1.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 299.939.868 295.216.917,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0002 1.03.01.1.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 299.939.868 295.216.917,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0002 1.03.01.1.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 283.054.824 278.533.789,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0002 1.03.01.1.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga
Administrasi

220.153.752 216.491.055,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0002 1.03.01.1.08.0004 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga
Kebersihan

31.450.536 31.443.984,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0002 1.03.01.1.08.0004 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga
Keamanan

31.450.536 30.598.750,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0002 1.03.01.1.08.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran
Jaminan/Asuransi

16.885.044 16.683.128,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0002 1.03.01.1.08.0004 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan
Kesehatan bagi Non ASN

14.876.676 14.698.800,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0002 1.03.01.1.08.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan
Kecelakaan Kerja bagi Non
ASN

892.620 881.916,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0002 1.03.01.1.08.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan
Kematian bagi Non ASN

1.115.748 1.102.412,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0002 1.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

53.209.515 53.166.100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0002 1.03.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan
dan Mesin Lainnya

19.369.500 19.341.100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0002 1.03.01.1.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.369.500 19.341.100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0002 1.03.01.1.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 19.369.500 19.341.100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0002 1.03.01.1.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan
Peralatan dan Mesin

19.369.500 19.341.100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0002 1.03.01.1.09.0006 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat
Kantor dan Rumah
Tangga-Alat Rumah
Tangga-Alat Pendingin

2.708.400 2.680.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0002 1.03.01.1.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan
Komputer-Komputer Unit-
Personal Computer

16.661.100 16.661.100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0002 1.03.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi
Sarana dan Prasarana
Pendukung Gedung Kantor
atau Bangunan Lainnya

33.840.015 33.825.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0002 1.03.01.1.09.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 33.840.015 33.825.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0002 1.03.01.1.09.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 540.015 525.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0002 1.03.01.1.09.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 540.015 525.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0002 1.03.01.1.09.0011 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk
Kegiatan Kantor-Alat Listrik

540.015 525.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0002 1.03.01.1.09.0011 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 33.300.000 33.300.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0002 1.03.01.1.09.0011 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan
Peralatan dan Mesin

33.300.000 33.300.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0002 1.03.01.1.09.0011 5.1.02.03.02.0118 Belanja Pemeliharaan Alat
Kantor dan Rumah
Tangga-Alat Rumah
Tangga-Mebel

33.300.000 33.300.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0002 1.03.09 PROGRAM PENATAAN
BANGUNAN DAN
LINGKUNGANNYA

199.629.013 199.549.013,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0002 1.03.09.1.01 Penyelenggaraan Penataan
Bangunan dan Lingkungan
di Kawasan Strategis
Daerah Provinsi dan Lintas
Daerah Kabupaten/Kota

199.629.013 199.549.013,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0002 1.03.09.1.01.0008 Penataan Bangunan dan
Lingkungan Kawasan
Cagar Budaya, Kawasan
Pariwisata, Kawasan
Sistem Perkotaan Nasional
dan Kawasan Strategis
Lainnya

199.629.013 199.549.013,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0002 1.03.09.1.01.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 199.629.013 199.549.013,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0002 1.03.09.1.01.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 181.940.996 181.860.996,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0002 1.03.09.1.01.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 181.940.996 181.860.996,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0002 1.03.09.1.01.0008 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan
Bangunan dan Konstruksi

179.940.996 179.940.996,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0002 1.03.09.1.01.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan
Minuman Rapat

2.000.000 1.920.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0002 1.03.09.1.01.0008 5.1.02.02 Belanja Jasa 17.688.017 17.688.017,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
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1.03 1.03.2.10.0.00.03.0002 1.03.09.1.01.0008 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi
Konstruksi

17.688.017 17.688.017,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0002 1.03.09.1.01.0008 5.1.02.02.08.0018 Belanja Jasa Konsultansi
Pengawasan Arsitektur

17.688.017 17.688.017,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0002 1.03.10 PROGRAM
PENYELENGGARAAN JALAN

3.942.854.127 3.740.886.091,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0002 1.03.10.1.01 Penyelenggaraan Jalan
Provinsi

3.942.854.127 3.740.886.091,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0002 1.03.10.1.01.0026 Pemeliharaan Rutin
Jembatan

2.080.832.390 1.981.743.590,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0002 1.03.10.1.01.0026 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.080.832.390 1.981.743.590,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0002 1.03.10.1.01.0026 5.1.02.01 Belanja Barang 199.433.600 199.433.600,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0002 1.03.10.1.01.0026 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 199.433.600 199.433.600,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0002 1.03.10.1.01.0026 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan
Lainnya

199.433.600 199.433.600,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0002 1.03.10.1.01.0026 5.1.02.02 Belanja Jasa 99.088.800 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0002 1.03.10.1.01.0026 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi
Konstruksi

99.088.800 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0002 1.03.10.1.01.0026 5.1.02.02.08.0018 Belanja Jasa Konsultansi
Pengawasan Arsitektur

99.088.800 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0002 1.03.10.1.01.0026 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 1.782.309.990 1.782.309.990,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0002 1.03.10.1.01.0026 5.1.02.03.04 Belanja Pemeliharaan
Jalan, Jaringan, dan Irigasi

1.782.309.990 1.782.309.990,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0002 1.03.10.1.01.0026 5.1.02.03.04.0012 Belanja Pemeliharaan Jalan
dan Jembatan-Jembatan-
Jembatan pada Jalan
Provinsi

1.782.309.990 1.782.309.990,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0002 1.03.10.1.01.0033 Pemeliharaan Rutin Jalan 1.832.521.737 1.729.649.201,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0002 1.03.10.1.01.0033 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.832.521.737 1.729.649.201,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0002 1.03.10.1.01.0033 5.1.02.01 Belanja Barang 365.772.657 311.052.550,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0002 1.03.10.1.01.0033 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 365.772.657 311.052.550,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0002 1.03.10.1.01.0033 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan
Bangunan dan Konstruksi

50.634.813 21.026.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0002 1.03.10.1.01.0033 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan
Kimia

6.290.000 6.290.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0002 1.03.10.1.01.0033 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan
Bakar dan Pelumas

168.890.000 168.890.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0002 1.03.10.1.01.0033 5.1.02.01.01.0008 Belanja Bahan-Bahan/Bibit
Tanaman

14.839.000 14.498.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0002 1.03.10.1.01.0033 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan
Lainnya

7.700.000 7.700.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0002 1.03.10.1.01.0033 5.1.02.01.01.0019 Belanja Suku Cadang-Suku
Cadang Alat Pertanian

17.918.050 17.918.050,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0002 1.03.10.1.01.0033 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk
Kegiatan Kantor-Perabot
Kantor

19.826.734 19.793.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0002 1.03.10.1.01.0033 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk
Kegiatan Kantor-
Perlengkapan Dinas

22.369.000 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0002 1.03.10.1.01.0033 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-
Natura

2.517.000 2.100.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0002 1.03.10.1.01.0033 5.1.02.01.01.0045 Belanja Natura dan Pakan-
Natura dan Pakan Lainnya

1.938.060 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0002 1.03.10.1.01.0033 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan
Minuman Rapat

18.000.000 17.987.500,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0002 1.03.10.1.01.0033 5.1.02.01.01.0064 Belanja Pakaian Dinas
Lapangan (PDL)

34.850.000 34.850.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0002 1.03.10.1.01.0033 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.333.066.080 1.286.856.076,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0002 1.03.10.1.01.0033 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.258.021.440 1.215.025.942,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0002 1.03.10.1.01.0033 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga
Penanganan Prasarana dan
Sarana Umum

1.258.021.440 1.215.025.942,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0002 1.03.10.1.01.0033 5.1.02.02.02 Belanja Iuran
Jaminan/Asuransi

75.044.640 71.830.134,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0002 1.03.10.1.01.0033 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan
Kesehatan bagi Non ASN

66.118.560 63.286.500,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0002 1.03.10.1.01.0033 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan
Kecelakaan Kerja bagi Non
ASN

3.967.200 3.797.179,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0002 1.03.10.1.01.0033 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan
Kematian bagi Non ASN

4.958.880 4.746.455,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0002 1.03.10.1.01.0033 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 133.683.000 131.740.575,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0002 1.03.10.1.01.0033 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan
Peralatan dan Mesin

33.683.000 33.636.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0002 1.03.10.1.01.0033 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat
Angkutan-Alat Angkutan
Darat Bermotor-Kendaraan
Bermotor Penumpang

33.683.000 33.636.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0002 1.03.10.1.01.0033 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan
Gedung dan Bangunan

100.000.000 98.104.575,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0002 1.03.10.1.01.0033 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan
Bangunan Gedung-
Bangunan Gedung Tempat
Kerja-Bangunan Gedung
Kantor

100.000.000 98.104.575,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0002 1.03.10.1.01.0042 Pembangunan Jalan 29.500.000 29.493.300,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0002 1.03.10.1.01.0042 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.500.000 29.493.300,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0002 1.03.10.1.01.0042 5.1.02.01 Belanja Barang 29.500.000 29.493.300,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0002 1.03.10.1.01.0042 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 29.500.000 29.493.300,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

1.03 1.03.2.10.0.00.03.0002 1.03.10.1.01.0042 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan
Bangunan dan Konstruksi

25.000.000 25.000.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
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1.03 1.03.2.10.0.00.03.0002 1.03.10.1.01.0042 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan
Bakar dan Pelumas

4.500.000 4.493.300,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

2 URUSAN PEMERINTAHAN
WAJIB YANG TIDAK
BERKAITAN DENGAN
PELAYANAN DASAR

127.880.723 122.851.731 921.100.000 920.100.000 0 0 0 0

2.10 URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG PERTANAHAN

127.880.723 122.851.731 921.100.000 920.100.000 0 0 0 0

2.10 1.03.2.10.0.00.03.0000 Dinas Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang dan
Pertanahan

127.880.723 122.851.731 921.100.000 920.100.000 0 0 0 0

2.10 1.03.2.10.0.00.03.0000 2.10.03 PROGRAM PENGADAAN
TANAH UNTUK
KEPENTINGAN UMUM

127.880.723 122.851.731,00 921.100.000 920.100.000,00 0 0,00 0 0,00

2.10 1.03.2.10.0.00.03.0000 2.10.03.1.01 Penetapan Lokasi
Pengadaan Tanah untuk
Kepentingan Umum di
Wilayah Provinsi

127.880.723 122.851.731,00 921.100.000 920.100.000,00 0 0,00 0 0,00

2.10 1.03.2.10.0.00.03.0000 2.10.03.1.01.0001 Pemberitahuan, Pendataan
Awal Lokasi, Konsultasi
Publik Rencana
Pembangunan dan
Penetapan Lokasi
Pengadaan Tanah untuk
Kepentingan Umum

127.880.723 122.851.731,00 921.100.000 920.100.000,00 0 0,00 0 0,00

2.10 1.03.2.10.0.00.03.0000 2.10.03.1.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 127.880.723 122.851.731,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

2.10 1.03.2.10.0.00.03.0000 2.10.03.1.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 13.000.000 8.000.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

2.10 1.03.2.10.0.00.03.0000 2.10.03.1.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 13.000.000 8.000.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

2.10 1.03.2.10.0.00.03.0000 2.10.03.1.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan
Minuman Rapat

13.000.000 8.000.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

2.10 1.03.2.10.0.00.03.0000 2.10.03.1.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 41.826.652 41.797.660,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

2.10 1.03.2.10.0.00.03.0000 2.10.03.1.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 39.950.536 39.943.984,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

2.10 1.03.2.10.0.00.03.0000 2.10.03.1.01.0001 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga
Administrasi

31.450.536 31.443.984,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

2.10 1.03.2.10.0.00.03.0000 2.10.03.1.01.0001 5.1.02.02.01.0053 Belanja Jasa Pengukuran
Tanah

8.500.000 8.500.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

2.10 1.03.2.10.0.00.03.0000 2.10.03.1.01.0001 5.1.02.02.02 Belanja Iuran
Jaminan/Asuransi

1.876.116 1.853.676,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

2.10 1.03.2.10.0.00.03.0000 2.10.03.1.01.0001 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan
Kesehatan bagi Non ASN

1.652.964 1.633.200,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

2.10 1.03.2.10.0.00.03.0000 2.10.03.1.01.0001 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan
Kecelakaan Kerja bagi Non
ASN

99.180 97.992,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

2.10 1.03.2.10.0.00.03.0000 2.10.03.1.01.0001 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan
Kematian bagi Non ASN

123.972 122.484,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

2.10 1.03.2.10.0.00.03.0000 2.10.03.1.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 73.054.071 73.054.071,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

2.10 1.03.2.10.0.00.03.0000 2.10.03.1.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas
Dalam Negeri

73.054.071 73.054.071,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

2.10 1.03.2.10.0.00.03.0000 2.10.03.1.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas
Biasa

71.554.071 71.554.071,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

2.10 1.03.2.10.0.00.03.0000 2.10.03.1.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas
Dalam Kota

1.500.000 1.500.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

2.10 1.03.2.10.0.00.03.0000 2.10.03.1.01.0001 5.2.01 Belanja Modal Tanah 0 0,00 921.100.000 920.100.000,00 0 0,00 0 0,00

2.10 1.03.2.10.0.00.03.0000 2.10.03.1.01.0001 5.2.01.01 Belanja Modal Tanah 0 0,00 921.100.000 920.100.000,00 0 0,00 0 0,00

2.10 1.03.2.10.0.00.03.0000 2.10.03.1.01.0001 5.2.01.01.01 Belanja Modal Tanah Persil 0 0,00 921.100.000 920.100.000,00 0 0,00 0 0,00

2.10 1.03.2.10.0.00.03.0000 2.10.03.1.01.0001 5.2.01.01.01.0007 Belanja Modal Tanah Persil
Lainnya

0 0,00 921.100.000 920.100.000,00 0 0,00 0 0,00

Jumlah 105.603.776.968 85.268.171.945,24 68.041.164.403 59.517.791.049,37 0 0,00 0 0,00
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